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ABSTRAK

ANALISIS SELISIH PAJAK PENGHASILAN
Studi Kasus pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA

Benganin Minggus Melatmelan Wasrmarud
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2004

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahut faktor-faktor yang
menimbulkan selisih PPh, yang dihitung menurut laba akuntansi menurut
perusahaan dan laba kena pajak berdasarkan UU PPh yang berlaku beserta
aturan pelaksanaannya. Serta untuk mengetahui perlakuan akuntansi
selisth PPh dan pengujian signifikansi antara selisih PPh menurut
Perusahaan dan menurut UU PPh yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di  PT.SSE-VAN DER HORST
INDONESIA. JI. Raya Serang Km 8,5 Kawasan Industri Manis I,
Tangerang. Yang bergerak di bidang industri jasa perbengkelan mesin,
peralatan pabrik dan pembuatan mesin-mesin besar berteknologi canggih.

Teknik pengumpulan data: Teknik wawancara dan dokumentasi.
Teknik analisis data mengpunakan: Analisis kuantitatif dan kualitatif.
Analisis  kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dengan
menggunakan rumus lapisan penghasilan kena pajak, perhitungan PPh
terhutang dan PPh yang ditangguhkan. Analisis kualitatif digunakan untuk
mendiskripsikan langkah-langkah dalam membahas masalah sesuai
dengan teori, dengan cara melakukan penyesuaian menurut UU PPh yang
berlaku, Keputusan Mentri Keuangan dan Surat Edaran Difjen Pajak.

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan diperoleh hasil
{aktor-faktor yang menimbulkan selisih PPh pada PT.SSE-VAN DER
HORST INDONESIA disebabkan oleh perbedaan tetap dan waktu, selisih
tersebut di indikasikan sebesar Rp.8.214.702.000,00 pada tahun 2002.
Selisih in1 terdiri dan perbedaan waktu sebesar Rp. 3.912.035.333,00 dan
tetap sebesar Rp. 4.302.666.667,00. Metode alokasi PPh perusahaan
menggunakan Metode PPh ditangguhkan. Selisih PPh ditangguhkan
perusahaan dialokasikan pada Aktiva Lain-lain, sedangkan SAK
menghendaki pengalokasian pada aktiva pajak tangguhan. Berdasarkan
data tahun 1998-2002 menunjukkan hasil bahwa Hy diterima, maka dapat
dikatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih
PPh menurut PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA dengan PPh
menurut teort.
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ABSTRACT

INCOME TAX DIFFERENCES ANALYSIS
A Case Study at PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA

Benyamin Minggus Melatnebar Wuarmanug,
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2004

The aim of this rescarch was to identify the factors causing a
difference in income tax, which based on income according to the
financial accounting standard, and income tax due according to the law on
income tax of 2000 with the implementation rules, to identify the
accounting treatment of the difference and also to make an evaluation; to
find out whether there was a significance differences mean between
income tax difference according to PT.SSE-VAN DER HORST
INDONESIA and income tax according to the law on income tax of 1994
and 2000.

This research was done at PT.SSE-VAN DER HORST
INDONESIA. JI. Raya Serang Km 8,5 Kawasan Industri Manis I,
Tangerang. The company’s field were machine workshop industry, factory
equipment and newest technology machines production.

The ways to collect data were interview and documentation. The
techniques of data analysis applied were qualitative and quantitative
analysis. The quantitative analysis was used to calculate data using income
tax level formula, debt income tax calculation and differred income tax.
Qualitative analysis was used to describe step by step in order to find out
solution, by adjusting it consider with the tax rules, financial minister
resolution and taxation general director circular letter.

Based on data analysis and from the discussion, this reseaich found
that the factors causing tax difference caused by a time difference and the
permanent difference in 2002 was Rp. 8.214.702.000,00. This differences
were caused by a time difference of Rp.3.912.035.333,00 and permanent
difference of Rp. 4.302.666.667,00. PT.SSE-VAN DER HORST
INDONESTA used differed tax method to allocate their income tax.
PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA allocated their income tax on
Others Asset, meanwhile according to Financial Accounting Standard it
should be allocated on deferred tax asset . Based on data analysis in 1998-
2002 Tt was found that Hy was accepted. So the conclusion found that,
there was no significance differences mean between income tax according
to PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA and income tax according to
the law on income tax of 1994 and 2000.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. [.atar Belakang Masalah

Masalah perpajakan menjadi salah satu bahasan yang harus diperhatikan
oleh wajib pajak (orang pribadi/ badan usaha). Disini Penulis melakukan
penelitian terhadap masalalh perpajakan di suatu perusahaan. Suatu Perusahaan
diwajibkan membayar sejumiah pajak yéng terhutang berkaitan dengan besarnya
penghasilan kena pajaknya. Karena jumlah pajak yang dibayarkan, dipengaruhi
oleh Dbesarnya penghasilan perusahaan, tentunya berhubungan dengan
pengurangan sejumlah kekayaan perusahaan. Mengurangi kekayaan perusahaan
sama saja menckan laba perusahaan sehingga. berdampak kepada kelangsungan
hidup suatu perusahaan (szvive). Dikarenakan menyangkut jumlah pendapatan/
laba yang mana jumiahnya tidak sedikit, maka dibutuhkan aturan-aturan yang
jelas Dberkaitan dengan pcrhitungan pembayaran pajak terutang yang harus
dibayarkan perusahaan. |

Penilaian keuangan suatu perusahaan, disajikan dalam laporan keuangan.
Penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan disebut
Laporan Keuangan Komersial yang dibuat untuk menyediakan informasi
keuangan bagi berbagai pihak diantaranya; karyawan, pelanggan, pemasok,
debitor, kreditor, investor, pemerintah dan lain-lain. sedangkan penyusunan
laporan keuangan berdasar ketentuan perpajakan disebut Laporan Keuangan
Fiskal yang disajikan bagi adininistrasy/ manajemen pajak, konsultan pajak serta

pihak-pihak yang potensial terhadap pajak.



Ada beberapa kriteria perbedaan antara ketentuan perpajakan yang diatur

dalam UU pajak penghasilan mengenal pajak penghasilan dengan Standar

Akuntansi Keuangan. Gunadi (1997) dan Markus (2002) menunjukkan perbedaan

tersebut.

Gunadi, (1997:21) menunjukkan perbedaan tersebut dalam hal:

l.

ro

O8]

Penetapan beban daun penghasilan.

Akuntansi komersial didasarkan pada prinsip stelsel akrual, yaitu
penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada
waktu terhutang. Sedangkan akuntansi pajak menggunakan Stelsel
campuran, yaitu perhitungan jumlah penjualan dalam suatu periode
meliputi seluruh akun-akun penjualan baik tunai maupun kredit.
Konsistensi

Prinsip taat asas (konsistensi) dalam akuntansi komersial
menekankan pada penyandingan vertikal ( dari tahun ke tahun)
supaya pergeseran laba/ rugi dapat dicegah. Sedangkan untuk kasus
tertentu yang dianut akuntansi pajak dalam konteks konsepsional,
justru ketentuan pajak menentukannya berbeda. Misalnya
pengakuan hasil operasi bisnis mancanegara (dengan penolakan
terhadap konsolidasi kerugian.

Konservatisme

Dalam akuntansi komersial konsep konservatisme (kehati-hatian)
muncul pada kasus, probabilitas rugi yang dapat ditaksir sudah
diakui sebagai cadangan (kerugian) dengan pembentukan

penyisihan. Namun berdasarkan perspektif perpajakan tidak
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diperkenankan membentuk dan menyimpan cadangan atau
penyisihan yang semakin banyak kecuali untuk jenis perusahaan
asuransi/ perbankan.
4. Substansi mengesampingkan bentuk formal

Baik akuntansi komersial dan fiskal lebith mengacu pada hakikat
ekonomis daripada bentuk formal tiap transaksi atau fakta bisnis.
Namun ada situasi tertentu seperti leasing yang lebih
mengutamakan bentuk formal dibanding hakikat ekonomisnya.

Sedangkan Markus, (2002:117-118) mengatakan perbedaan tersebut terletak pada:

Konsep realisasi
Pengertian transasksi ecksternal / transaksi dengan pihak luar entitas
menurut UU Pajak Penghasilan diartikan sebagai transaksi dengan
pihak subjek lain. Dalalzﬁ akuntansi pihak luar entitas bisa pihak
subjek pajak yang berbeda/ pihak subjek pajak yang sama
Darni perbedaan-perbedaan persepsi diatas, dapat menimbulkan selisih pajak
penghasilan. Selain itu selisih PPh tersebut dapat timbul karena faktor perbedaan
waktu dan tetap. Perbedaan waktu merupakan perbedaan mengenai waktu

pengakuan, baik pada biaya maupun pendabatan, antara prinsip akuntansi dengan

ketentuan perpajakan.



Perbedaan tetap merupakan perbedaan mengenai boleh tidaknya pengakuan, baik
pada biaya maupun pendapatan, antara prinsip akuntansi dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

Asumsi-asumsi diatas mempengaruhi pemahaman perusahaan dalam menyusun
iapcran keuangan. Dari sinilah muncul perbedaan-perbedaan didalam perlakuan
menurut akuntansi dan menurut keterntuan perpajakan. Agar laporan keuangan
komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada inaka harus dikoreksi
menjadi laporan keuangan fiskal. Dari hasil koreksi (laporan keuangan fiskal) dan
laporan keuangan komersial inilah maka muncul selisihnya. Selisih inilah yang
dinamakan selisih pajak penghasilan. Selisth PPh tersebut akan ditunjukkan oleh
perbedaan besarnya PPh yang terutang yang tertera dalam laporan keuangan fiskal

dan besarnya PPh yang tertera dalam laporan keuangan komersial.



8. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah hanya terhadap analisa selisih PPh menurut
ketentuan perpajakan dengan 'Ph menurut perusahaan. Analisis yang dilakukan
pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA atas dasar informasi data tahun
1998 — 2002. Penelitian ini memakai Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10
tahun 1994 dan No.17 tahun 2000 disertai Standar Akuntansi Keuangan sebagai
dasar ketentuan yang berlaku scrta memakal beberapa literatur yang dianggap
masih relevan dengan masalah yang akan diteliti.
C. Rumusan Masalah

Perbedaan menurut ketentuan perpajakan dan Standar Aluntansi
Keuangan menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap pajak penghasilan yang
tertera di dalam laporan keuangan komersial dan besarnya pajak penghasilan
(penghasilan kena pajak) yang tertera dalam laporan keuangan fiskal. Dari
perbedaan keduanya menimbulkan selisih pajak penghasilan.
l. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan selisih pajak penghasilan pada

PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA berdasar data tahun 20027

L

Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap selisih pajak penghasilan pada

PT.SSE-VAN DER HORS'T INDONILESIA berdasar data tahun 20027

GJ

Apakah terdapat perbedaan penghitungan yang signifikan antara Pajak
penghasilan PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA dengan pajak
penghasilan menurut kajian UU PPh yang berlaku (berdasar data tahun

1998-2002)"
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Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada PT.SSE-VAN DER HORST
INDONESIA  bertujuan  untuk menjelaskan  faktor-faktor yang
menimbulkan selisih pajak penghasilan, mengetahui periakuan akuntansi
selisih pajak penghasilan serta melihat perbandingan perlakuan akuntansi
terhadap selisih pajak penghasilan badan setelah dijabarkan, untuk melihat
tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan.
Penelitian int dimaksudkan bisa berguna atau setidaknya dapat dijadikan
PT SSE-VAN DER HORST INDONESIA, sebagai salah satu alternatif
untuk mengambil keputusan di dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu
untuk peningkatan laba perusahaan.

Manfaat Penelitian

Bagi penulis

Menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan, khususnya
yang berkaitan dengan akuntansi pajak.

Bagt Universitas

Sebagai tambahan literatur kepustakaan dan juga menambah koleksi
referensi untuk menyusun tugas akhir bagi para akadzmisi Universitas
Sanata Dharma.

Bagi perusahaan

menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap selisih pajak
penghasilan sekaligus memberikan masukan bag: perusahaan di dalam

pembuatan recana untuk menjalankan usahanya.



F.

Bab I

Sistematika Penulisan
. Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab [I : Landasan Teori

Penjelasan didalam bab ini meliputi pengertian pajak penghasilan,
penghasilan yang diterima oleh subyek pajak, penghasilan kena pajak,
penghasilan sebagai objek pajak penghasilan, biaya-biaya . untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, faktor-faktor yang
menimbulkan selisih pajak penghasilan, perlakuan akuntansi selisih pajak

penghasilan dan Telaah penelitian terdahulu.

Bab I11: Metode Penelitian

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi dan
waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan,

teknik pengumpulan data dan teknik menganalisa data.

Bab I'V: Gambaran Umum Perusahaan.

Di dalam bab ini berisi tentang sejarah singkat perusahaan, lokasi
perusahaan, modal perusahaan, produk perusahaan, dan tentunya struktur

organisasi perusahaai.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam bab i dijelaskan mengenai hasil dari penelitian dan
pembahasan faktor-faktor yang menimbulkan selisih pajak penghasilan di

dalam laporan keuangan perusahaan serta perlakuan akuntansi terhadap



selisih PPh yang terdapat pada perusahaan dan menguji apakah terdapat
perbedaan yang signifikan antara selisih perlakuan PPh perusahaan
dengan PPh menurut teor.

Bab VI: Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran

yang dianggap perlu.



BAB I1
LLANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan

Pengertian dan arti penting Pajak Penghasilan

Pengertian  pajak penghasilan mengandung dua unsur kata yang

independen, dimana muncul pengertian yang baru bila digabungkan ke-

duanya. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan tentang
pengertian pajak dan yang kedua mengenat arti penghasilan.

Prof. Dr.P.J.A. Adriani, (Waluyo,2000) mendefinisikan pajak sebagai:

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang o'eh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.

Prof. Dr. Rochmat,S. A, (Waluyo,2000) mendefinisikan pajak sebagai:
luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal-balik (kontra
prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengelunaran umum (Waluyo,2000:2)

Sementara Dr.Soeparman Soemahamidjojo, mendefinisikan pajak sebagai

(Munawir, 1990):
luran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi
barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
(munawir 1990:3)

Sedangkan pengertian penghasilan menurut Undang-undang Perpajakan

no.17 tahun 2000 pasal 4 (1) adalah:
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Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau
diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah
kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan dan dalam bentuk
apapun.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002) di dalam bahasan kerangka

dasar penyusunan dan pelaporan keuangan paragraf 70, Penghasilan

diartikan sebagai:
Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam
bentuk pemasukkan atau penambahan aktiva atau penurunan
kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak
berasal dari kontribusi penanam modal.
Undang-undang Pajak penghasilan telah mengalami perubahannya yang ke-3 kali
yakni UU no.7 tahun 1983 diubah dengan UU no.7 tahun 1991, kemudian diubah
dengan UU no.10 tahun 1994 dan yang terakhir diubah dengan UU no.17 tahun
2000 (sampai dengan penelitian ini dibuat)

Dengan demikian pajak penghasilan dapat diartikan sebagai suatu
pungutan resmi oleh negara kepada masyarakat atas penghasilan yang diterimanya
dalam suatu tahun pajak, dimana masyarakat berkewajiban untuk menaatinya.
(Sebagai individu yang berbangsa dan bernegara).

B. Penghasilan yang diterima oleh Subyek Pajak

Subyek pajak bisa berupa orang pribadi atau badan usaha yang
berkewajiban menghitung, melunasi dan melaporkan perhitungan pajaknya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kategori” badan

usaha (sebagai subyek pajak) mcnurut pasal 2 ayat 1 UU Pajak penghasilan no.17

tahun 2000 adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
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Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah, persekutuan,
perkumbulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejemis,
lembaga, dana pensiun, dan bentuk dana usaha lainnya. Suatu Badan dikatakan
wajib untuk membayar pajak pada saat badan tersebut dicirikan / berkedudukan di
Indonesia dan akan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di
Indonesia.

Sesuai dengan sistem pajak yang berlaku di Indoresia, diberikan suatu
kebebasan kepada subyek pajak (orang pribadi atau badan usaha) untuk
menangani segala urusan pajaknya. Diawali dari mengambil Surat Pemberitahuan
(SPT), menghitung hasil perhitungan pajaknya dan menyetorkan besamya pajak
yang terhutang. Sistem inilah yang dinamakan sistem menentukan sendirjgatatl
istilah asingnya dinamakan self asessment. Istilah pelaporan pajak terhutang yang
harus diisi dan disampaikan oleh badan dinamakan Surat pemberitahuan tahunan
badan (form 1771)

C. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak menurut pasal 6 (1)a UU Pajak Penghasilan no.17
tahun 2000 ditenfukan dengan cara menjumlahkan seluruh penghasilan yang
dikategorikan sebagai obyek pajak dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan. Apabila dalam kasus-kasus tertentu, wajib
pajak menerima penghasilannya kurang dari 12 bulan. Maka penghasilan wajib
pajak tersebut harus di setahunkan.

Dan penghasilan kena pajak yang ada maka akan dikalikan dengan tarif

pajak yang sesuai dengan UU PPh no.17 tahun 2000. Tanf pajak yang diterapkan
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atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk

Usaha Tetap. Mengacu pada UU PPh pasal 17 (1)b.

Tabel 1 .Lapisan Penghasilan Kena pajak

—

Lapisan Penghasilan Kena Pajak BN Tarif Pajak ]

Sampai dengan Rp.50.000.000,00 10 % B
Diatas Rp.50.000.000 — Rp. 100.000.000,00 15%
 Diatas Rp.100.000.000,00 B 30%

Namun menurut peraturan pemerintah lapisan ketiga dapat diturunkan paling
rendah 25% {pasal 17 (2)}
D. Penghasilan Sebagai objek Pajak Penghasilan
Objek pajak menurat UU PPh no.17 tahun 2000 pasal 4 (1) adalah
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipaxai untuk konsumsi atau untuk menambah kckayaan
wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:
1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komis, bonus, gratiflikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya.
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. laba usaha.

4. keuntungan penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
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keuntungan karena pengalthan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal. |

keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota.

keuntungan  karena  likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan atau pengambil-alihan usaha.

keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang di berikan kepada keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan
atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil
termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan,
sepanjang tidak ada Thubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan. atau  penguasaan antara pihak-pithak  yang

bersangkutan.

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai

biaya.

bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang.

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil

Usaha Koperasi.
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8. royalti

9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10.  penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11.  keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12.  keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

12.  selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

4.  premi asuransi

15.  iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16.  tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak .
Selain itu yang termasuk obyek PPh {pasal 4 (2)}; penghasilan berupa

bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham

dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa

tanah dan atau tabungan tertentu lainnya. (Untuk pengenaan pajaknya diatur

dengan peraturan pemerintah).

E. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan
1. Yang boleh menguranzi penghasilan (deductible) dan yang tidak

boleh mengurangi penghasilan (non deductible)

a. Biaya-biaya yang boleh mengurangi penghasilan:
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Menurut pasal 6 UU PPh no.17 tahun 2000, yang dapat mengurangi penghasilan

bruto adalah:

1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

a)

b)

d)

g)

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,
gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah,
premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak
penghasilan.

penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud
dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas
biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
menteri keuangan.

kerugian karena penjualan atau pengalihan harga yang dimiliki dan
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki .untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

kerugian dari selisih kurs mata uang asing.

biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia.

biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.
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h) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

1.1

1.2

1.3

14

telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial.

telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan
negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
(BULPN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai
penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur
dan debitur yang bersangkutan.

telah dipublikésikan dalam penerbitan umum atau khusus,
dan

wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak
dapat difagih kepada Direktorat Jendral Pajak. Untuk
pelaksanaannya diatur Jebth lanjut dengan keputusan

Direktorat Jendral Pajak.

Biaya-biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan:

Menurut pasal 9 UU PPh no.17 tahun 2000 yang tidak boleh mengurangi

penghasilan bruto :

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dalam

negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, pembagian sisa hasil usaha koperasi
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4)

3)

6)
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biaye yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu atau anggota.

pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang
tak tertagth untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi,
cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha
pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan
keputusan menteri keuangan.

premi asuransi kesechatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna dan bea siswa, yang dibayar olveh wajib pajak orang pribadi,
kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung
sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaaan
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian imbalan
dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah temtu dan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan menteri
keuangan.

jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai

imbalan sehubungan dengan pekerjaaan yang dilakukan.
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harta yvang dihibahkan. bantuan atau sumbangan, dan warisan menurut
pasal 4 (3) a & b kecuali zakat, yang dibayarkan oleh wajib pajak pemeluk
agama islam atau lembage amil zakat yang dibentuk atau disahakan oleh
pemerintah.

pajak penghasilan.

biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib
pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

gaji vang dibayarkan kepaca anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modainya tidak terbagi atas saham.

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan scrta sanksi pidana
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di
bidang perpajakaan.

Faktor-faktor yang menimbulkan Selisih Pajak Penghasilan

Selisih pajak penghasilan muncul akibat pemeriksaan laporan keuangan

perusahaan dengan menggunakan ketentuan perpajakan yang berlaku (hasil

pemeriksaaanya dinamakan laporan keuangan fiskal). Dari pemeriksaan

menunjukkan jumlah yang berbeda antara laba akuntansi dan laba yang telah

dikenakan pajak (menurut ketentuan perpajakan). Selisih pajak penghasilan

muncul karena perbedaan antara laba akuntansi menurut SAK dan laba kena pajak

menurut ketentuan perpajakan.

Adapun faktor-faktor perbedaan yang menimbulkan selisih pajak penghasilan,

dibagi ke dalam metode yaitu:
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1. . Perbedaan tetap/ Permanen (permanent differences):

Perbedaan tetap adalah pos-pos yang (1) termasuk dalam laporan keuangan
sebelum pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam laporan keuangan pajak atau
(2) termasuk dalam laporan keuangan pajak tetapi tidak termasuk laporan
keuangan sebelum pajak (Kieso,1995:691).

Perbedaan permanen tercipta bila suatu unsur laba-pendapatan,
keuntungan beban/ rugi — masuk dalam perhitungan laba kena pajak/ laba
akuntansi sebelum pajak tetapi tidak pernah masuk dalam perhitungan lainnya.
(Dyckman ,1996:245)

Jadi dapat dijelaskan bahwa suatu penerimaan diakui sebagail penghasilan
dan atau sesuatu pengeluaran diakur sebagai biaya/ kerugian yang boleh sebagai
pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan komersial,
sedangkan menurut prinsip perpajakan sesuat; penerimaan tidak pernah diakui
sebagat penghasilan dan atau sesuatu pengeluaran tidak pernah diakui sebagai
biaya atan kerugian yang boleh sebagai pengurang penghasilan yang harus
dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal.

Perbedaan permanen yang menimbulkan selisth pajak penghasilan,
pengaruhnya hanya dirasakan dalam periode-periode terjadinya transaksi dan
tidak akan terkompensasikan dengan sendirinya melalui selisih/ perbedaan yang
akan terjadi dalam periode-periode berikutnya. Dengan kata lain dapat dikatakan
bahwa selisih permanen tidak dibenarkan atau memerlukan adanya alokasi antar

periode untuk tujuan akuntansinya.
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Untuk pelaporan keuangan, apa;pun pengaruh perbedaan tetap terhadap
pajak yang terhutang sckarang, seperti ditentukan pada surat
pemberitahuan pajak (SPT), akan dimasukan dalam penentuan beban PPh
yang dilaporkan dalam laporan keuangan misalnya jika perbedaan tetap
adalah satu-satunya perbedaan anatara laba kena pajak dan laba akuntansi
sebelum pajak, maka beban pajak penghasilan untuk pelaporan kcuangan
sama dengan jumlah yang dihitung sebagai hutang pajak dalam SPT pajak
periode tersebut.
Transaksi-transaksi yang dapat mengakibatkan perbedaan permanen
(sesuai dengan penelitian yang dilakukan):
a. Jamuan tamu
Jamuan tamu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, apabila
ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan dan dibuatkan
daftar nominatifiya (dilampirkan di SPT-PPh)
b. Biaya BBM dan Perjalanan
Biaya BBM dan perjalanan dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto (deductible) karna dikeluarkan bagi kepentingan perusahaan.
Menyangkut biaya tersebut perusahaan harus memiliki bukti-bukti
otentik, sehingga Jdapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
c. Biaya bunga pinjaman
Menurut pasal 4(1)f UU PPh no.17 tahun 2000. Bunga yang
dimaksudkan termasuk premium, diskonto dan imbalan lain bunga

jaminan pengembalian utang (bagi yang menerima akan diakui



21

sebagal objek pajak) dan menurut Pasal 6(1)a merupakan biaya
yang dapat dikurangkan bagi yang membayar atau

memberikannnya.

Perhitungan biaya bunga yang dapat dibiayakan sebagai biaya

fiskal:

Rata-rata (pinjaman perbulan) — (rata-rata deposito tabungan) pe
bulan x tingkat bunga pinjaman

i

Sumbangan

Menurut pasal 4(3)a :Pemberian sumbangan yang dimaksud tidak
ada hubungannnya dengan pekerjaan, kepemilikan, dan
penguasaan. Bagi yang menerima bukan merupakan objek pajak.
Menurut pasal 9(1)g :bagi yang memberikan bersifat tidak dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto (won deductible) dan
pemberian sumbangan tersebut tidak dalam hubungan pekerjaar,
kepemilikan dan penguasaan.

Piutang tidak tertagih

Piutang tidak tertagih adalah piutang yang dimiliki oleh perusahaan
kepada pihak lein serta tidak dapat dipastikan; apakah dapat /
berhasil ditagih seluruhnya dan dapat diperoleh pelunasannya.
Piutang yang demikian, jelas mengandung unsur risiko kemacetan /
bahkan tidak tertagiknya suatu piutang. Risiko tidak tertagihnya
suatu piutang dimunculkan pada laporan keuangan (laporan laba-

rugi) yaitu dalam akun cadangan kerugian piutang.
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Menurut SKMK  No. 80/KMK.04/1995, wajib pajak tidak
diperkenankan untuk membentuk cadangan, kecuali untuk jenis-
jenis bidang usaha 1erténtu seperti:

usaha bank, dapat membentuk cadangan kerugian atas piutang
tidak tertagih maksimal sebesar 3% dari rata-rata saldo awal dan
saldo akhir piutang.

usaha sewa guna usaha dengan hak opsi, dapat membentuk
cadangan piutang tidak Tenagih maksimal sebesar 2,5 % dari rata-
rata saldo awal dan saldo akhir piutang

usaha asuransi, dapat membentuk cadangan premi asuransi sebesar
40% dari premi vang diterima tahun yang bersangkutan.

Usaha pertambangan, dapat membentuk cadangan biaya reklamasi.

Ketentuan perpajakan tidak memperkenakan pembentukan cadangan

piutang tidak tertagih (cadangan kerugian piutang) dengan menggunakan

metode langsung (kerugian karena tidak tertagihnya piutang ditentukan

sebesar piutang yang benar-benar sudah tidak dapat ditagih lagi) atau

dengan kata lain pemberlakuan metode langsung mengakui kerugian

piutang tidak tertagih bila telah diupayakan secara nyata penagihannya.

Menurut pasal 4(1)k UU PPh 2000, diakui sebagai penghasilan kena pajak

bagi debitur.

f.

Biaya komisi penjualan
Pengeluaran-pengeluaran untuk komisi penjualan yang didukung

bukti-bukti yang sah (bukti ckstern), dapat dikurangkan dari
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3)

4)

penghasilan bruto (deduclib[e). Untuk perihal komisi yang
dibayarkan ke perorangan, dipotong tarif PPh pasal 17 tahun 2000
(PPh pasal 21). N

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak sehat,
Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan
upaya untuk mendapatkan, menagih dan mmemelihara penghasilan
tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (ron deductible),
misalnya:

pembayaran bunga pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan
pribadi peminjam.

biaya perjalanan pemegang saham/ keluarganya.

pengeluran atau biaya untuk keperluan pribadi wajib pajak
/keluarganya.

PBB atas rumah pribadi pemegang saham dan sebagainya.

Selain itu akuntansi juga memakai prinsip konservatis yaitu mengakui

kerugian saat kemungkinan terjadinya kerugian, namun saat munculnya

kemungkinan laba tidak diakui. Disini akan dibuat adjusiment pada tiap

akhir tahun buku atau dengan membentuk penyisihan seperti: penyisihan

klaim/ biaya setelah penjualan dan penyisihan kerugian piutang,.

Sedangkan menurut UU Pajak penghasilan tidak mengakui adanya prinsip

konservatisme (dalam penentuan biaya yang dapat dikurangkan daii

penghasilan bruto), namun diakui kalau sudah di realisasikan (Realization

principle).



Perbedaan waktu atau seinentara (timing/ temporary differences)

Kieso (1995) mendefinisikan perbedaan waktu adalah:
Selisih antara dasar pajak untuk suatu aktiva atau hutang dan nilai
yang dilaporkan neraca, yang akan menghasilkan jumlah-jumlah
yang dapat dikenakan pajak/ yang dapat dikurangkan di tahun-
tahun mendatang, ketika nilai aktiva yang dilaporkan itu diperoieh

kembali dan nilai hutang yang dilaporkan 1tu diselesaikan.
Dyckman (1996) menjelaskan bahwa:
Perbedaan sementara/ waktu akan timbul apabila peraturan
pengukuran untuk pelaporan keuangan (GAAP) berbeda dengan
pengaturan pelaporan pajak (/nternal Revenue Code) dalam hal
waktu (/iming) diakuinya berbagai pendapatan, keuntungan, beban,
kerugian, aktiva/ kewajiban.
Perbedaan waktu, baik menurut akuntansi maupun menurut pajak sama-
sama mengakul bahwa sesuatu penerimaan merupakan penghasilan, atau
sesuatu pengeluaran merupakan biaya yang boleh dimasukkan sebagai
pengurang penghasilan. Yang berbeda adalah menurut ketentuan UU pajak
penghasilan sesuatu penerimaan (seluruh/ sebagian) harus diakui sebagai
penghasilan dan sesuatu pengeluaran (seluruh/sebagian) diakui sebagai
biaya yang boleh sebagai pengﬁrang penghasilan pada suatu
tahun pajak. Sedangkan menurut akuntansi sesuatu penerimaan diakui
sebagai penghasilan / sesuatu pengeluaran harus diakui sebagai biaya pada
tahun pajak yang berlainan.
Perbedaan waktu (sementara) disebabkan:

Karena saat realisasi dan atau selisih basis kas atau basis akrual perbedaan

antara akuntansi dan UU pajak penghasilan.
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2) Karena metode pembebanan yang digunakan, seperti metode pembenanan %,
biaya penyusutan dan amortisasi berbeda antara akuntansi dan UU PPh.

b. Perbedaan waktu (sementara) dibedakan atas empat variasi sebagai
berikut:

1) Penghasilan diakui oleh pajak pada tahun sebelum penghasilan itu diakui
oleh akuntansi.

2) Penghasilan diakui oleh pajak pada tahun sesudah penghasilan itu diakui
oleh akuntansi.

3) Biaya /kerugian diakui scbagai pengurang penghasiian oleh pajak_pada
tahun sebelum biaya / kerugian itu diakui oleh akuntansi.

43 Biaya / kerugaian diakul sebagal pengurang penghasilan oleh pajak pada

tahun sesudah biaya / kerugian itu diakui oleh akuntansi.

Perbedaan waktu yang terjadi pada suatu periode akan dikompensasikan dalam
satu/ lebih periode-periode berikutnya. Beberapa perbedaan waktu berakibat
(biaya) PPh yang diperhitungkan dalam suatu periode kurang dari jumlah pajak
vang dibayar, tetapi akan dikompensasikan dengan (biaya) PPh yang lebih besar
dari jumlah pajak yang dibayar, nanti apébila sudah tiba saatnya. Sedangkan
beberapa perbedaan waktu lainnya berakibat (biaya) PPh yang diperhitungkan
dalam suatu periode lebih dari jumlah pajak yang dibayar, dan akan
dikompensasikan dengan (biaya) PPh yang diperhitungkan dalam periode-periode
berikutnya kurang dari jumlah pajak yang dibayar.

c. Perbedaan sementara (waktu) menimbulkan dua pengaruh :




)

d.

2)

Jumlah laba kena pajak berbeda dari laba akuntansi sebelum pajak dalam
satu/ lebih periode dan pengaruhnya ini akan berbalik dalam satu/ lebih
periode selanjutnya.

Aktiva/ kewajiban mempunyai dasar pajak yang berbeda dengan jumlah

yang dilaporkan dalam laporan kcuangan.

Transaksi-transaksi yang dapat dimasukkan ke dalam perbedaan

sementara (scsuai dengan penelitian yang dilakukan)

Penghasilan /laba dimasukkan dalam perhitungan laba menurut pajak

dalam periode setelah penghasilan /laba tersebut diperhitungkan dalam

laba akuntansi. Contoh transaksi jenis ini;

a) pendapatan dari investasi saham dimana perusahaan menggunakan

metode /foguity untuk akuntansi dan tujuan pajak, pendapatan
diakui sebesar deviden yang diterima.
Transaksi ini mengakibatkan adanya selisih lebih jumlah pajak
penghasilan yang diperhitungkan dibanding pajak yang harus
dibavar atau menambah saldo kredit rekening pajak penghasilan
yang ditangguhkan.

Biaya atau kerugian dibebankan dalam perhitungan laba menurut pajuk

dalam periode sesudah biaya atau rugi tersebut dibebankan dalam

perhitungan laba akuntansi. Contoh transaksinya adalah:

taksiran biaya untuk garansi atau kontrak jaminan produk (jasa) diakui dan

dibebankan dalam periode berjalan untuk tujuan akuntansi, sedangkan

untuk pajak biaya ini dibebankan pada saat dibayar.
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Transaksi tersebut menimbulkan selisih kurang jumlah pajak penghasilan
yang diperhitungkan dibanding pajak penghasilan yang harus dibayar.
Atau menambah saldo debit rekening pajak penghasilan- yang
ditangguhkan.

Biaya atau rugi diperhitungkan dalam laba menurut pajak pada periode
sebelum biaya atau rugi tersebut dibebankan pada laba akuntansi.
Contohnya: depresiasi aktiva tetap untuk pajak digunakan taksiran umur
yang lebih pendek daripada taksiran umur ekonomis yang digunakan
untuk tujuan akuntansi. Transakst tersebut menimbulkan selisih pajak
lebih jumlah pajak penghasilan yang diperhitungkan dibandingkan pajak
vang harus dibayar atau menambah saldo kredit rekening PPh yang
ditangguhkan.

lLaba dihitung menurut pajak dalam suatu periode sebelum laba tersebut
diperhitungkan untuk laba akuntansi. Menurut akuntansi laba itu akan
ditangguhkan pengakuannya sesual dengan periodenya. Misalnya sewa/
bunga mengakibatkan selisih kurang jumlah PPh yang diperhitungkan
dibanding PPh yang harus dibayar, atau menambah saldo debit rekening
PPh yang ditangguhkan.

Penyusutan

Menurut pasal 11 UU PPh no.17 tahun 2000, harta berwujud dapat
disusutkan dengan menggunakan dua metode yaitu:

a. Metode garis lurus (straight line mehod)



28

Penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama selama
masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tetap, besarnya
penyusutan untuk setiap ta.lhl.mnya adalah dihitung dengan cara
menerapkan tarif penyusutan atas harga perolehan Aktiva Tetap.
Metode saldo menurun .-("decl ining balance method)

Penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama
masa manfaat. Besarnya penyusutan untuk seiap tahunnya adalah
dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa
buku Aktiva Tetap. Pada akhir nilai masa manfaat, nilai sisa buku
yang ada disusutkan sekaligus. Adapun penentuan kelompok masa

manfaat Aktiva Tetap dan tarif penyusutannya adalah sebagai

bertkut:

Tabel 2. Kelompok Harta Berwujud dan Penyusutannya

]— Kelompok T Masa manfaat Tarip garis | Tarip saldo |
| Harta Berwujud Lurus Menurun
" Bukan Ban gunT I
Kelompok | 4 tahun 25 % 50 %
| Kelompok 11 8 tahun 12,5 % 25%
3 Kelompok 111 18 tahun 6,25 % 12,5%
Kelompok [V 20 tahun 5% 10 %
i Bangunan
\ Permanen 20 tahun 5% -
' Tidak permanen L 10 tahun 10 % -
_
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Perlakuan Akuntansi Sclisih pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi terhadap perbedaan waktu yang menimbulkan selisih

pajak penghasiian

Perbedaan waktu dapat menimbulkan selisih pajak penghasilan dalam

suatu periode tertentu, dimana dari periode tertentu akan mempengaruhi

periode-periode berikutnya (maksudnya bahwa perbedaan waktu dapat

dikompensasikan pada periode-periode berikutnya). Oleh sebab itu

penyesuaian terhadap sclisth PPh yang ditimbulkan dari perbedaan waktu

dalam setiap periode perlu dilakukan. Penyesuaian itu direalisasikan ke

dalam tiga alternatif metode yang dapat dipilih untuk mengalokasikan

selisih Pajak penghasilan yaitu: |

a. deffered tax method (metode pajak ditangguhkan)
Metode ini menjelaskan selisih jumlah PPh terutang (berdasar laba
kena pajak) dalam suatu periode dengan PPh (berdasar laba
akuntansi) harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan
sebagai pajak vang ditangguhkan. Metode ini berorientaéi pada
laba rugi yang mengacu pada tercapainya proper malching antara
pendapatan dan biaya, dalam periode dimana selisih perhitungan

pajak terjadi.

Jumlah pajak ditangguhkan = transaksi perbedaan sementara x tarif

pajak pada periode perbedaan tersebut timbul

-




o

H.

b.

liability method (metode hutang)

Metode ini menjelaskan bahwa selisih pajak penghasilan yang
timbul merupakan hutang Pajak penghasilan atau pajak yang
dibayar dimuka penghasilan di masa yang akan datang Metode ini

tidak lagi disarankan penggunannya dalam praktek.

Jumlah pajak ~ditangguhkan = transaksi perbedaan sementara x

tarif pajak yang berlaku pada saat perbedaan tersebut berbalik

net of tax method (metode pajak bersih)

Metode 1n1 menjelaskan bahwa jumlah Pajak penghasilan
dilaporkan scbesar jumlah pajak penghasilan terhutang
sesungguhnya. Pengaruh pajak yang timbul akan berpengaruh
terhadap valuation suatu aktiva / nilai hutang tertentu. Selain itu
bahwa metode int tidak mengenal yang namanya ‘alokasi pajak’ .

Metode ini tidak lagt disarankan penggunaanya dalam praktek.

Perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tetap yang memmbulkan selisih

pajak penghasilan.

Perlakuan akuntansi terhadap selisth pajak penghasilan yang timbul dari

perbedaan tetap tidak dilakukan alokasi pajak penghasilan antar periode,

tetapt dibebankan seluruhnya pada periode terjadinya transaksi perbedaan

tetap tersebut.

Perlakuan akuntansi selisih pajak penghasilan berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan .



SAK (2002) mengatur perlakuan akuntansi terhadap selisih pajak

pengha

silan No.16 paragral 77, yakni:

Apabila perusahaan memilih untuk menghitung pajak penghasilan
menurut laba akuntansi, sclisih perhitungan tersebut dengan hutang
pajak (yang dihitung menurut laba kena pajak), yang disebabkan
“perbedaan waktu™ pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan
akuntansi dengan tujuan pajak, ditampung dalam akun “Pujak
penghasilan yang ditangguhkan™ | dikelompokkan sebagai bagian
dari aktiva lain-lain dan dialokasikan pada beban kena pajak
penghasilan tahun-tahun mendatang.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa SAK mengakui selisih pajak

penghasilan yang dialokasikan dengan deffered tax method (metode pajak

ditangguhkan).

Penulis memasukkan SAK no.16 Paragraf 77 dikarenakan Pcrusahaan

menggunakan konsep fersebut. Mengenat perlakuan yang benar menurut

SAK dapat dilihat pada Analisis Selisih PPh menurut SAK pada Bab V.

Perhitungan terhadap atokasi pajak penghasilan antar periode, dijelaskan

dalam tiga bagian:

a.

Jumilah pajak penghasilan terhutang

'
\
1

laba akuntansi XXX
(+) selisih tetap / permanen XXX
(+) selisih temporer / waktu XXX
Laba kena pajak XXX
Tarif pasal 17 UU PPh no.17 tahun 2000 %
Pajak penghasiian terhutang XXX

b.

Jumlah pajak penghasilan yang dibebankan

untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang dibebankan
diperlukan informasi berupa laba akuntansi yang harus dikalikan
dengan tarif pajak. Laba akuntansi yang diperoleh pada suatu

periode tidak dapat langsung dikalikan dengan tarif pajak, apabila




dalam periode tersebut terdapat perbedaan waktu/ temporer, laba
akuntansi terscbut harus disesuaikan terlebih dahulu dengan
perbedaan tetap. Alasannya bahwa perbedaan tetap tersebut
dibebankan seluruhnya nada saat/ periode terjadinya.

Perhitungannya:

Beban pajak= (laba akuntansi + perbedaan tetap) x tarif Pajak
| penghasilan

C. Jumlah pajak penghasilan ditangguhkan

perhitungannnva:

| PPh ditangguhkan = Selisth pajak penghasilan dari perbedaan
I waktu x tarif pajak.

.|




(8]
(9]

L Telaah Penelitian terdahulu

Suatu perusahaan diwajibkan untuk membayar sejumlah pajak yang
lerhutang berkaitan dengan penghasilan kena pajaknya. Dari perhitungan pajak
penghasilan menurut perusahaan dalam laporan keuangan komersial dan Pajak
penghasilan menurut kajian UU Pajak penghasilan no.17 tahun 2000 dalam
laporan keuangan fiskal menmibulkan perbedaan jumlah (selisih). Selisih Pajak
penghasilan menurut perusahaan dan kajian UU Pajak penghasilan tersebut dapat
menunjukkan jumlah selisih perbedaan rata-rata yang signifikan ataupun tidak
signifikan.
Penelitian terhadap selisih PPh menurut perusahaan properti dengan PPh menurut
UU yang berlaku menunjukkan tidak terdapat rata-rata perbedaan yang signitikan
{Sutarto 1998: 29)
Penelitian yang dilakukan setyowati (2002:237) menunjukkan bahwa selisih PPh
menurut perusahaan dengan PPh menurut UU PPh no.17 tahun 2000 tidak
menunjukkan perbedaan rata-rata yang signifikan.
Begitu pula yang dilakukan oleh Fransiska (2001:56) menunjukkan tidak
terdapatnya perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih aktiva tetap menurut
perusahaan dengan aktiva tetap menurut UU yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyatakan rumusan hiﬁotesis
sebagai berikut: “tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisth
pajak penghasilan menurut kajian teori (UU pajak yang berlaku) dengan pajak

penghasilan menurut perusahaan™.



BAB III
METODE PENELITIAN

Al Jenis Penelitian

Penulis menggunakan studi kasus sebagat jenis penelitiannya. Penelitian
ini lebih menitikberatkan pada suatu objek tertentu, dimana dari objek yang
diteliti tersebut akan diambil kesimpulan akhir yang menggambarkan keseluruhan
jawaban atas permasalahan yang diteliti.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT.SSE-VAN DER HORST
INDONESIA yang dilaksanakan nada bulan oktober-november pada tahun 2003
C. Subjek dan Objek penelitian
1. Subjek penelitian terdiri dari manajer keuangan dan bagian akuntansi

PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA

.

Objek penelitian terdiri darn :

a. koreksi fiskal pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA

b. perlakuan akuntansi selisth pajak penghasilan terhadap PT.SSE-VAN
DER HORST INDONESIA

D. Data yang diperlukan

I. Gambaran umum perusahaan.

S

Laporan Keuangan tahun 2002:
a. Neraca

b. Rugi-Laba

(7S]

Rekonsiliasi fiskal Rugi-Laba tahun 1998-2002



E.
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Daftar penyusutan aktiva tetap berwujud

Perlakuan akuntansi selisih pajak penghasilan badan

Metode alokasi selisih pajak penghasilan badan.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya
Jawab secara langsung dengan pimpinan perusahaan, manajer keuangan
dan bagian perpajakan (staf perusahaan).

Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melengkapi
informasi-informasit yang dibutuhkan dari catatan perusahaan berkaitan
dengan masalah perpajakan dan tentunya berupa laporan keuangan akhir
tahun yang menggambarkan kondisi perusahaan.

Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan
secara langsung situasi di lapangan, dengan demikian mengetahui secara
jelas data-data apa saja vang dibutuhkan berkenaan dengan masalah yang
akan diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu langkah-langkah secara sistematis

menggunakan teori dan metode atau teknik yang ada, yang dipakai untuk

menganalisis data-data yang tclah dikumpulkan, dimana hasil perhitungan dari

masing-masing teknik akan saling mempengaruhi (dependent) satu sama lain.

Adapun teknik analisis yang digunakan, yaitu:

1.

Analisis kuantitatif dan kualitatit



b.

C.
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Teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisis data menggunakan
perhitungan angka-angka sekaligus menggunakan dukungan teori-teort
yang ada sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Untuk  menghitung besarnya perbedaan waktu dan perbedaan tetap
menggunakan ketentuan dalam pasal demi pasal UU pajak penghasilan
no.17 tahun 2000, dianalisa item-item yang ada didalam laporan keuangan
perusahaan, kemudian akan dimasukkan ke dalam kategori koreksi waktu
atau akan dimasukkan ke dalam koreksi tetap dimana penetapannya telah
ditentukan yaitu tidak bisa menguranéi penghasilan bruto.

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak akan digambarkan

Jdengan perhitungan lapisan penghasilan kena pajak.

| Lapisan penghasilan kena } Tarif pajak T

1 pajak

LSampal dengan Rp. 1 10 %
50.000.000,00

' Diatas Rp.50.000.000,00- 15 %
F@ 100.000.000,00

Diatas Rp. 100.000.000,00 30 %

Untuk menghitung pajak penghasilan terhutang,

Laba akuntanst XXX
(+) selisih tetap/ permanen XXX
(+) selisih temporer / waktu XXX
Laba kena pajak XXX
Tanf pasal 17 UU PPh no.17 tahun 2000 %
| Pajak penghasilan terhutang XXX

Berdasar pasal 17 (2) lapisan ketiga dapat turun serendah-rendahnya

menjadi 25%



Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang ditangguhkan.

LPP]l ditangguhkan = sclisih PPh waktu x tarif pajak]

Untuk menghitung besarnya Pajak penghasilan untuk tahun yang
diperiksa. Menggunakan ketentuan pasal 17 UU no. 17 tahun 2000.
Besarnya penghasilan/ laba bersih dikalikan dengan tarif pajak (sesuai

dengan poin b diatas)

Penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam membahas permasalahan,

dengan menggunakan dukungan teori-teori yang ada, akan dijelaskan dibawah ini:

Untuk menjawab ketiga permasalahan yang ada maka akan digunakan langkah-

langkah sebagai berikut:

a.

1)

Untuk menjawab masalah pertama menggunakan:

teknik deskriptif yaitu menyajikan hasil penelitian yang berhubungan
dengan analisa selisth pajak penghasilan

Mengidentifikasi  faktor-faktor yang menimbulkan selisih  pajak
penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial dan laporan
keuangan fiskal.

Untuk menjawab masalah kedua menggunakan:

Teknik deskriptif yaitu dengan menyajikan hasil perhitungan raenurut
selisih perlakuan PPh menurut perusahaan dengan PPh menurut UU yang
berlaku. Dari sana akan diteliti bagaimana perlakuan akuntansi terhadap

pengalokasian selisth PPh tersebut (berdasarkan SAK dan Perusahaan).

Untuk menjawab masalah Ketiga dengan:



Menghitung selisith PPh menurut Undang-undang PPh no.17 tahun 2000
dan menurut perusahaan.
Uji signifikansi
Dengan memakai Uji hipotesa berpasangan untuk membtandingkan selisih
perlakuan PPh menurut kajian UU PPh no. 17 tahun 2000 dan PPn menurut
perusahaan. Pengujian ketepatan rata-rata selisth perlakuan PPh
perusahaan menggunakan uji t, karena sampel yang akan dipergunakan
dalam penelitian kurang dari 30, dengan tingkat kepercayaan 5% (sesuai
dengan tingkat kepercayaan yang umumnya dipergunakan dalam bidang
ekonomi), dengan menggunakan program SPSS. Langkah-langkahnya
adalah:
a) Membuat hipotesa nol (Hy) dan hipotesa alternatif (Ha).

Hoy : ua = up = tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan

antara PPh perusahaan dengan PPh menurut teor.

Ha : ua # up = terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara

PPh perusahaan dengan PPh menurut teori.

Dimana: pa = Rata-rata PPh menurut perusahaan

g = Rata-rata PPh menurut teori.

k) Menentukan daerah kritis pada tingkat kepercayaan (1-5%)

I‘{() ditolak

‘ Hg diiterima

i

-ty o dfn-1 +ty, adfn-1



¢)

d)

Hy diterima bila —t . o df n-1 < t hjjung < Tt @ df n-1
Hj ditolak bila t pjung <—t v o df n-1 atau thjyng >+t a df n-1
Menentukan daerah kritis penerimaan H, dan penolakan Hj

berdasarkan poin b diatas.

t= X.-l -X B
l(n, 1) +(n, - 1)S;
\] no+n, =2

Mencari Standar Deviasi (S), menggunakan rumus

go |2 XY

n-—1

Keterangan:

X , = Rata-rata perhitungan selisth PPh menurut perusahaan

X, = Rata-rata perhitungan selisth PPh  menurut teori

na = Jumlah sampel perusahaan

ng = Jumlah sampel menurut teori

Sa= Deviasi standar menurut Perusahaan

Sg= Deviasi standar menurut teori

Membuat keputusan apakah menerima atau menolak Hp sesuai
dengan hasil a, b, ¢, apabila dari perhitungan tywng terletak pada
daerah penerimaan maka Hj diterirﬁa, dan apabila terletak pada

daerah penolakan maka Hy ditolak.
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Membuat kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik, apabila Hy ditolak maka terdapat
perbedaan rata-rate yang signifikan antara selisih PPh Perusahaan
dengan PPh menurut teort. Apabila Hy diterima, maka tidak
terdapat perbedaan rata-rata yang signitfikan.

Menguji tie :

1.1 Hy diterima dan H,, ditolak, bila tipe > thiwng s N —1

1.2 Hy ditolak dan H, diterima bila tiapel < thitung ; 01— |



BAB 1V

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

R Sejarah Singkat Perusahaan

PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA merupakan salah satu cabang
dart VAN DER HORST LIMITT]) vang didirikan di Indonesia. VAN DISR HORST
LIMITIED berkantor pusat di Singapura dan telah mengepakkan sayapnya ke
berbagar negara-negara di bciahan dunia diantaranya Cina, India, Filipina,
Belanda, Amerika dan termasuk di Indonesia. Sejarah Berdirinya PT.SSE-VAN
DER HORST INDONESIA bisa tetap ada dan bertahan (cxist) karena merupakan
pengembangan usaha dari {VIN DR HORST LIMITIED. Sehingga sejarah
keberlangsungan hidup keduanva tidak dapat di pisahkan.

VAN DIER HORST LiA#I77.1) di dirtkan pada tahun 1935, Perusahaan ini
bergerak dalam bidang Industri perbengketan mesin, peralatan pabrik, penyediaan
komponen dan spareparts mesin-mesin besar dan rekayasa perbaikan mesin-
mesin besar menggunakan teknologi bertaraf internasional

PT. VAN DER HORST INDONESIA merupakan hasil kolaborasi dalam
bentuk joint venture antara VAN DER HORST LIMITYD dengan Singapore
lechnologies Murine Limited yang sekarang telah mengubah namanya menjadi

Singapore Shipbuilding and I'ngineering Limited (SSI). PT.SSE VAN DER
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Sampai dengan penelitian ini dibuat, perusahaan masih menggunakan nama
tersebut. Saat ini jumlah karvawan perusahaan mencapai 225 orang. Adapun
status perusahaan ini adalah Pcnanaman Modal Asing.

Perusahaan ini dikepalai oleh Dewan komisaris yang beranggotakan
direksi utama dengan seperangkat wakil direksi utama dan beberapa direkt_ur yang
mengepalal bidangnya masing-masing. Pendelegasian wewenang, pengangkatan
dan tugas-tugas para direksi dan dewan komisaris diatur dalam anggaran dasar
perusahaan. Gambaran susunan anggota dewan komisaris dan direksi saat ini
adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

. Komisaris utama ‘Rambang Sukmonohadi

[ Q)

. Wakil Komisaris utama  :Sec Leong Teck

3. Komisaris Ir. Wisnoentoro Martokoesoemo
4. Komisaris ‘Ibrahim Risyad

Direksi :

1. Presiden Direktur ‘Ir. Mustafa Zuhad Mughni

2. Wakil Direktur utama :001 Gim Hock

3. Direktur ‘Marcel Tjia Han Liong

4. Direktur :Wee boon Chye

5. Direktur ‘Eleana Tan Ai Ching

6. Direktur :Ir. Raden M.§ Wibisono Kasman

7. Direktur ‘Rizal Risjad



B.

Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan merupakan tempat berlangsungnya segala aktivitas

perusahaan baik operasional maupun administrasinya. Total keseluruhan area

PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA adalah 7685 m? dan berlokasi di :

L.

B

[U9]

Jalan Raya Serang km 8,5 Kawasan Industri Manis [ Tangerang, Banten.
Kegiatan yang dilakukan di lokasi ini meliputi segala urusan administrasi
dan keuangan.

Jalan Gedong Panjang ujung 12 b Muara Baru, Jakarta. Di tempat ini
berlangsung kegiatan jasa (service) untuk mereparasi mesin-mesin rusak
yang dialami customer atau dengan kata lain tempat ini merupakan tempat
berlangsungnya kegiatan factoring.

Jalan Betung no. 39 Jakarta Pusat. Lokasi ini sebagai kantor perwakilan
VAN DER HORST LIMITED di Indonesia.

Modal Perusahaan

PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA memiliki modal sebesar US$

5,700,000 atau sebesar Rp. 6.680.400.000,00. Modal tersebut terdiri dari 11.400

saham dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar US$ 500 atau

sebesar Rp. 586.000,00. Modal tersebut diperoleh dari :

1.

Singapore Shipbuilding & FEngineering sebesar US$ 2,109,000 atau
sebesar Rp. 2.471.748.002,00 dar penilaian nominal keseluruhan 4.218

saham yang diserahkan.
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]

Van Der Horst Limited sebesar US$ 2,451,000 atau sebesar Rp.
2.872.572.000,00 dari penilaian nominal keseluruhan 4902 saham yang

diserahkan.

[FS]

2T. Tri Gunabina sebesar US$ 570,000 atau sebesar Rp. 668.040.000,00

dari penilaian nominal keseluruhan | 140 saham yang diserahkan.

4. 1. Pankopindo Mulia sebesar  US$ 570,000 atau sebesar Rp.
668.040.000,00 dari pcnilaian nominal keseluruhan 1140 saham yang
diserahkan.

D. Produk Perusahaan
Jasa (service) dan penyediaan spareparts merupakan produk yang

dihasilkan PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA. Jasa & Produk yang

ditawarkan perusahaan meliputi jasa reparasi, pembaharuan mesin-mesin dan
penjualan komponen-suku cadang bagi mesin dan peralatan industri seperti:

I Mesin Kapal (Marine Fngineering), yang terdin dari:

P

Perbaikan dan pembaharuan komponen mesin-mesin kapal, mesin yang

digerakan oleh poros engkol (crankshafi engine) dan motor disel (diesel
engine).
b. Pelapisan krom (chrome plating) pada poros hidrolik (hydraulic shaft),

serta roda yang terdapat pada mesin kapal serta pada poros engkol (crank

shaft).

o

Pelapisan krom berpori (porous chrome plating) pada saluran mesin.
d. Pemeriksaan dan pengasahan poros engkol secara maknetik dan

sebagainya.
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Mesin katup aliran (flow vaive enginecering), yang terdiri dari:
Pembongkaran, perbaikan, serta pengujian tekanan terhadap katup bulat

(ball valve), katup penyumbat (p/ug valve), katup penghenti (gate valve)

dan sebagainya

Mesin industri (/ndustrial Isngineering), yang terdiri dan :

Perbaikan mesin press silinder

Perbaikan alat tekanan udara yang tcrdapat pada alat pengeboran
khusus bebatuan

Pengasahan dan pelapisan krom (grinding and chrome pluting)

Perbaikan sekrup Kompressor (screw compressor), roda poros pompa
(roller and pump shaft) dan sebagainya.

Mesin pengeboran lapangan minyak (oilfield engineering) yang terdiri
dari:

Perbaikan pipa cabang pembagi’ (manifold), katup aliran (flow valve) dan
pompa Lumpur (mud pump)

Pengujian terhadap besarnya tekanan pﬁda alat pengeboran untuk
mencegah terjadinya semburan /Aydrill, dan sebagainya.

Penyediaan komponen dan suku cadang (spareparts) bagi mesin-mesin
dan Industrial Equipment.

Struktur Organisasi Perusahaan

PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA dikepalai oleh seorang

Fresident Director, ditangannya segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan

menjadi lingkup pertanggungjawabannnya. Dalam merencanakan dun
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melaksanakan tugasnya beliau didampingi oleh Vice President & seorang

Secretary, serta dibantu oleh Sales Munager, Marine Industrial & Power plant

Manager, I'low valve Manager, Oilfield Manager, Technical Manager, Workshop

Manager, Q4°QC Manager, General Affairs & Personnel Manager, dan Finance

& Adccounting  Manager. Berikuo 1ni akan dijelaskan  Struktur Organisasi

perusehaan (Gambar struktur Organisasi akan disajikan pada tabel V.10 halaman

S1)

1. President Director

Tugas dan wewenang :

a. Penanggung jawab tertinggi di dalam seluruh kegiatan perusahaan dari
segt Managerial dan pengambilan keputusan (Decision Maker)

b. Merencanakan pencapaian kesuksesén perusahaan baik untuk jangka
pendek maupun jangka panjang.

c. Melaporkan perkembangan perusahaan kepada dewan komisaris

d. Melaporkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada saat ini maupun
untuk masa yang akan datang,

e. Merumuskan tujuan perusahaan menetapkan strategi untuk mencapai
tujuan perusahaan jangka panjang.

f Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan yang

dilakukan oleh staf-staf dibawahnya.

e Bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham.
2. Vice President

Tugas dan wewenang:
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Mewakili  Presiden  director dalam melaksanakan pertemuan dan
perencanaan secara bersama-sama dengan pihak luar perusahaan sesuai
tugas yang diberikan oleh President Director.

Mendampingi dan membautu President Director dalam menjalankan tugas
sehari-hari.

Berwenang untuk menyetujul segalg kegiatan yang ada bila President
Director berhalangan hadir.

Secretary

Tugas dan wewenang:

a.

d

4.

Menerima, menyimpan dan mengeluarkan arsip aas perintah pihak yang
berwenang.

Menyediakan pelayanan administrasi kantor perusahaan di bidang
kehumasan.

Bertanggungjawab terhadap seluruh surat-surat yang masuk dan keluar
yang tentunya berhubungan dengan administrasi dan operasional
perusahaan.

Bertanggung jawab atas keutuhan dan keamanan arsip-arsip perusahaan.

Sales Manager

Tugas dan wewenang;:

a.

Merencanakan peningkatan kualitas penjualan produk (atas jasa yang
ditawarkan), keterbukaan pasar, kerjasama dengan pihak ketiga dan

promost.
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Melakukan tugas pengawasan atas pelayanan yang dilakukan terhadap
customer serta supervisor di pabrik.

Melaksanakan kebijakan PPresident Director dalam bidang pemasaran
(marketing)

Berwenang untuk melakukan pemasaran jasa (dengan menggunakan

brosur dan katalog) ke berbagai perusahaan khususnya yang membutuhkan

jasa perbaikan mesin.

Technical Manager

Tugas dan wewenang;:

&

b.

6.

Mengatur dan mengendalikan segala sarana-prasarana yang berhubungan
langsung dengan pelaksanaan pekerjaan.

Menjaga kondist mesin dan memastikan bahwa mesin dapat dioperasikan
selama proses service serta bertanggung jawab atas perbaikan mesin yang
dilakukan karyawan bagian mesin.

Menjaga, memelihara dan memperbaiki peralatan atas mesin-mesin yang
ada.

Meningkatkan efisiensi kerja alat-alat teknis untuk kelangsungan proses
service supaya lebih memadai.

Workslhiop Manager

Tugas dan wewenang:

a.

Merencanakan serta melaksanakan pelatthan dan pengembangan bagi
karyawan (Development and Training jfor the employer) di bagian

perbengkelan.



b.

d.

7.

49

Mengkoordinir semua kegiatan jasa (service) yang terjadi di bagian
perbengkelan.

Mengawasi kelancaran proses service yang terdiri dari pengawasan
terhadap kualitas service yang diberikan kepada customer

Menetapkan rancangan anggaran bagian perbengkelan (alat atau bahan-
bahan apa saja dibutuhkan) dan diserahkan ke bagian finance &

Accounting.

Quality Assurance / Quality control Manager

Tugas dan wewenang;

3.

Melakukan pengendalian (controlling) dan menjaga kualitas service yang
dihasilkan.

Membahas dan meganalisa perlakuan khusus terhadap hasil service yang
tidak mewakili standar ketentuan dari segi perbengkelan perusahaan.
Berkewajiban mengevaluasi dan bertanggung jawab atas keakuratan hasil
service.

Berwenang untuk meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka
memeriksa kualitas serv.ce dari manajer Workshop serta seluruh karyawan
yang berhubungan dengan tugas tersebut.

General Affairs and personncl Manager

Tugas dan wewenang:

a.

Bertanggung  jawab untuk memindahkan, mempromosikan,
mempensiunkan bahkan melakukan pemecatan/ PHK (setelah ada

konfirmasi dari manajer puncak) terhadap karyawan.
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Merencanakan serta memberikan gaji bagi karyawanhya iiputi gaji,
tunjangan, bonus, THR dan sebagainya.

Menetapkan dan mengkoordinir pelatihan, pengembangan manajemen dan
sumber daya manusia.

Merencanakan  kebijaksanaan  dalam  bidang  kerumahtanggaan,
transportasi, keamanan, bangunan, listrik, kebersihan dan PAM.
Melakukan koordinasi dan memimpin kegiatan pengelolaan terhadap

tenaga kerja dan kesehatan karyawan yang ada.

Finance and Accounting Manager

Tugas dan wewenang:

a.

b.

Mengurus administrasi perusahaan yang meliputi pengawasan surat
perjanjian dengan perusahaan lain, pembuatan nota/ kwitansi berkenaan
dengan service yang diberikan serta surat-surat penting yang berhubungan
dengan keuangan perusahaan.

Mensahkan penerimaan dan pengeluaran via kas dengan memberikan
paraf dan tanggal pengesahan.

Membuat perintah f{ransfer pembayaran dan harus ditandatangani
President Director

Melakukan pengesahan sementara sebelum kasir mengeluarkan uangnya.
Bervienang untuk menyetujui rancangan anggaran yang akan diusulkan
kepada President Direcior

Bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu penyelesaian rancangan

anggaran perusahaan yang akan diusulkan kepada President Director.
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BAB YV
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menampilkan data-data yang berkaitan dengan
objek penelitian, kemudian akan disajikan analisis data dan pembahasannya sesual
dengan langkah-langkah yang disebutkan pada teknik analisis data (Bab III).
A. Deskripsi Penelitian

Kegunaan dari deskripsi penelitian untuk menyajikan sumber-sumber data
yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Adapun sumber-
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: laporan keuangan
yang terdiri dari Catatan atas Laporan Keuangan, Laba-Rugi dan Neraca pada
periode yang berakhir 31 desember 1998-2002 dapat dilihat pada lampiran.
I Data yang diperoleh
a. Rekonsilliasi fiskal

Rekonsiliasi (reconciliation) menurut kamus akuntansi, suatu analisis pos-
pos mencari perbedaan antara dua jumlah, perkiraan/ saldo yang kemudian
dicocokkan sedang fiskal itu sendiri berarti pajak (Marianus:115). Jadi dapat
dikatakan Rekonsiliasi Fiskal merupakan suatu analisa mencari perbedaan akun-
akun dalam laporan keuangan komersial dengan menggunakan ketentuan
perpajakan atau dengan kata lain adjustment terhadap laporan keuangan
perusahaan sehingga diperoleh laba kena pajak yang tentunya berbeda setelah
disesuaikan dengan UU PPh yang berlaku. Dari laporan Laba-Rugi perusahaan
yang ada disesuaikan dengan ketentuan perpajakan, dari sana akan menimbulkan

koreksi waktu dan tetap, yang ditimbulkan oleh munculnya perbedaan waktu dan
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tetap. Dari koreksi waktu dan tetap tersebut akan menghasilkan Rekonsiliasi
Fiskal. Rekonsiliasi Fiskal PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA akan
disajikan pada tabel V.1 — V.5 halaman 54-58.
b. Koreksi waktu

Korckst waktu merupakan korekst yang dilakukan dgengan menggunakan
prinsip/ SAK dan ketentuan perpajakan yang disebabkan; perbedaan waktu
pengakuan, baik pengakuan terhadap biaya dan juga pendapatan.
Transaksi-transaksi yang direkonsiliasi menurut koreksi waktu pada PT.SSiE-

VAN DER HORST INDONESIA khusus yang dilaporkan pada tahun 2002 yakni:

1. Penjualan bersih Rp.  600.050.000,00
2. Biaya penyusutan Rp.  (527.975,000,00)
3. Biaya iklan Rp.  (14.300.000,00)
4. Pendapatan sewa Rp. 3.854.260.333.00
Total koreksi waktu Rp. 3.912.035.333,00

c. Koreksi Tetap

Koreksi tetap merupakan koreksi yang dilakukan dengan menggunakan
prinsip/ SAK dan ketentuan perpajakan yang ada mengenai boleh tidaknya suatu
biaya maupun pendapatan itu diaku.
Transaksi-transaksi yang direkonsiliasi menurut koreksi tetap pada PT.SSE-VAN

ER HORST INDONESIA tahun 2002 yakni:

l. Biaya gaji dan upah (Rp. 1.780.389.539.00)



Penjualan

Penjualan Bersih
Harga Pokok Panjualan
Laba kotor

B.Gaiji dan Upah
B.penyusutan
B.listrik,air dan telp
B.BBM dan perjalanan
Jamuan tamu
Seragam Karyawan
Biaya iklan

Jumlah Biaya Operasional

laba operasional

Pendapatan(beban) lain-lain
Pendapatan Sewa

B.lain-lain

B.bunga pinjaman
Sumbangan

Jumlah pendapatan dan beban lain-lain

Laba sebelum pajak

PPh Tahun berjalan
PPh Ditangguhkan

Jumlah taksiran PPh ditangguhkan
Laba Bersih

RERONStIASI [ISKdl
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31/ 12/ 2002

Akuntansi

Rp 69.223.000.000,00
(Rp 55.463.000.000,00)
Rp 13.760.000.000,00

Rp 5.631.299.160,00
Rp 2.144.950.000,00
Rp 9.000.000,00

Rp 24.100.000,00
Rp36.000.000,00

Rp 20.150.200,00
Rp 25.500.640,00

Rp 7.8591.000.000,00

Rp 5.869.000.000,00

Rp 100.095.000,00
(Rp 2.586.195.000,00)
(Rp 16,000,000,00)
(Rp 20.400.000,00)

(Rp 2.530.000.000,00)

Rp 3.339.000.000,00

Rp 3.448.610.600,00
(Rp. 1.173.610.600,00)

2.275.000.000,00
Rp. 1.064.000.000,00

Waktu

(600,050,000.00)

600,050,000.00

(527.975,000,00)

(14,300,000.00)

(542,275,000.00)

57,775,000.00

3,854,260,333.00

3,854,260,333.00

3.912.035.333,00

1.172.610.600,00

1.173.610.600,00
2.738.424.733.00

Tetap

{1.780.389.539.00

)
(3,150,000.00)
(3,227,128.00)
(5,400,000.00)
(2,500,000.00)

{1.787.166.667,00)

1.787.166.667,00

(100,095,000.00)
2.586.195.000,00
1,500,000.00
20,400,060 00

(2.508.000.000.00)

4.302.666.667.00

4.302.666.667.00
4.302.666.667.00

Fiskal

68,622,950,000.00

( 55.463.000.000.00)

13,159,950,000.00

3.850.909.621.00
1,616,975,000.00
5,850,000.00
20,872,872.00
30,600,000.00
17,650,200.00
11,200,640 00

(5.554,058,333.00)

(7 ,605,891.667.00)

3,854,260,333.00

{14,500,000.00)

3,947,810,333.00

11.553.702.000.00

3.448.610.600.00

3.448.610.600.00
8.105.091.400.00



penjualan

Penjuaian Bersih
Harga Pokok Pepjualan
L.aba kotor

B.Gaji dan Upah
B.penyusutan
B.listrik,air dan telp
B.BBM dan perjalanan
Jamuan tamu
Seragam Karyawan
Biaya iklan

Jumlah Biaya Operasional
laba operasional

Pendapatan(beban) lain-lain
Pendapatan Sewa

B.lain-lain
B.bunga pinjaman
Sumbangan

Jumlah pendapatan dan beban fain-lain

Laba sebelum pajak
Taksiran Pajak penghasilan
Tahun berjatan
Ditangguhkan

Jumlah taksiran PPh ditangguhkan

Laba Bersih

Rekonsiliasi fiskal tahun 2001

tabel V.6

PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA
Rekonsiliasi fiskat
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31/ 12 /2001

Akuntansi

Rp 76.730.000.000,00
(Rp 57.829.000.000,00)
Rp 18.901.000.000,00

Rp 7.251.886.000,00
Rp 1.090.314.000,00
Rp 9.300.000,00

Rp 20.500.000,00
Rp16.000.000,00

Rp 24.000.000,00
Rp 31.000.000,00

"Rp 8.443.000.000,00
Rp 10.458.000.000,00

Rp 200.110.000,00
(Rp 3.645.105.000,00)
(Rp 14,005,000,00)
(Rp 21.000.000,00)
(Rp 3.480,000,000,00)
Rp 6.978.000.000,00

Rp 4.731.302.900,00
(Rp. 828.302.900,00)

Rp. 3.903.000.000,00
Rp. 3.075.000.C00,00

Waktu

1.200,000,000.00
(60.000.000)
1.140.000.000

(15.400.000)
(329.000.000.00)

(12,443,000.00)

(356,843,000.00)
(783,157.000.00)

3,055,000,000.00

3.055.000.000,00

2.271.843.000,00

828.302.900.00

828.302.900.00

1.443.540.100.00

Tetap

(684.000.000)
684.000.000

(13,900,000.00)

(4,450,000.U0)
(6,000,000.00)
(4,150.000.00)

(28.500.000.00)
655,500.000.00

(200,110,000.00)
3.645.105.000,00
1,005,000.00
21,000,000.00
(3.823.210.000.00)

3.167.710.000.00

3.167.710.000.00

3.167.710.000.00

Fiskal

77,930,000,000.00
( 57,085,000,000.00)
20,845,000,000.00

7.222,586,000.00
761,314,000.00
9,300,000.00
18,050,000.00
10,000,000.00
19,850,000.00
18,557,000.00

(8.057.657,000.00)
(12,787,343.000.00)

3,055,000,000.00

(13.000.000.00)

3,042,000,000.00

15.829.343.000.00

(4.731.302.900.00)

4.731.302.900.00

11.098.040.100.00
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penjualan

Penjualan Bersih
Harga Pokok Penjualan
Laba kotor

B.Gaji dan Upah
B.penyusutan
B.listrik,air dan telp
B.BBM dan perjalanan
Jamuan tamu
Seragam Karyawan
Biaya iklan

Jumlah Biaya Operasional
laba operasional

Pendapatan(beban) lain-lain

Pendapatan Sewa
B.lain-lain
B.bunga pinjaman
Sumbangan

Jumiah pendapatan dan beban lain-lain

Laba sebelum pajak
Taksiran Pajak penghasilan
Tahun berjalan
Ditangguhkan

Jumiah taksiran PPh ditangguhkan
Laba Bersih

UTIUR PEHUUE ydliy METAR I paUa daliyyal U I 1L 2Uuu

Akuntansi

Rp 67.042.000.000,00
(Rp 49 527.000.000,00)
Rp 17.415.000.000,00

Rp 4.554.312.500,00
Rp 2.060.000.000,00
Rp 6.000.000,00

Rp 20.100.000,00
Rp30.000.000,00

Rp 18.547.000,00
Rp 51.040.500,00

Rp 6.740.000.CJG,30
Rp 10.575.000.000,00

Rp 4.644.900.000,00
(Rp 25.000.000,00)
(Rp 13,300,000,00)
(Rp 10.600.000,00)

Rp 4.596,000,000,00

Rp 15.271.000.600,00

Rp 4.726.085.000,00
Rp.1.918.805.000,00

6.645.000.000,00
Rp. 8.626.000.000,00

Waktu

540,000,000.00

540.000.000.00

(476.040.000.00)

(21.000.000,00)

(497,040,000.00)
(42,960.000.00)

4,000,000,000.00

4.000.000.000,00

4.042.960.000,00

1.918.905.000,00

1.918.905.000,00
2,124,055.000,00

Tetap

{(20.000,000.00

)
(2.150.000,00)
(4.000.100,00)
(3.090.000,00)
(4,100.000.00)

(103.340.100,00)
103.340.100,00

(4.644,900,000.00)
25.000.000.00
1,300,000.00
10,600,000.00

{4.608.000,000.00)

4.504.659.900.00

4.504.659.900.00
4.504.659.900.00

Fiskal

67.582,000,000.00
(49,627,000,000.00)
17,955,000,000.00

4.464,312,500.00
1.583,960,000.00
3.580,000.00
16,099,900.00
26,910,000.00
14,447,000.00
30,040,000.00

(6.139,349,400.00)
(11,815,650.600.00)

4,000,000,000.00

(12.000.000.00)

3,988,000,000.00

15.803.550.000.00

(4.726.095.000.00)

4.726.095.000.00
11.077.555.000.00
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penjualan

Penjualan Bersih
Harga Pokok Penjualan
Laba kotor

B.Gaji dan Upah
B.penyusutan
B.listrik,air dan telp
B.BBM dan perjalanan
Jamuan tamu
Seragam Karyawan
Biaya iklan

Jumilah Biaya Operasional

laba operasional

Pendapatan(peban} lain-lain

Pendapatan Sewa
B.lain-lain
B.bunga pinjaman
Sumbangan

Jumlah pendapatan dan beban lain-

lain

Laba sebelum pajak

Taksiran Pajak penghasilan

Tahun berjalan
Ditangguhkan

Jumlah taksiran PPh ditanggutikan

Laba Bersih

Rekonsiliasi fiskal tahun 1999
tabel V.8
PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA
Rekonsiliasi fiskal
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31/ 12 / 1999
Akuntansi Waktu Tetap

Rp 37.483.000.000,00
(Rp 30.150.000.000,00)
Rp 7.333.000.000,00

(Rp 2.860.950.000.00)
(Rp 1.044.005.000.00)
(Rp 8.150.000,00)

(Rp 19.000.000,00)
(Rp<0.000.000,00)
(Rp 22.000.000,00)
(Rp 36.900.000,00)

(Rp 4.031.000.000,00)
Rp 3.302.000.000,00

Rp 873.900.000,00
(Rp 35.000.000,00)
(Rp 14,900,000,00)
(Rp 22.000.000,00)

Rp 802,000,000,00
Rp 4.104.000.000,00

Rp 1.728.787.000,00
(1.216.787.000,00)

Rp 512.000.08C,00
Rp 3.592.000.000,00

2.300.050.000,00
2.300.050.000.00

(20.350.000.C0)

12.600.000,00
(7,750,000.00)
2.292,300.000.00

4,000,000.00
6.000.000

10.000.000,00

2.302.300.000,00

1.216.787.000,00

1.216.787.000,00
936.130.075,00

30.000,000.00
100.551.000
3.100.000
2.139.000
31.000.000
15.000.000

(181.790.100,00)
1181.790.100,00
(877,900,000.00)

1,600,000.00
(22,000,000.00)

(898,300,000.00)

716.509.900.00

716.509.900.00
716.509.900.00

Fiskal

37.483.000.000,00
(27.849,950.000.00)
9,633,050,000.00

2.830,950,000.00
963,799,000.00
5.050,000.00
16,861,000.00
9,000,000.00
7,000,000.00
24,300,000.00

3.856,960,000.00
5,776,090.000.00

29.300.000.00
(13.300.000.00)

(15,700,000.00)
5.791.790.000.00

(1.728.787.000.00)

1.728.787.000.00
4.063.0€3.000.0057



penjualan

Penjualan Bersih
Harga Pokok Penjualan
Laba kotor

B.Gaji dan Upah
B.penyusutan
B.listrik,air dan telp
B.BBM dan perjalanan
Jamuan tamu
Seragam Karyawan
Biaya iklan

Jumiah Biaya Operasional
Rugi operasicnal

Pendapatan(beban) lain-lain |

Pendapatan Sewa
B.lain-lain
B.bunga pinjaman
Sumbangan

Jumlah pendapatan dan beban lain-lain

Laba sebelum pajak
Taksiran Pajak penghasilan
Tahun berjalan
Ditangguhkan

Jumlah taksiran PPh ditangguhkan
Laba Bersih

Rekonsiliasi fiskal
Untuk pericde yang berakhir pada tanggal 31/ 12/ 1998

Akuntansi

Rp 32.224.000.000,00
(Rp 31.636.000.000,00)
Rp 588.000.000,00

(Rp 2.370.261.688,00)
(Rp 1.004.918.212,00)
(Rp 5.160.000,00)

(Rp 20.410.000,00)
(Rp31.000.000,00)
(Rp 16.250.100,00)
(Rp 20.000.000,00)

(Rp 3.468.000.000,00)
(Rp 2.880.000.000,00)

Rp 14.268.600.900,00
(Rp 18.000.900,00)
(Rp 10,000,000,00)

(Rp 4.600.000,00)

Rp 14,236,000.000,00
Rp 11.356.000.000,00

Rp 991.183.300,00
Rp 1.242.816.700,00

Rp 2.234.000.000,00
Rp. 9.122.000.000,00

Waktu
800.10C.000,00

800.100.000,00

{415.644.600.00)

(12.200.000,00)

(427,844,600.00)
(372,255.400.00)

Tetap

26.000,000.00

(2.400.000,00)
(4.605.000,00)
(6.000.000,00)
(3.000.000,00)

(42.005.500,00)
42.005.500,00

3,906,000.100.00 (14.268,600,900.00)

3,906,000.100.00

4.278.255.500,00

1.242.816.700,00

1.242.816.700,00
3.035.438.800,00

18.000.000.00
1,000,000.00
4.600.000.00

(14.245,000,900.00)

14.202.995.400,00

14.202.995.400,00
14.202.995.400,00

Fiskal

33.024,100,00.00

(31,636.000.000.00)
1,388,100,000.00

2.344,261,688.00
589,273,612.00
2.760,000.00
15,805,000.00
25,000,000.00
13,250,000.00
7,800,000.00

2.998.150.300.00
(653.888.612.00)

3.906.000.000.00

(9.000.000.00)

3,987,000.000.00
3.333.111.000,00

(991.183.300,00)

991.183.300,00
2.341.927.700.00
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2. B.listrik, air dan telp ‘ (Rp. 3.150.000,00)
3. B.BBM & Perjalanan (Rp. 3.227.128,00)
4. Jamuan tamu (Rp. 5.400.000,00)
5. Seragam karyawan (Rp. 2.500.000,00)
6. Pendapatan sewa Rp. 100.095.000,00
7. B.lain-lain (Rp.2.586.195.000,00)
8. Biaya bunga pinjaman (Rp. 1.500.000,00)
9. Sumbangan (Rp.  20.400.000.00)
Total koreksi tetap Rp. 4.302.666.667,00
B. Analisis faktor-faktor yang menimbulkan selisih Pajak Penghasilan

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal tahun 2002.
1. Penjualan bersih.

Dasar hukum: Pasal 9 (1) ¢

Keputusan Menteri Keuangan RI No.204 /KMK. 04/ 2000

tanggal 6 juni 2000, mengenai besarnya dana cadangan

yang boleh dibebankan sebagai biaya.
Selisih PPh terhadap penjualan bersih dikategorikan sebagai koreksi
waktu, karna perusahaan membentuk penyisihan potongan penjualan,
sebagai tindakan berjaga-jaga, apabila ternyata di masa yang akan datang
perusahaan mengalami stagnasi (kemandegan) penjualan. Sehingga dapat
dikatakan bahwa perbcdaan yang timbul, disebabkan oleh penyisihan
potongan penjualan di masa depan, tanpa adanya kejelasan bahwa

penyisthan tersebut benar-benar sudah terealisasi atau tidak.
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Selisih PPh terhadap penjualan bersih timbul karena adanya perbedaan
pengakuan penghasilan menurut komersial dan ketentuan perpajakan.
Akuntansi komersial menggunakan prinsip konservatis dalam mengakui
penghasilan, dimana kemungkinan kerugian sudah diakui sebagai kerugian
dengan cara membentuk penyisihan. Selisth PPh dari koreksi waktu
terhadap penjualan bersih sebesar Rp.600.050.000,00. Besarnya selisih
tersebut muncul karena perusahaan tiap akhir tahun membentuk
penyisihan potongan penjualan yang mengurangi total penjualan bersih.
Namun untuk tujuan pelaporan pajak, penyisihan potongan penjualan
sebesar Rp.600.050.000,00 bisa diakui apabila penjualan telah terealisasi
seluruhnya.

Karena menurut ketentuan pajak yang berlaku; pajak tidak mengakui
prinsip konservatis, tetapi berdasarkan prinsip realisasi (kerugian akan
diakui kalau benar-benar sudah terjadi). Dalam artian potongan penjualan
tersebut benar-benar sudah diberikan. Dikarenakan penjualan diidentifikasi
telah terealisasi seluruhnya pada akhir tahun, maka penyisihan potongan
penjualan dapat diakui. Hal ini mengakibatkan terjadinya selisih lebih
jumlah PPh yang diperhitungkan menurut laporan keuangan komersial
dibanding PPh yang harus dibayar menurut laporan keuangan fiskal,
sehingga penyisihan potongan penjualan untuk tujuan laporan keuangan
fiskal sebesar Rp.600.050.000,00 boleh dikurangkan dari penghasilan

bruto.
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Transaksi in1, tidak masuk koreksi tetap dikarenakan pengakuan terhadap

penyisihan potongan penjualan

vang di bentuk perusahaan dibedakan

berdasarkan waktu tertentu. Artinya bahwa penyisihan itu bisa diakui atau

tidak, menurut kepastian penjualan di masa yang akan datang.

Menurut penulis, penyisthan potongan penjualan dapat dibentuk, sejauh

transaksi tersebut sudah benar-benar terjadi (konsep realisasi). Selain itu

penyisihan atau pemupukan dana yang sudah pasti, dapat diakui. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa cadangan dan penyisihan perlu

dibedakan secara baik, sehingga lebih mudah pengakuannya.

2

Beban Pokok Penjualan

Dasar hukum: Pasal 10 (6) UU PPh No.17 tahun 2000 Kep.541/PJ./2001,

mengenal penilaian persediaan.

Tabel V.6

Tabel Rekonsiliasi fiskal terhadap Beban Pokok Penjualan

Menurut | Koreksi Koreksi Menurut
Komersial Waktu Tetap Fiskal
Persediaan bahan baku awal Rp.32.000.000;- - - | Rp.32.000.000,-
Pembelian 55.460.000.000,- - -1 55.460.000.000 -
55.492.000.000,- - - | 55.492.000.000,-
Persediaan Bahan baku akhir 48.000.000,- - - 48.000.000,-
(‘é@}'lb{“}mf; baku 55.444.000.000,- - - | 55.444.000.000,-
Faji & Upah < < o <
Baflan tic?ak langsung, pemeliharaan & 50.000.000,- B 7.500.000,- 57.500.000,-
yl)(]rUI)ar[_g l 3000000’— 7500000" - 205000007—
Biaya Penyusutan 51.000.000,- | (7.500.000,-) . 43.500.000,-
Brochure Company profile IOOOOOOO,- - (7500000,-) 2500000,-
55.568.000.000,- - - | 55.568.000.000,-
Perscdiaan Barang Dalam Proses awal 30.000.000.- - - 30.000.000,-
55.598.000.000,- - - | 55.598.000.000 -
Persediaan Barang Dalam Proses akhir | 32.000.000, - - - 32.000.000,-

Beban Pokok Produksi

]

55.566.000.000. -

55.566.000.000,-




Persediaan Barang Jadi awal

62

©40.000.000- | - . 40.000.000 -

_ - 55.606.000 000 - - -1 55.606.000.000,-
Persediaan Barang Jadi aklur 143 000 000 - _ _ 143.000.000 -
Beban Pokok Penjualan 55.463.000.000 - - - | 55.463.000.000.-

(V3]

Terhadap Beban Pokok Penjualan, PT.SSE VAN DER HORST
INDONESIA mengkategorikan:
a. Biaya Bahan tidak langsung, Pemeliharaan dan Spareparts sebesar Rp.
7.500.000,00 dialokasikan pada biaya lain-lain.
b. Biaya Penyusutan sebesar Rp. 7.500.000,00 dialokasikan pada biaya
penyusutan operasional.
Sebagai korekst waktu dan mengkategorikan:
a. Biaya Gaji & Upah sebesar Rp.7.500.000,00 dialokasikan pada
biaya gaji dan upah operasional.
b. Biaya Brochure Company profile sebesar Rp.7.500.000,00
dialokasikan pada biaya iklan operasional.
Scbagai koreksi tetap. Mengenai penjelasan masing-masing selisih
tetsebut dapat dilihat pada setiap analisa selisih PPh.
Pembebanan biaya-biaya tersebut, hanya berpengaruh terhadap beban
operasional karna menurut tabel diatas; munculnya selisih PPh justru tidak
menagalami perubahan (jumlah selisth saling menutupi). Sehingga
terhadap beban pokok penjualan tidak menimbulkan koreksi waktu.
Biaya gaji dan upah (Koreksi Tetap)

Dasar hukum : Pasal 9 (1) e UU PPh No.17 tahun 2000
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Selisth PPh terhadap biaya gaji dan upah dikategorikan sebagai koreksi
tetap karna biaya sebesar Rp.42.600.000,00 terdiri dari biaya kenikmatan
yang terdiri dari:
Biaya perbaikan-pemeliharaan rumah karyawan = Rp.1.000.389.539,00.
Dasar hukum: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.466 /
KMK.04 / 2000.Pasal 2 (2)a, mengenal penggantian atau
imbalan schubungan pekerjaan/ jasa yang diberikan dalam
bentuk natura & kenikmatan.
Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-213/PJ./2001 tanggal 15
maret 2001.Pasal 4(2), mengenai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan/ jasa yang diberikan dalam bentuk
natura & kenikinatan.
Kesehatan karyawan = Rp. 765.000.000,00.
Dasar hukum: Keputusan Menter1 Keuangan Repubiik Indonesia No.466
/KMK.04 / 2000.Pasal 2 (2)b & Pasal 3.
Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-213/PJ./2001 tanggal 15
maret 2001, pasal 3 (1) & Pasal 4 (1)b.
Terhadap biaya gaji dan upah sebesar Rp.7.500.000,00 menurut Beban
pokok penjualan sudah dihitung menurut tabel halaman 61, hanya
pembebannya dimasukkan ke dalam biaya gaji dan upah. Biaya gaji dan

pemeliharaan rumah karyawan.
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Dimana biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan kenikmatan
yang diberikan oleh pemberi kerja, yang hanya dirasakan pada saat itu
saja. Selain itu menurut fiskal;, pemberian kenikmatan/ natura lkepad'a
pegawal sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto, terlebih
lagi imbalan tersebut dalam bentuk uang. Namun menurut perusahaan,
pemberian kenikmatan/natura merupakan biaya yang harus diperhitungkan
sebagai biaya. Perbedaan pengakuan inilah yang dinamakan perbedaan/
korekst  tetap. Biaya perbaikan-pemeliharaan rumah karyawan
dikelompokkan sebagat natura dan kenikmatan, dimana pengakuan
terhadap biaya tersebut, bolch mengurangi penghasilan bruto sejauh biaya
untuk rumabh tersebut berada di daerah tertentu (terpencil).

Fasilitas kesehatan bagi karyawan yang diberikan perusahaan dapat
mengurangi penghasilan, apabila pelayanan kesehatan sulit diperoleh
karyawan (sepanjang di lokast bekerja tersebut tidak ada sarana
kesehatan). Dikarenakan area rumah dinas karyawan dan pabrik dari
perusahaan tidak terletak di daerah terpencii (berada di wilayah
perkotaan). Dengan demikian karyawan dapat langsung memperoleh

pelayanan yang baik. Dengan kata lain kesehatan yang ingin diperoleh
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karyawan, tidak perlu pengorbanan besar untuk memperolehnya. Sehingga
kelangkaan terhadap pelayanan kesehatan tidak terjadi.

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh
pegawal yang diberikan di tempat kerja dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto perusahaan sejauh diberikan di daerah terpencil. .
Menurut komersial, pemberian imbalan; apakah dalam bentuk uang/ bukan
uang tidaklah dibedakan. Adapun pemberian dalam bentuk bukan uang
dapat diketahui nilai pasarnya, maka pemberian tersebut dikategorikan
sebagai biaya menurut perusahaan. Sedangkan menurut fiskal, tidak
mengakui pemberian imbalan dalam bentuk vang. Dalam UU PPh no.17
tahun 2000, pasal 9 (l)e dikatakan bahwa penggantian/ imbalan
sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang diberikan dalam bentuk natura
dan atau kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal
ini menunjukkan bahwa fiskal tidak mengakui imbalan dalam bentuk
uang. Schingga pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan pada
Perusahaan sebesar Rp.42.600.000,00 untuk tujuan laporan keuangan
fiskal tidak boleh dibebankan sebagai biaya (nondeductible), sehingga
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Transaksi ini tidak dikategorikan sebagai koreksi waktu, karna
kenikmatan/ natura yang di keluarkan hanya pada waktu itu saja.

Biaya penyusutan (Korekst Waktu)

Dasar hukum: Pasal 4 (m) UU PPh No. 17 tahun 2000. Penilaian kembali

Aktiva Perusahaan.
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Pasal 11 (6) UU PPh No. 17 tahun 2000,mengenai
Penyusutan Aktiva Tetap.
Pengelompokkan harta bukan bangunan seperti mobil,
perlengkapan kantor dan sebagainya dalam lampiran I dan
II,Keputusan Menteri Keuangan RI No.138/KMK.03/2002
tanggal & april 2002,
Pengelompokkan dan tata cara perhitungan computer,
printer, scanner dan sejenisnya diatur dalam Surat Edaran
Dirjen Pajak No.SE-07 / PJ.42/2002 tanggal 8 mei 2002,
aturan No. 1.
Untuk Penilaian kembali Aktiva perusahaan Keputusan
Dirjen Pajak No.KEP-519 /PJ/ 2002 tanggal 2 desember
2002.
Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan penilaian kembaii AT
perusuhaan untuk t-iljuan perusahaan, Keputusan Dirjen
Pajak No; KEP-519/PJ.2002 tanggal 2 desember 2002.
Selisih PPh terhadep biaya penyusutan dikategorikan sebagai koreksi
waktu, karna menurut pasal 11 (6), dijabarkan kelompok harta berwujud
dengan masa manfaatnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan pengakuan
waktu baik menurut akuntansi maupun pajak. Penyusutan perlu dilakukan
sebab masa manfaat dan poiensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang.

Hal ini dapat diketahui karna perhitungan pembebanan biaya penyusutan
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ditakukan setiap tahun. Dikarenakan pembebanan biaya setiap tahun maka
biaya penyusutan masuk koreksi waktu.
Besarnya selisih PPh dari
1. Biaya penyusutan yang dialokasikan pada Beban operasional
sebesar Rp.527.975.000,00. Biaya penyusutan yang dialokasikan
pada Beban Pokok Penjualan scbesar Rp.7.500.000,00 sudah
dihitung menurut tabel halaman 61,namun sudah termasuk biaya
penyusutan diatas.
Selisih PPh dari perbedaan waktu ..terhadap biaya penyusutan ini timbul
karna adanya perbedaan waktu penyusutan berdasarkan laporan keuangan
komersial dan laporan keuangan fiskal. Untuk“ harta berwujud berupa
bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus sedangkan untuk
harta berwujud bukan berupa bangunan dapat disusutkan dengan metode
garis lurus/saldo menurun. PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA
memakail metode garis lurus tanpa nilai sisa umur ekonomis akuntansi
ditentukan sama dengan masa manfaat penyusutan secara fiskal. Menurut
akuntansi biaya penyusutan tahun 2002; Rp.2.144.950.000,00. (Tabel
V.7.Tabel Penyusutan Aktiva Tetap hal 68). Sedangkan besarnya biaya
penyusutan menurut fiskal sebesar Rp.2.672.925.000,00.(Tabel V.8.Tabel
Penyusutan fiskal hal 69). Transaksi biaya penyusutan tidak masuk koreksi
tetap karna sudah cukup jelas pembebanan penyusutan dilakukan setiap
tahun, sehingga dapat muncul koreksi menurut fiskal terhadap penyusutan

aktiva. Koreksi terhadap penyusutan aktiva perusahaan, disusutkan setiap



vdidi tiditdg belwujuu vetupa vdiiguiidii

no Harta  Jenis tahun Nilai buku {-) N.B () penyust n.buku
perol hg.perol penyus th 2000 2000 2001 penyus 01 th.2001 2002 2002 th.2002
1 Bgn kantor prmnn 2001 9,300,000,000.00 250,000,000.00 9,050,0Q0,000.00 250,000,000.00 8,800,000,000.00 250,000,000.00  8,550,000,000.0C
2 Rmh dinas 2002 10,700,000,000.00 105,000,000.00  1€,595,000,000.00 105,000,000.00 10,490,000,000.00 105,000,000.00 10,385,000,000.0C
Total 20,000,000,000.00 355,000,000.00  19,645,000,000.00 0 355,000,000.00 19,290,000,000.00 0 355,000,000.00 18,935,000,000.b:C
Harta berwujud bukan P(-) Penyusutan
B. berupa bangunan Harga Perolehan Penyusutan 00 N.pbuku 2000 01 01 N.buku 2001 P(-)02 Penyusutan 2002 Nilai buku 2002
* Kendaraan
1 Mercedez Benz (2) 1999 6,100,000,000.00 80,000,000.00 §6,020,000,000.00 80.000,000.00  5,940,000,000.00 580,000,000.00  9,860,000,000.00
2 Suzuki Katana (5) 2001 150,000,000.00 11,000,000.00 118,000,000.00 11,000,000.00 128,000,000.00
3 Truck colt diesel (7) 2002 112,000,000.00 9,500,000.00 102,500,000.00 9,500,000.00 93,000,000.00
4 Cpel blazer (4) 2002  2,400,000,000.00 0 0 1,565,000,000.00 10,335,000,000.00
8,762,000,000.00 80,000,000.00 6,020,000,000.00 0 100,500,000 5,731,500,000.00 2,165,500,000.00 20,416,000,000.00

Feralatan dan
*  perlengkapan kantor

9,000,000.00

18,000,000.00

4,850,000.00
54,700,000.00

2,000,000.00

39,000,000.00

13,700,000.00

2,000,000.00
1,500,000.00
1,400,000.00

950,000.00
2,300,000.00

500,000.00
4,000,000.00
3,000,009.00

3,000,000.00

1,900,000.00

7,000,000.00
16,600,000.00
8,000,000.00

4,000,000.00
52,400,000.00

1,5600,00C.00
57,000,000.00
36,000,000.00

10,700,000.00

4,5600,000.00

5  office's table and chair 2000 13,000,000.00 2,000,000.00 11,000,000.00 2,000,000.00
6  office's cupboard 2000 21,000,000.00 1,500,000.00 18,500,000.00 1,600,000.00
7 filling cabinet 2002 9,400,000.00
electric typewriter &

8 calculator 2001 5,800,000.00 950,000.00
9  computer & printer 2001 57,000,000.00 2,300,000.00
10 facsimile 2000 3,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00 500,000.00
11 Ac split 2002 61,000,000.00
12 soundsystem 2001 42,000,000.00 3,000,000.00
13  keyteleph system 2001 15,000,000.00 1,300,000.00
14 HT and Rig machine 2002 6,400,G00.00

233,700,000.00 4,000,000.00 33,000,000.00 11,5600,000.00

141,035,000.00

Total 8,895,700,000.00

84,000,0C0.0C0

6,053,000,000.00

112.050,900

5,876,500.000.00

20,550,000.00

197,600,000.00

2,144,950,000.00

20,218,400,0C0.00

68



10 Janis Harta

ut

A Harta Berwujud berupa Bangunan
1 Bangunan kantor

2 Rumah dinas

Harta berwujud bukan berupa
3. bangunan
* Kendaraan
Mercedez Benz (2)
Suzuki Katana (5)
Truck colt diesal (7)
Opel blazer (4)

RS

How

* Peralatan dan perlengkapan kantor
5 office's table and chair

6 office's cupboard

7 filling cabinet

8 electric typewriter & calculator

9 computer & printer

facsimile

Ac split
soundsystem
keyteleph system
HT and Rig machine

Tabel V.4

PT.€SE - VAN PER HorsT
SPT PPh Badan tahun pajak tahun 2002

Tahun kel
perol harta

2001 Bgn
2002 Bgn

1999 1
2001 11
2002 i
2002 1l

2000 |
2000 )
20021
2001 1
2001 1l
20001
2002 1l
2001 1l
2001 |
2001 |

Total

Ak.penyusutan

2,515,000,000.00
1,735,000,000.00
4,250,000,000.00

N.sisa buku
akhir tahun 2002

6,875,000,000.00
8,965,000,000.00

Metode

GL
GL

15,840,000,000.00

3,100,000,000.00
55,500,000.00
44,500,000.00

~750,000,000.00

3,000,000,000.00
94,500,000.00
67 500,000.00
1,650,000,000.00
4,812,000,000.00

Harga N.stsa buku Tarif Penyus

perolehan awal tahun 2002 tahun 2002
9,300,000,000.00 7,250,000,000.00 5%  465,000,£00.00
~10,700,000,000.00 9,500,000,000.00 5%  535,000,000.00
20,000,000,000.00 16,750,000,000.00 1,000,000,000.00
6,100,000,000.00 4,000,000,000.00 25% 1,000,000,000.00
150,000,000.00 126,000,000.00 25% 31,500,000.00
112,000,000.00 90,000,000.00 25% 22,500,000.00
2,400,000,000.00 2,200,000,000.00 25%  530,000,000.00
8,762,000,000.00 6,416,000,000.00 1,604,000,000.00
13,000,000.00 6,500,000.00 50% 3,250,000.00
21,00G,000.00 16,000,000.00 50% 8,000,000.00
9,400,000.00 7,900,000.00 25% 1,975,000.00
5,900,000.00 4,000,000.00 50% 2,000,000.00
57,000,000.00 52,400,000.00 25% 13,100,000.00
3,000,000.00 1,500,000.00 50% 750,000.00
61,000,000.00 57,000,000.00 25% 14,250,000.00
42,000,000.00 36,000,000.00 50% 18,000,000.00
15,000,000.00 10,700,000.00 50% 5,350,000.00
6,400,000.00 4,500,000.00 50% 2,250,000.00

3,850,000,000.00

9,750,000.00
13,000,000.00
3,475,000.00
3,900,000.00
17,700,000.00
2,250,000.00
18,250,000.00
24,000,000.00
9,650,000.00
4,150,000.00

3,250,000.00
8,000,000.00
5,925,000.00
2,000,000.00
39,300,000.00

SM
SM
SM
EM

750.000.00 SM
42,750,000.00 SM
18,000,000.00 SM

5,350,000,00 SM
2,250,000.00 SM

233,700,000.00

196,500,000.00

68,925,000.00

28,995,700,000.00

23,362,500,000.00

2,672,925,000.00

106,125,000.03

127,575,000.00

8,306,125,000.00

20,779,675,000.00
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tahunnya. Dari sanalah maka penulis tidak mengkategorikan biaya
penyusutan sebagai koreksi tetap.
Biaya listrik, air dan telepon (Koreksi Tetap)
Dasar hukum: Pasal 9 (1) e UU PPh No.17 tahun 2000
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 466/
KMK .04/ 2000. Pasal 2 (2) a, mengenai penggantian/
imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang diberikan
dalam bentuk natura & Kenikmatan.
Keputusan Dirjen Pajak No KEP-213/PJ./2C01 tanggal 15
maret 2001,Pasal 4 (1)a mengenai fasilitas yang diberikan
kepada karyawan.
Selisih PPh terhadap biaya listrik, air dan telepon untuk rumah dinas
Jliaryawan sebesar Rp.3.150.000,00. dikategorikan sebagai koreksi tetap
dikarenakan kenikmatan yang diberikan oleh pemben kerja, yang hanya
dicasakan pada saat itu saja. Selain i1tu menurut fiskal; pemberian
kenikmatan/ natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi
penghasilan bruto. Namun menurut perusahaan, pemberian kenikmatan/
natura merupakan biaya yang harus diperhitungkan sebagai biaya.
Perbedaan pengakuan inilah yang dinamakan perbedaan/ koreksi tetap.
Menurut komersial biaya tersebut boleh dibebankan sebagai biaya, namun
menurut fiskal; biaya tersebut tidak boleh dibebankan karena biaya yang
timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan, tidak boleh

dibebankan sebagai biaya fiskal. Hal inii terdapat dalam pasal 9(1)e. Oleh



71

karena itu selisth PPh dari koreksi tetap terhadap biaya listrik, air dan
telepon untuk rumah dinas karyawan sebesar Rp. 3.150.000.00 tidak
boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
Transaksi ini  tidak dikategorikan sebagai koreksi waktu, kama
kenikmatan/ natura yang di keluarkan hanya pada waktu itu saja.
Biaya BBm dan perjalanan (Koreksi Tetap).
Dasar hukum: Pasal 9 (1) e dan 1 UU PPh No.17 tahun 2000
Biaya Perjalanan;
Keputusan Dirjen Pajak Penghasilan, Dirjen Pajak No.
KEP-213/PJ. /2001 tanggal 15 maret 2001 Pasal 3 (2).
Keputusan Menteri Keuémgan Republik Indonesia No. 466 /
KMK.04 /2000 pasal 2 (2) d, mengenai Perlakuan PPh atas
kendaraan perusahaan dan fasilitas transpcrtasi.
Biaya BBm selama melakukan perjalanah liburan;
Surat Dircktorat Pajak Penghasilan, Dirjen Pajak No. S-
302/ PJ42 / 2002 tanggal 15 juli 2002 Pasal 4 (b),
mengenai fasilitas transportasi bagi karyawan.
Selisih PPh terhadap biaya BBm dan perjalanan dikategorikan sebagai
koreksi tetap disebabkan kenikmatan yang dirasakan hanya pada saat
melakukan perjalanan itu saja.
Selisih PPh yang timbul dari koreksi tetap terhadap biaya BBm dan

perjalanan sebesar Rp.3.227.128,00 terdir dart:



Biaya perjalanan, dimana para anggota direksi mendapat bonus berupa
fasilitas berlibur ke luar negeri sebesar Rp.2.100.000,00. Menurvt pasal
9(1)i UU PPh, dikatakan bahwa biaya untuk keperluan Wajib pajak/ orang
yang menjadi tanggungannya menggunakan penghasilan dari wajib pajak
yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan
bruto. Jadi dapat dikatakan biaya perjalanan direksi yang mendapat bonus
berupa fasilitas berlibur ke luar negeri yang ditanggung perusahaan
tersebut, menurut fiskal vidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
Biaya BBm selama melakukan perjalanan liburan (maksudnya BBm dari
mobil yang digunakan untuk pemberangkatan dan penjemputan dari dan
ke airport serta perjalanan liburan dalam kota) sebesar Rp.1.127.12%,00,
dikategorikan sebagai pemberian natura/ kenikmatan oleh perusahaan.
Menurut UU PPh pasal 9 (1)e, biaya tersebut merupakan kenikmatan dan
natura sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
Transaksi ini tidak dikategorikan sebagai koreksi waktu karna
pembebanan biaya yang dikategorikan sebagai kenikmatan/ natura itu
muncul karna ‘penetapan’ antara fiskal dan komersial yang sama-sama
justru bertolak belakang.
Jamuan tamu (Koreksi Tetap).
Dasar hukum: Pasal 9 (1) e UU PPh No.17 Tahun 2000.
Keputusan Menteri Keuangan No. 466 / KMK.04 /2000
pasal 1 (a), mengenait natura dan kenikmatan bagi karyawan

perusahaan.
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Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-213/ PJ./ 2001 tanggal 15
maret 2001, Pasal 4 (2). Natura & Kenikmatan
Surat edaran Direktur Pemasaran Ditjen Pajak No.SE-
12/P].7/ 1998 tanggal 11 november 1998, mengenai
keabsahan Daftar Nominatif yang dapat diakui menurut
fiskal.
Selisih PPh terhadap Jamuan tamu dikategorikan sebagai koreksi tetap
karna pengeluaran untuk jamuan tamu sebesar Rp.30.600.000,00 (ada
daftar nominatifnya) boleh ditetapkan untuk dikategorikan sebagai biaya.
Sehingga transaksi 1ni tidak dapat dikategorikan sebagai koreksi waktu.
Karna dan pengeluaran sebesar Rp. 36.000.000,00 yang boleh dibebankan
sebagal biaya hanya sebesar Rp. 5.400.000,00.
Selisih PPh dari koreksi tetap terhadap jamuan tamu timbul kama jamuan
tersebut  tidak berhubungan dengan wusaha perusahaan sebesar
Rp.5.400.000,00. Hal ini menunjukkan hanya sebesar Rp.30.600.000,00
yang dapat dibuatkan daftar nominatifnya dari total pengeluaran biaya
jamuan tamu sebesar Rp.36.000.000,00. Karna biaya jamuan tamu
berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan dilengkapi daftar
nominatifnya sebesar 30.600.000,00, maka biaya jamuan tersebui boleh
dibebankan sebagai biaya.
Seragam Karyawan (Koreksi Tetap).

Dasar hukum: Pasal 9 (1) e UU PPh No. 17 tahun 2000.
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Keputusan Menter1 Keuangan No. 466 / KMK.04 /2000

pasal 3, mengenai pemberian dalam bentuk natura &

kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka

pelaksanaan kerja.

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-213/ PJ./ 2001 tanggal

15 maret 2001, Pasal 4 (2). Natura & Kenikmatan
Selisih PPh terhadap seragam karyawan dikategorikan sebagai koreksi
tetap karna kenikmatan berupa seragam yang diperoleh karyawan sudah
ditetapkan sebagai biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan bruto.
Sehingga koreksi ini tidak dapat dikategorikan sebagai koreksi waktu.
Natura & kenikmatan dalam bentuk seragam dapat mengurangi
penghasilan bruto, sejauh seragam tersebut diberikan pada karyawan di
daerah terpencil, dan pemakaian seragam tersebut berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan. Selisih PPh yang timbul dari koreksi tetap terhadap
seragam karyawan sebesar Rp.2.500.000,00. Seragam yang diberikan pada
karyawan tidak ada hubungan dengan pelaksanaan kerja (digunakan untuk
resepsi pernikahan anak komisaris PT.SSE-VAN DER HORST
INDONESIA). Sehingga kenikmatan & natura yang menurut UU PPh
n0.17/2000 pasal 9 (1)e dan aturan-aturan pelaksanaan lainnya tersebut
menyatakan tidak boleh membebankan seragam sebagal biaya yang
mengurangi penghasilan bruto.
Biaya iklan (Koreksi Waktu).

Dasar hukum: Accrual basis : Pasal 11 (1) dan Cash basis : Pasal 11 (2)
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a.

UU Republik Indonesia No.I8 tahun 20(;;; ‘Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa & Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.
Accrual Basis & Cash Basis. Pasal 28 (5) UU RI No.16
tahun 2000 KUP.
Terhadap biaya iklan, penulis kategorikan sebagai koreksi waktu karna
pembebanannya akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu di masa yang
akan datang. Karna ada unsur ‘jangka waktu’ di dalamnya maka tidak
dapat dikategorikan sebagai koreksi tetap.

Biaya iklan:

I. Dibebankan pada biaya operasional sebesar Rp. 14.300.000,00,
sudah termasuk didalamnya biaya brochure company profile Rp.
7.500.000,00. dari Tabel BPP halaman 61.

Biaya-biaya tersebut belum dibayar namun dalam laporan keuangan

komersial sudah dibebankan sebagai biaya sehingga menimbulkan. selisih

PPh dari perbedaan waktu, hal ini justru ditanggapi berbeda oleh laporan

keuangan fiskal, biaya ini belum boleh dibebankan karena belum

direahsasi (konsep realisasi) atau dengan kata lain biaya tersebut baru
dianggap sebagai biaya bila benar-benar telah dibayar. Maka terhadap
kedua biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pendapatan sewa (Koreksi Tetap dan Waktu).

Koreksi tetap.

Dasar hukum: Pasal 4 (1), mengenai PPh final
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Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.113 /

KMK.03 /2002 tanggal 28 maret 2002. Penghindaran pajak

berganda.

Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.227 /PJ/ 2002 tanggal 23

april 200Z Pasal 2. Pajak final.

Peraturan Pemerintah RI No.5 tahun 2002 tanggal 23 maret

2002, mengenai penghasilan atas persewaan tanah dan

bangunan.
Terhadap transaksi ini, penulis kategorikan sebagai koreksi tetap kamna Tn.
John sebagai pihak penyewa sudah memotong pajak sehingga terhadap
pendapatan sewa tidak boleh dikenakan pajak lagi, kama sifat pajak
tersebut sudah bersifat final. Besarnya pajak yang telah dipotong sebesar
6% pun telah ditentukan dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.227 /PJ/
2002 tanggal 23 april 2002 pasal 2-dan 3. Selain itu dari ketentuan PPh
yang bersifat final tidak dikenakan pajak lagi (harus dihindarkan terjadinya
pajak berganda). Transaksi ini tidak dikategorikan sebagai koreksi waktu
karna sudah cukup jelas penetapan PPh yang bersifat final dikategorikan
sebagai koreksi tetap.
Selisih PPh dari koreksi tetap ini timbul karna uang sewa yang dibayarkan
oleh Tn. John (PT.Internusa Iron) sebesar Rp.100.095.000,00 yang
dibayarkan untuk penyewaan gedung kantor selama 10 tahun telah
dipotong PPh yang bersifat final sebesar 6% oleh Tn. John sendiri (sebagai

penyewa).
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Menurut akuntansi, semua pendapatan baik yang terkena pajak maupun
yang telah dikenakan pajak final/ tidak final, seluruhnya diakui sebagai
unsur pendapatan. Sedangkan menurut fiskal, untuk penghasilan yang
telah dikenakan pajak bersifat final, penghasilan tersebut tidak boleh
diakui sebagai penghasilan fiskal. Oleh sebab itu pendapatan sewa sebesar
Rp.100.095.000,00 yang telah dipotong PPh bersifat final tersebut, tidak
boleh diakui sebagai penghasilan.
Koreksi waktu.
Dasar hukum: Accrual basis : Pasal 11 (1) dan Cash basis : Pasal 11 (2).
UU Republik Indonesia No.18 tahun 2000 PPN Barang dan
Jasa & PPn BM,
Accrual Busis & Cash Basis. Pasal 28 (5) UU RI No.16
tahun 2000 KUP.
Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.227 /PJ/ 2002 tanggal 23
april 2002, mengenai pelaporan PPh dari persewaan tanah
& atau bangunan.
Peraturan Pemerintah RI No.5 tahun 2002 tanggal 23 maret
2002, mengenai penghasilan atas persewaan tanah dan
bangunan. |
Terhadap pendapatan sewa tersebut, dikategorikan sebagai koreksi waktu
karna perbedaan pengakuan waktu pendapatan sewa tersebut antara

komersial dengan fiskal.
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Transaksi ini tidak dikategorikan sebagai koreksi tetap karna sudah cukup
jelas, koreksi yang muncul berkaitan dengan waktu sesuai dengan prinsip
kas dan akrual basis menurut perusahaan dan juga tiskal.
Pada tahun 2002, PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA menerima
pembayaran sewa dari Tuan Hamid atas gedung yang disewanya untuk
jangka waktu 20 tahun sebesar Rp 3.854.260.333,00. Besarnya selisth PPh
tersebut timbul karna ada perbedaan per_lgakuan pendapatan antara laporan
keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Pengakuan pendapatan
dalam akuntansi menggunakan dasar akrual, maksudnya bahwa uang sewa
yang dibayarkan untuk beberapa tahun kemudian belum dapat diakui
sebagai pendapatan dan baru diakui apabila jasa telah diserahkan, maka
dapat diakui sebagai penghasilan periode yang bersangkutan. Sedangkan
menurut fiskal; uang yang diterima atas pendapatan sewa tersebut, sudah
diakui sebagai pendapatan fiskal untuk periode yang bersangkutan pada
saat uang tersebut diterima (konsep realisasi). Dari penjelasan diatas maka
selisih PPh dari perbedaan/ koreksi waktu sebesar Rp 3.854.260.333,00.
harus diakul.
Biaya lain-lain (Koreksi Tetap).
Dasar hukum: Pasal 9 (1)b UU PPh No.17 tahun 2000.
Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-16/ PJ.43/1999 tanggal 6
april 1999, Mengenai pengeluaran khusus yang tidak

diperbolehkan oleh perusahaan kepada karyawannya.
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Terhadap biaya lain-fain dikategorikan sebagai koreksi tetap karna
penetapan biaya-biaya tersebut diasumsikan tidak berhubungan langsung
dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sehingga
transaksi tersebut tidak di icategorikan sebagai koreksi waktu.
Biaya lain-lain terdiri dart:
[ Biaya untuk keperluan pribadi pemegang saham sebesar Rp.
2.580.000.000,00
2. Biaya untuk pembayaran premi asuransi pemegang saham sebesar
Rp. 6.195.000,00
~ Terhadap biaya bahan tidak langsung, pemelinaraan dan spareparts
| sebesar Rp.7.500.000,00 menurut Beban pokok penjualan sudah dihitung
menurut tabel halaman 61, hanya pembebannya dimasukkan ke dalam
biaya bahan tidak langsung, pemeliharaan dan sparepurts. Biaya bahan
tidak langsung, pemeliharaan dan spareparts sebesar Rp. 7.500.000,00
sudah termasuk didalam biaya untuk keperluan pribadi pemegang saham.
Selisth PPh terhadap korcksi tetap dari ketiga biaya tersebut timbul karna
biaya-biaya tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menurut fiskal
tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai
hubungan langsung dengan usaha/ kegiatan untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak (pasal 9(1)b)

UU PPh no.17 tahun 2000. Sehingga, ketiga biaya tersebut sebesar
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Rp.29.200.200,00 tidak boleh dibebankan sebagai biaya, karna fiskal tidak
mengakui biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan. untul
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut.
Biaya bunga pinjaman (Koreksi Tetap).
Dasar hukum: Pasal 6 (1)a UU PPh No. 17 tahun 2000.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.121/
KMK.03/ 2002 tanggal 1 April 2002, Pasal 2, mengenai
bunga pinjaman.
Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-241/ PJ./2002 tanggal 30
april 2002, mengenal tata cara prosedur pelaksanaan
pemotongain PPh atas bunga pinjaman.
Selisth PPh terhadap biaya bunga pinjaman dikategorikan sebagai korekst
tetap, karna biaya bunga pinjaman sudah ditetapkan pembayarannya.
Selisih PPh dari koreksi tetap ini timbul karna pada tahun 2001,
perusahaan mendapatkan fasilitas kredit jangka panjang dari lippobank
sebesar Rp.100.000.000,00 dengan tingkat bunga 20%/ tahun. Kredit
tersebut disepakati akan mulai dilakukan pembayaran angsurannya setelah
pinjaman tersebut berjalan dua tahun. Namun untuk pembayaran bunganya
tetap harus dilakukan setiap bulannya. Perusahaan juga mempunyai dana
yang ditempatkan di Bank Mandiri dalam bentuk deposito dengan
perincian sebagai berikut (penempatan deposito selalu dilakukan pada

awal bulan):
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Bulan Januart menempatkan deposito berjangka sebesar Rp.18.000.000,00
untuk satu tahun.

Bulan april menempatkan lagi sebesar Rp.12.000.000,00 untuk jangka
waktu tujuh bulan.

Bulan oktober menempatkan lagi sebesar Rp.10.000.000,00 untuk jangka
waktu tiga bulan.

Rumus Biaya bunga pinjaman = (utang rata-rata - deposito/ tahun rata-
rata) x tingkat bunga pinjaman

Rata-rata yang digunakan memakal rata-rata tertimbang menurut versi

pajak.

18.000.000,00 x 12 bulan

-
12.000.000,00 x7 bulan

|

216.000.000,00

84.000.000,00

10.000.000,00 x 3 bulan

30.000.000,00

Rata-rata deposito = Rp.216.000.000,00 + 84.000.000,00 + 30.000.000,00

12 bin
= Rn.330.000.000,00
12 bIn
=Rp.27.500.000,00
Rata-rata pinjaman = Rp.100.000.000,00
Biaya bunga = (Rp.100.000.000,00 - 27.500.000,00) x 20%

=Rp.14.500.000,00
Berdasarkan pasal 6(1) a UU PPh No.17 tahur 2000, biaya bunga
merupakan biaya yang dapat dikurangkan bagt yang membayar/

memberikannya. Namun dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-241/
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PJ./2002 tanggal 30 april 2002 dikatakan bahwa dapat terjadi dana yang
ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan lainnya
langsung/ tidak langsung berasal dari pihak ke-3 yang dibebankan pada
biaya bunga. Apabila hal tersebut terjadi, WP dapat memperkecil laba
kena pajak secara tidak wajar, kama bunga yang terhutang/ dibayar atas
pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yang
diterima/ diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam bentuk
deposito/ tabungan lainnya tidak ditambahkan pada perhitungan laba kena
pajak kamma telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 20%.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka apabila jumlah rata-rata pinjaman
lebih besar dari juinlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk
deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh
dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang terhutang/ dibayar atas rata-
rata pinjaman yang melebili jumlah rata-rata dana yang ditempatkan
sebagai deposito berjangka/ tabungan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-241/ PJ./2002
tanggal 30 april 2002, maka biaya bunga pinjaman tersebut boleh
mengurangkan penghasilan bruto, kama rata-rata pinjaman Rp.
100.000.000,00 lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan
dalam bentuk deposito/ tabungan lainnya.

Menurut akuntansi, biaya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dapat
dibebankan sebagar biaya operasional yang akan mengurangi pendapatan

bersin perusahaan. Begitu pula dengan fiskal, pada prinsipnya biaya bunga



yang dibayarkan boleh dibebankan sebagai biaya fiskal untuk dikurangkan
dari penghasilan bruto. Perusahaan menempatkan deposito tersebut karna
merupakan syarat dart proyek yéng dilakukannya.Sehingga biaya bunga
pinjaman tersebut boleh mengurargkan penghasilan bruto.
Sumbangan (Koreksi Tetap).
Dasar hukum: Pasal 4 (3)a 2 UU PPh No.17 tahun 2000.
Pasal 15 (1) UU Rl No.16 tahun 2000 KUP, mengenai
pencmuan data baru dan atau data yang semula belum
terungkap, yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak
yang terutang,
Terhadap sumbangan kepada badan usaha dan sejenisnya yang memiliki
hubungan pekerjaan usaha, kepemilikan/ penguasaan dapat diakui secara
tetap. Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai koreksi waktu.
Sumbangan boleh diakui, sejauh data mengenai pengeluaran (sumbangan)
tersebut, sudah terungkap semuanya. Jadi bisa diakui sejauh memiliki data
yang lengkap
Perusahaan memberikan sumbangan kepada PT.INDI (Indo Daya Industri)
sebesar Rp. 20.400.000,00, dimana PT.INDI memiliki hubungan pekerjaan
usaha, kepemilikan/penguasaan dengan PT.SSE-VAN DER HORST
INDONESIA. Menurut akuntansi, pengeluaran untuk sumbangan dan
bantuan, baik yang bersifat sosial maupun bersifat komersial, dapat

dibebankan sebagai biaya operasional untuk mengurangi pendapatan neto.
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Menurut fiskal, bila terjadi peralihan harta sebagai bantuan, sumbangan/
hibahl, tidak boleh dibebankan sebagai biaya fiskal bagi pihak yang
mengalihkan. Tetapi bila sumbangan tersebut dalam hubungan kerja,
hubungan usaha/ hubungan kepemilikan, maka jumlah/ nilai sisa buku
harta yang diserahkan tersebut boleh dibebankan sebagai biaya
fiskal.(pasal 4 (3) a 2 ). Selain itu data mengenai sumbangan kepada
PT.INDI sudah terungkap seluruhnya. Sehingga selisih PPh dari koreksi
tetap yang timbul karna sumbangan yang diberikan pada PT.INDI

memiliki hubungan peksrjaan usaha dan datanya sudah terungkap

biaya fiskal.
D. Perlakuan Akuntansi Selisih Pajak Penghasilan
1. Menurut Perusahaan.

Adapun tujuan dari perlakuan akuntansi selisth Pajak penghasilan adalah
untuk mempertemukan Pajak Penghasilan itu sebagai biaya dengan pendapatan
atas laba yang menjadi dasar pcngenaan pajak. Hal ini dilakukan untuk mencapai
suatu proper matching antara pendapatan dengan biaya. Proses untuk
mempertemukan PPh  dengan penghasilan kena pajak (sesuai dengan
pengelompokkannya) disebut dengan alokasi pajak. Timbulnya masalah alokasi
PPh disebabkan adanya ‘perbcdaan waktu’ pengakuan dari transaksi-transaksi
yang berkaitan dengan perhitungan laba akuntansi dan Penghasilan kena pajek.
Dari hasil analisa (menurut rekonsiliasi fiskal 2002) dapat diketahui; Perusahaan

menghitung pajak penghasilannya berdasarkan laba akuntansi. Sehingga selisih
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PPh menurut akuntansi dan pajak harus ditampung dalam PPh ditangguhkan.
Mengenai selisth yang ditimbulkan antara laba akuntansi dan penghasilan kena
pajak yang disebabkan “perbedaan waktu” pengakuan pendapatan dan beban
untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak, ditampung dalam akun PPh yang
ditangguhkan, hal ini dibahas dalam SAK No.16 paragrat 77. (karena perusahaan
menggunakan konsep tersebut). Selisth PPh pada PT.SSE-VAN DER HORST
INDONESIA adalah sebesar Rp. 8.214.702.000,00 Selisih tersebut disebabkan

oleh selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap dan perbedaan waktu sebagai

berikut:

I. Perbedaan waktu Rp. 3.912.035.333,00

2. Perbedaan tetap Rp. 4.302.666.667,00
Selisth PPh Rp.  8.214.702.000,00

Untuk selisih PPh yang ditimbuikan oleh perbedaan waktu yang terjadi pada suatu
periode tertentu akan dikompensasikan dalam satw/ lebih periode-periode
berikutnya. Sehingga selisth PPh yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu tersebut
dapat dilakukan alokasi selisth PPh antar periode. Disini penulis menggunakan
metode pengalokasian pajak vang paling sering diterapkan yakni metode pajak
ditangguhkan. Berdasarkan kebijaksanaan akuntansi yang ada, PT.SSE-VAN
DER HORST INDONESIA menggunakan metode pajak yang ditangguhkan
(deffered tax method) atas selisih PPh yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu.
Metode PPh ditangguhkan adalah suatu prosedur alokasi PPh antar periode yang
mengakul pengaruh transaksi-transaksi perbedaan waktu tersebut terjadi dan
membebankannya kembali ke periode-periode selanjutnya. Sedangkan untuk

selisih PPh yang ditimbulkan oleh perbedaan tetap (permanent difference)
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Adjustment dengan perbedaan tetap Rp. 7.641.666.667,00
Dengan demikian, besarnya beban PPh adalah sevesar:

10% x 50.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00

It

15% x 50.000.000,00 Rp. 7.500.000,00

30% x 7.541.666.667,00

Rp. 2.262.500.000,00

Beban PPh Rp. 2.275.000.000,00
Untuk menentukan besarnva PPh ditangguhkan, diperoleh dengan cara
mengalikan selisth PPh dari perbedaan waktu dengan tarif pajak. Tarif pajak yang
digunakan adalah 30 %, karna selisth PPh disebabkan oleh laba diatas Rp.
100.000.000,00. Dengan demikian besamya PPh ditangguhkan adalah sebagai
berikut: .
PPL ditangguhkan = Tarif Pajak x Selisih dari Perbedaan Waktu

= 30 % x 3.912.035.333,00

o

= Rp. 1.173.610.600,00
Metode PPh ditangguhkan (laporan laba rugt) lebih mengecu pada tercapainya
proper maiching antara pendapatan dengan biaya, pada saat periode terjadinya
selisith PPh. Menurut metode ini, selisth jumlah hutang PPh berdasar penghasilan
kena pajak dalam suatu periode dengan beban PPh (yang diperhitungkan
berdasarkan laba akuntansi) harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan
sebagai pajak yang ditangguhkan. Untuk pemakaian tarif pajak dalam penentuan
besarnya pajak ditangguhkan akan disesuaikan dengan tarif yang berlaku. Pajak
yang ditangguhkan didebit apabila penghasilan kena pajak lebih besar dari laba

akuntansi yang telah disesuaikan dengan selisth PPh dari perbedaan tetap.
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Sebaliknya pajak yang ditangguhkan dikredit apabila penghasilan kena pajak lebih
kecil dari laba akuntansi yang telah disesuaikan dengan selisih PPh dari perbedaan
tetap. Pengaruh pajak dari perbedaan tetap tidak mempunyai akibat terhadap
rekening PPh ditangguhkan. Hal ini terjadi karna selisih PPh dari perbedaan tetap
tidak dialokasikan tetapi sebaliknya dibebankan seluruhnya kepada periodé tahun
buku terjadinya perbedaan tetap tersebut. Sehingga untuk menghitung beban PPh,
laba akuntansi harus disesuatkan dengan selisih PPh dari perbedaan tetap. Beban
PPh dihitung dengan cara mengalikan laba akuntansi yang telah disesuaikan
dahulu dengan selisth PPh dari perbedaan tetap dikali dengan tarif pajak.

Jurnal untuk mengakui PPh ditangguhkan tersebut adalah:

Beban PPh Rp.2.275.000.000,00
PPh ditangguhkan Rp.1.173.610.600,00 -
Hutang PPh - Rp.3.448.610.600,00

Dikarenakan penghasilan kena pajak sebesar Rp. 11.553.702.000,00 lebih besar
dari laba akuntansi yang telah disesuaikan dengan selisih PPh dari perbedaan tetap
sebesar Rp. 7.641.666.667,00, maka PPh ditangguhkan sebesar Rp.
1.173.610.600,00 diletakan di debet.

Alokasi PPh antar periode akan berpengaruh terhadap penyajian neraca
dan laba rugi. PPh ditangguhkan yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah

sebagai berikut:
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Tabel V.9.Laporan laba/ rugi sementara

Laporan Laba/ Rugi Sementara

Penjuzlan bersih Rp.69.223.000.000,00
Biaya operasi (Rp.65.884.000.000.00)
Laba sebelum taksiran pajak Rp. 3.339.000.000,00
PPh tahun berjalan Rp. 3.448.610.600,00

PPh ditangguhkan (Rp.1.173.610.600.,00)

Beban PPh (Rp. 2.275.000.000,00)
Laba bersih _Rp.1.064.000.000,00 '

Jumlah PPh ditangguhkan pada PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA adalah
sebesar Rp.1.173.610.600,00. Di \___Idalam neraca, jumlah PPh ditangguhkan
dikelompokkan ke dalam aktiva lain-iain (berdasarkan sifat dan karakteristiknya).
Sedang PPh ditangguhkan yang tidak dapat diasosiasikan dengan aktiva tertentu,
maka akan dikompensasikan pada jangka waktu yang diharapkan/ periode
berikutnya.

Dari laporan laba/ rugi partial PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA besarnya
jumlah PPh ditangguhkan Rp. 1.173.610.600,00. Dari jumlah tersebut,
diklasifikasikan ke dalam aktiva lain-lain seluruhnya. Untuk penyajian PPh
ditangguhkan pada neraca akan terlihat pada:

Tabel V.10 . Neraca sementara

Neraca Sementara

| Aktiva Lain-lain

PPh ditangguhkan Rp. 1.173.610.600,00
\
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Perlakuan untuk tahun-tahun selanjutnya, jumlah PPh ditangguhkan bisa
bertambah besar/ semakin kecil. Apabila hutang PPh lebih besar dari beban PPh,
maka saldo PPh ditangguhkan akan bertambah didebit. Sebaliknya, apabila hutang
PPh lebih kecil dari beban PPh, maka saldo PPh ditangguhkan akan bertambah di
kredit.

Besarnya PPh ditangguhkan yang disajikan di neraca PT.SSE-VAN DER
HORST INDONESIA berbeda dengan ketentuan SAK karna pemberian nama ke
dalain masing-masing pos aktiva berbeda.

Dalam penyajian PPh ditangguhkan di neraca, PT.SSE-VAN DER HORST
INDONESIA:
1. Mengelompokkan PPh ditangguhkan ke dalam Aktiva Lain-lain sesuai

dengan sifat dan karakteristiknya.

9

Mengelompokkan PPh ditangguhkan dengan cara mengkompensasikan
sesuai dengan jangka waktu yang diharapkan untuk dikompensasikan.

Dari penjelasan diatas perlakuan akuntansi selis;ih PPh pada PT.SSE-VAN DER
HORST INDONESIA sudah disesuaikan dengan SAK, hanya saja dalam
penyajian PPh ditangguhkan pada neraca yang dilakukan PT.SSE-VAN DER
HORST INDONESIA “sedikit’ berbeda dengan ketentuan SAK.

Manajemen perusahaan dapat mempertimbangkan laba/ rugi perusahaan di
masa yang akan datang karna PPh ditangguhkan di sisi debit pada periode berjalan
akan dikompensasikan di sist kredit pada periode berikutnya, denikian pula
sebaliknva. PPh ditangguhkan di sisi debit akan menambah jumlah laba bersih,

sedangkan PPh di sisi kredit akan mengurangi jumlah laba bersih.



91

2. Menurut Standar Akuntansi Keuangan.

SAK (2002) No.16 paragraf 77, mengakui adanya alokasi PPh antar
periode. Namun pernyataan diatas dianggap tidak berlaku ‘apabila’ perusahaan
menggunakan PSAK 46 (paragraf 6).

PSAK 46 paragraf 22 menyatakan perbedaan temporer yang muncul
sebagai sclisih pajak penghasilan diartikan sebagai:

Selisih antara nilai tercatat kewajiban dan DPP-nya. Sehingga, tirabul
aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan
pada masa yang akan datang, yaitu saat bagian dari kewajiban tersebut
dapat dikurangkan dalam perhitungan laba tiskal. Demikian pula halnya,
apabila nilai tercatat aktiva lebih rendah dari DPP-nya, maka selisihnya
merupakan aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat
dipulihkan pada masa yang akan datang.

PSAK 46 paragrat 15 dan 16 menyatakan bagaimana timbulnya aktiva
pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan, tetapi disini penulis akan
menjabarkan secara rinci supaya lebth memudahkan pemahaman

Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk
menghitung dan mengakui pajak tangguhan (deferred taxes) atas “future tax
effects” dengan menggunakan pendekatan yang disebut “/iability method ™.

GAAP  Handbook of Policies and Procedures, 2001 (hal 783)
menyebutkan [liability method mengharuskan pendekatannya berorientasi pada
neraca, karna pada dasarnya sasaran yang ingin diperlihatkan disini, berapa
sesungguhnya taksiran pajak yang akan dibayar pada periode mendatang. Untuk
keperluan 1m hendaknya diterapkan akuntansi pajak tangguhan yang

komprehensif, yang berarti bahwa harus dipertimbangkan semua efek pajak

terhadap semua penghasilan, biaya/ pengeluaran, keuntungan maupun kerugian,
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dan hal-hal lain yang menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial

dengan laporan keuangan fiskal, sehingga dengan demikian yang dimaksud

dengan beban pajak mencakup jumlah pajak yang terutang ditambah dengan

impak pajak akibat perbedaan temporer atau dengan perkataan lain:
Jumlah seluruh taksiran pajak penghasilan (provision for income taxes)
adalah jumlah pajak kini (tax currently payable-current tax expense) dan
perubahan neto antara aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) dan
kewajiban pajak tangguhan (deferred tax assets) dan kewajiban pajak
tangguhan (deferred tax liabilities)-deferred tax expense or bencfit
(Zain,2003).

PSAK 46,(2000) mendefinisikan peban pajak (fax expense), yang dimaksudkan

sama dengan taksiran pajak penghasilan tersebut diatas, sebagai berikut:

Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah
jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax)
yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada suatu periode.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa perlu diketahui bagaimana caranya kewajiban

pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan itu dapat timbul.

DR.Drs. Mohammad Zain,Ak. (2003) menjelaskan:

Baik kewajiban pajak tangguhan, maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi

dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila penghasilan sebetum pajak {(PSP — Pretax accounting
Income}lebih besar dari penghasilan kena pajak {(PKP) — Taxable
Income}, maka Beban Pajak {(BP) — 7ux Expense} pun akan lebih besar
dari pajak terutang {(PT) — 7ux Payuble}, schingga akan menghasilkan
kewajiban pajak tangguhan {KPT - deferred tax liability). Kewajiban
Pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer

dengan tarif pajak yang sesuai.
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Sebaliknya apabila Penghasilan Sebel@u Pajak (PSP) lebih kecil dari
penghasilan kena pajak (PKP), maka beban pajaknya (BP) akan juga lebih
kecil dari pajak Terutang, sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak
tangguhan (APT — defered tax assets). Aktiva Pajak Tangguhan adalah
sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan
tersebut terpulihkan.
lustrasinya akan digambarkan sebagai berikut:

PSP > PKP =» Kewajiban Pajak Tangguhan (KPT).

PSP < PKP =» Aktiva Pajak Tangguhan (APT)
Dikarenakan Penghasilan Sebelum Pajak perusahaan < dari penghasilan kena
pajaknya maka akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan .
PSAK 46,(2000) mendefinisikan pajak tangguhan sebagai:

Jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode

mendatang sebagai akibat adanya:

a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan

b. Kompensasi kerugian.
Selain itu dijelaskan pada paragraf 13 PSAK No.46 dinyatakan; apabila jumlah
pajak yang telah di bayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya,
melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka
selisihnya diakui sebagai aktiva. PPh ditangguhkan yang dapat diasosiasikan
dengan aktiva tertentu maka asumsinya dapat disamakan dengan aktiva yang

bersangkutan.
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Dari Laporan Keuangan Fiskal tahun 2002 diperoleh perbedaan waktu sebesar Rp.

91

o

9%

.035.333,00 dan total keseluruhan perbedaan temporer diperkirakan lebih
dasi 50 % akan terealisasi dan tidak diidentifikasi adanya kompensasi kerugian,
maka pencatatan aktiva pajak tangguhan di neraca akan ditunjuklan pada tabel
V.11 Tabel V.11

Neraca Sementara

|

|
[

Aktiva Pajak Tangguhan (30% x Rp.3.912.035.333,00)  1.173.610.600,00

Besarnya perbedan temporer dikali 30%, karena selisih PPh disebabkan oleh laba
diatas Rp. 100.000.000,00.

Dari sim dapat diketahul bahwa perusahaan menggunakan metode alokasi
PPh ditangguhkan (differed tax rmethod) yang sesuai dengan PSAK 16 Paragraf
77. Hanya saja perusahaan kurang teliti 1;16ngenai perlakuan akuntansi setisih PPh
pada PSAK 46 paragrat 6 yang menyatakan jika PSAK 46 dinyatakan berlaku
maka PSAK 16 paragraf 77 dinyatakan tidak berlaku.

Penyajian terhadap PPh ditangguhkan dalam PT.SSE-VAN DER HORST
INDONESIA di alokasikan pada Aktiva lain-lain sedangkan SAK menghendaki
penyajian pada Aktiva Pajak Tangguhan.

Terhadap selisih perhitungan PPh yang dialokasikan pada Aktiva Lain-lain
menurut perusahaan akan dilakukan analisa rasio (dengan menggunakan data
tahun 1998-2002).

Terhadap selisith perhitungan PPh yang dialokasikan dalam Aktiva lain-lain
menurut perusahaan (dalam hal in1 sudah sesuar dengan SAK) akan dilakukan

analisa rasio Solvabilitas.



E. Uji Signifikan Rata-rata PPh menurut Perusahaan dan PPh menurut

teori.

Uji Signifikansi menggunakan Tabel data perbedaan PPh dibawah ini;
Tabel V.12 Data Pajak penghasilan menurut UU dan Perusahaan

i Tahun UU PPh yang berlaku PILSSE-VAN DER HORST INDONESIA ‘

1998 Rp.991.183.300,00 Rp.2.234.000.000,00

| 1999 | Rp.1.728.787.000,00 Rp. 512.000.000,00

2000 Rp.4.726.095.000,00 Rp.6.645.000.000,00 |
2001 Rp.4.731.302.900,00 Rp.3.903.000.000,00
2002 Rp.3.448.610.600,00 Rp.2.275.000.000,00
Total | Rp.15.625.978.800,00 Rp.15.569.000.000,00

Dari tabel terscbut maka diperolch perhitungan T-Test dalam tabel V.13, V.14 dan

V.15 berikut 1ni:

Dari perhitungan tersebut maka dibuat pengujian hipotesisnya:

1. Hipotesis nol dan Hipotesis alternatif
Hy o pa = ps(Tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara PPh
menurut perusahaan dengan PPh menurut teorr).
Ha @ ua # up (Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara PPh

menurut perusahaan dengan PPh menurut teoit).

N

Nilai o = 0,05; n =5, di'- 4 t staustik tabel = (4, (2,5 %))

Ho ditolak r He ditolak

Hp diu;f:n'ma

2,776 +2,776
Ho diterima apabila -2,776 <t <+ 2.770

Ho ditolak apabila t >+ 2,776 atau t <-2,776
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Nilai t statistik hitung = 0,017 (tabel V.15)

Nilai t statistik tabel = 2,776 (rwo tails) (tabel t )

a. Perbandingan t statistik hitung dengan t staistik tabel.
Jika t statistik hitung > t statistik tabel, maka Hy ditolak; dan jika t
statistik hitung <t statistik tabel, maka Hy diterima. Karena t hitung
berada pada daerah penerimaan Hy, maka Hg diterima. Sehingga
tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih
PPh menurut perusahaan dengan PPh menurut teori.

a. Perbandingan nilai probabilitasnya.
Jika probabilitas > 0,05 maka H, diterima; dan Jika probabilitasnya
< 0,05 maka H, ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel
V.15, maka besarnya probabilitas 0,987 sehingga H, diterima atau
tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara selisih

PPh menurut perusahaan dengan PPh menurut teori.
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BAB V1
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, maka dapat disimpulkan:

l.

4)

1)

Faktor-faktor yang menimbulkan selisih PPh pada PT.SSE-VAN DER
HORST INDONESIA pada tahun 2002 disebabkan oleh perbedaan waktu
sebesar Rp. 3.912.035.533,00 dan tetap sebesar Rp 4.302.666.667,00.
Faktor-faktor yang timbul berkaitan dengan masing-masing transaksi
diantaranya:

Terhadap perbedaan waktu:

Penjualan bersih

Pembentukan penyisthan potongan penjualan oleh Perusahaan.

Biaya penyusutan

Penerpan perhitungan Aktiva Tetap Perusahaan menurut pajak.

Biaya iklan

Biaya dapat diakui apabila sudah terealisasi.

Pendapatan sewa

Pengakuan pendapatan diakui bila jasa telah diserahkan.

Terhadap perbedaan tetap:

Biaya gaji dan upah

Biaya tersebut di kategorikan sebagai natura dan kenikmatan.

Biaya listrik, air dan telepon

Pemberian fasilitas yang diberikan perusahaan bagi karyawan
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Biaya BBM & Perjalanan

Fasilitas berupa kenikmatan bzigi perjalanan direksi.

Jamuan tamu

Pengakuan hanya sebesar daftar noininatifnya.

Seragam karyawan

3iaya dikeluarkan tanpa ada hubungan dengan usaha perusahaan.
Pendapatan sewa

Penetapan PPh yang bersifat final

Biaya lain-lain

Dikeluarkan tanpa ada kaitan dengan usaha perusahaan.

Biaya bunga pinjaman

Rata-rata pinjaman yang lebih besar dari deposito yang ditempatkan.
Sumbangan

Dana disumbangkan kepada Perusahaan yang memiliki hubungan usaha.
Perlakuan akuntansi terhadap selisih PPh pada PT.SSE-VAN DER
HORST INDONESIA pada tahun 2002 yakni menggunakan metode PPh
ditangguhkan (Deffered Tax Method). Dimana selisth PPh dari perbedaan
waktu dilakukan melode alokasi selisih PPh, sedangkan terhadap
perbedaan tetap tidak dilakukan alokasi selisih PPh tetapi dibebankan
seluruhnya pada tahun saat terjadinya transaksi. Dengan demikian,hutang
PPh pada tahun 2002 adalah Rp.3.448.610.600,00 besarnya beban PPh

Rp.1.173.610.600,00
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B.

PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA

ditangguhkan ke dalam Aktiva Lain-lain.
Berdasarkan uji signifikansi t menurut data selisih PPh tahun 1998-2002
dipcroleh hasil bahwa 11, diterima atau tidak terdapat perbedaan rata-rata

yang signifikan antara selisth PPh menurut PT.SSE-VAN DER HORST

INDONESIA dengan PPh menurut teori.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan-keterbatasan ketika melakukan penelitian ini antara lain:

2.

(]

S

Terbatasnya waktu yang diberikan oleh perusahaan

Data yang diberikan dirasa masih kurang, dikarenakan adanya data-data
perusahaan yang harus tetap dijaga kerahasiaanya dari pihak-pihak
eksternal (terlebih bagi pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab).
Dikarenakan data yang diberikan perusahaan hanya sebagian da‘a yang
memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga penulis tidak
dapat mengecek kebenaran data-data tersebut.

Saran-saran

PT SSE-VAN DER HORST INDONESIA sebaiknya melakukan
perhitungan fiskal bukan hanya terhadap Laporan Laba-Rugi tetapi juga
terhadap neraca.

PT.SSE-VAN DER HORST INDONESIA sebaiknya tetap memakai
metode alokasi PPh ditangguhkan (differed tax method), karena sudah
sesuai dengan SAK vang berlaku. Sehingga akan lebih baik, tetap

merealisasikannya untuk periode-periode berikut.
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PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA

Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Umum

-

{Paragraf ini berisi penjelasan proses pendirian dan pendaftaran perseroan di notaris)

Pada saat ini ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi bidang
industri. Bergerak di bidang industri perbengkelan mesin, peralatan pabrik, rekayasa
perbaikan mesin-mesin besar menggunakan teknologi bertaraf internasional . Lokasi
perusahaan terletak pada Kawasan Industri Manis | no. 34 Tangerang. Perusahaan ini
memulai kegiatan usaha komersial di indonesia pada tanggal 18 Nopembeér 1991.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang penting
a. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum. Disusun berdasarkan prinsip harga perolehan (historical cost) dan
mengikuti prinsip kesinambungan (going concern). Dengan demikian, dalam
laporan kKeuangan tidak diperhatikan perubahan pada nilai uang maupun nilai
sekarang nilai sekarang (current value) dari aktiva-aktiva milik perusahaan.
Kecuali hal itu dinyatakan secara khusus. Kebijjakan akuntansi ini telah
diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan
dalam kebijakan akuntansi yang dianut.

b. Kas dan setara kas
Kas terdiri dari kas ditangan dan kas di Bank
c. Penjualan bersih

Perusahaan setiap akhir tahun buku selalu mengalokasikan dana, terhadap
kemungkinan kerugian. Pengalokasian dana, terhadap penjualan selalu dengan
membentuk penyisihan potongan penjualan. Apabila pada pertengahan tahun
berjalan penjualan terhadap mesin-mesin yang diproduksikan mengalami
stagnasi, hal  tersebut telah diantisipasi terlebih dahulu dengan membentuk
penyisihan potongan penjualan. Diindikasikan nilai sebesar Rp.600.050.000,00
tersebut belum dipotong oleh perusahaan.

d. Biaya Penyusutan

Penyusutan Aktiva Tetap

1. Menurut perhitungan akuntansi, penyusutan menggunakan metode

2 garis lurus tanpa nilai sisa. Umur ekonomis akuntansi ditentukan sama
dengan masa manfaat penyusutan secara fiskal. Dari perhitungan
penyusutan akuntansi pada tabel Penyusutan AT, biaya
penyusutan untuk tahun 2002 adalah sebesar Rp. 2.144.950.000, 00.

ory : JI. Raya Serang Km, 8.5 Kawasan industri Manis 1, JI. Manis [l No. 34 Tangerang 15136, Jawa Barat INDONESIA Telp. : (021) 5918727-9 Fax. : 5918726



PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA

2. Perhitungan secara fiskal terdapat pada tabel penyusutan fiskal tahun
2002. Dari tabel penyusutan tahun 2002, biaya penyusutan menurut
fiskal tahun 2002 adalah sebesar Rp. 2.672.925.000,00.

e Biaya iklan

Perusahaan telah membebankan biaya iklan pada biaya operasional, untuk
mengiklankan jasa-jasa yang ditawarkan serta alat-alat berat yang dijualnya.
Namun biaya tersebut belum dibayarkan perusahaan.

f. Peﬁdapatan sewa

1. Pada awal januari 2002 diterima pembayaran sewa gedung kantor dari
Tn. John (PT.Internusa iron) sebesar Rp.100.095.000,00 untuk jangka
waktu sewa 10 tahun. Atas penyerahan uang sewa tersebut langsung
dipotong PPh yang bersifat final sebesar 6% untuk penyewa.

2. Perusahaan juga menerima pembayaran sewa dari Tn.Hamid atas
gedung yang disewanya untuk jangka waktu 20 tahun sebesar
Rp.3.854.260.333,00

d. Biaya gaji dan upah

Perusahaan memasukkan biaya perbaikan-pemeliharaan rumah karyawan dan
kesehatan karyawan sebagai biaya gaji dan upah.

h. Biaya listrik,air dan telepon

Biaya listrik,air dan telepon untuk rumah dinas karyawan yang dibebankan
pada biaya operasional, dikategorikan sebagai pemberian fasilitas oleh
perusahaan. Dimana rumah dinas karyawan tidak berada di daerah terpencil.

i. Biaya BBM dan Perjalanan

Perusahaan mengkategorikan pemakaian:
a. Biaya Perjalanan ke luar negeri Rp. 2.100.000,00
b. Biaya BBM selama melakukan perjalanan liburan tersebut Rp.-

1.127.128,00
Bagi anggota direksi.
j- Biaya jamuan tamu
Total biaya jamuan tamu sebesar Rp.36.000.000,00. Dari jumlah tersebut, yang
dapat dibuat daftar nominatifnya mengenai penerima dan pengeluarannya
sebesar Rp.30.600.000,00.

K. Seragam kKaryawan

Seragarﬁ karyawan yang diberikan kepada karyawan digunakan untuk resepsi
pernikahan anak komisastis PT.SSE VAN DER HORST.
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I Biaya bunga pinjaman

Pada tahun 2001, perusahaan mendapatkan fasilitas kredit investasi jangka
panjang dari lippobank sebesar Rp.Rp.100.000.000,00 dengan tingkat bunga
20 %/ tahun. Kredit tersebut disepakati akan mulai dilakukan pembayaran
angsurannya setelah pinjaman tersebut berjalan 2 tahun. Tetapi untuk
pembayaran bunganya tetap harus dilakukan setiap bulannya.

Disamping itu perusahaan mempunyai dana yang ditempatkan di Bank Mandiri
dalam bentuk deposito dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan Januari menempatkan deposito pajak sebesar Rp.18.000.000,00
untuk 1 tahun.

2. bulan April menempatkan deposito pajak sebesar Rp.12.000.000,00
untuk 7 bulan.

3. Bulan Oktober menempatkan deposito pajak sebesar

Rp.10.000.000,00 untuk 3 bulan.

m. Sumbangan

Perusahaan memberikan sumbangan kepada PT.INDI (bergerak di Industri

Peleburan Logam) dan diindikasikan saling memiliki hubungan kepemilikan/
penguasaan.

n. Beban Pokok Penjualan

Perusahaan mengkategorikan:

1. Biaya bahan tidak langsung, pemeliharaan dan spareparts sebesar Rp.
7.500.000,00 dialokasikan pada biaya lain-lain

2. Biaya penyusutan sebesar Rp. 7.500.000,00 dialokasikan pada biaya
penyusutan operasional.

3. Biaya gaji dan upah sebesar Rp. 7.500.000,00 dialokasikan pada biaya
gaji dan upah operasional.

4. Biaya brochure company profil sebesar Rp. 7.500.000,00 dialokasikan

pada biaya iklan operasional.
o. ' Biayalain-ain

Biaya lain-lain terdiri dari:

1. Biaya untuk kepertuan pribadi pemegang saham Rp. 2.580.000.000,00
2. Biaya untuk pembayaran premi asduransi pemegang saham Rp.
6.195.000,00
p. Perpajakan

Pajak penghasilan badan dihitung atas dasar laba akuntansi, sehingga
pembebanan PPh ditangguhkan dialokasikan pada aktiva lain-lain.

hni

Presiden Direktur
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LAPORAN LABA RUGI

PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA

31 DESEMBER 1998 dan 1999

Penjualan

Penjualan Bersih
Harga Pokok Penjualan
LLaba kotor

B.Gaji dan Upah
B.penyusutan
B.listrik,air dan telp
B.BBM dan perjalanan
Jamuan tamu
Seragam Karyawan
Biaya iklan

Jumlah Biaya Operasional
Rugi operasional

Pendapatan(beban) lain-lain
Pendapatan Sewa

B.lain-lain

B.bunga pinjaman
Sumbangan

Jumlah pendapatan dan beban lain-lain

Laba sebelum pajak
‘[Taksiran Pajak penghasilan
Tahun berjalan
Ditangguhkan

Jumlah taksiran PPh ditangguhkan
Laba Bersih

1998
Rp 32.224.000.000,00
(Rp 31.636.000.000,00)
Rp 588.000.000.00

1999
Rp 37.483.000.000,00
(Rp 30.150.000.000,00)

(Rp 2.370.261.688,00)
(Rp 1.004.918.212,00)
(Rp 5.160.000,00)
(Rp 20.410.000,00)
(Rp31.000.000,00)
(Rp 16.250.100,00)
(Rp 20.000.000,00)

(Rp 3.468.000.000,00)

Rp 7.333.000.000,00

(Rp 2.860.950.000,00)
(Rp 1.044.000.000,00)
(Rp 8.150.000,00)

(Rp 19.000.000,00)
(Rp40.000.000,00)
(Rp 22.000.000,00)
(Rp 36.900.000,00)

(Rp 4.031.000.000,00

(Rp 2.880.000.000,00)

Rp 3.302.000.000,00

Rp 14.268.600.900,00
(Rp 18.000.900,00)
(Rp 10,000,000,00)

(Rp 4.600.000,00)

Rp 14,236,000.000,00

Rp 11.356.000.000,00

Rp 991.183.300,00
Rp 1.242.816.700,00

Rp 2.234.000.000.00
Rp. 9.122.000.000,00

Rp 873.900.000,00
(Rp 35.000.000,00)
(Rp 14,900,000,00)
(Rp 22.000.000,00)

Rp 802,000,000,00

Rp 4.104.000.000,00

Rp 1.728.787.000,00
(1.216.787.000,00)

Rp 512.000.000,00
Rp 3.592.000.000,00

ry : J. Raya Serang Km. 8.5 Kawasan Industri Manis 1, Ji. Manis Il No. 34 Tangerang 15136, Jawa Barat INDONESIA Telp. : (021) 5918727-9 Fax. : 5918726



LAPORAN LABA RUGI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
3| DESEMBER 2000, 2001 dan 2002

PT. SSE-VAN DER HORST INDONESIA

penjualan

Penjualan Bersih
Harga Pokok Penjualan
l.aba kotor

B.Gaji dan Upah
B.penyusutan
B.listrik,air dan telp
B.BBM dan perjalanan
Jamuan tamu
Seragam Karyawan
Biaya iklan

Jumlah Biaya Operasional
laba operasional

Pendapatan(beban) lain-lain
Pendapatan Sewa

B.lain-lain

B.bunga pinjaman
Sumbangan

Jumlah pendapatan dan beban
lain-lain

l.aba sebelum pajak
Taksiran Pajak penghasilan
[Tahun berjalan
Ditangguhkan

Jumlah taksiran PPh ditangguhkan
Laba Bersih .

2000

Rp 67.042.000.000,00
(Rp 49.627.000.000,00)

Rp 17.415.000.000,00

Rp 4.554.312.500,00
Rp 2.060.000.000,00
Rp 6.000.000,00

Rp 20.100.000,00
Rp30.000.000,00

Rp 18.547.000,00
Rp 51.040.500,00

Rp 6.740.000.000.00
Rp 10.675.000.000,00

2001

Rp 76.730.000.000,00
(Rp 57.829.000.000,00)
Rp 18.901.000.000,00

Rp 7.251.886.000,00
Rp 1.090.314.000,00
Rp 9.300.000,00

Rp 20.500.000,00
Rp16.000.000,00

Rp 24.000.000,00
Rp 31.000.000,00

Rp 8.443.000.000,00
Rp 10.458.000.000,00

2002

Rp 69.223.000.000,00

(Rp 55.463.000.000,00)
Rp 13.760.000.000,00

Rp 5.631.229.160,00
Rp 2.144.950.000,00
Rp 9.000.000,00

Rp 24.100.000,00
Rp36.000.000,00

Rp 20.150.200,00
Rp 25.500.640,00

Rp 7.891.000.000.00
Rp 5.869.000.000,00

Rp 4.644.900.000,00
(Rp 25.000.000,00)
(Rp 13,300,000,00)
(Rp 10.600.000,00)

Rp 4.596,000.000.00

Rp 200.110.000,00
(Rp 3.645.105.000,00)
(Rp 14,005,000,00)
(Rp 21.000.000,00)

(Rp 3.480.000,000,00)

Rp 100.095.000,0C
(Rp 2.593.695.000,00)
(Rp 16,000,000,00)
(Rp 20.400.000,00)

(Rp 2.530.000.000,00)

Rp 15.271.000.000,00

Rp 4.726.095.000,00
Rp.1.918.905.000,00

6.645.000.000,00

Rp 6.978.000.000,00

Rp 4.731.302.900,00
(Rp. 828.302.900,00)

Rp. 3.903.000.000,00

Rp. 8.626.000.000,00

Rp. 3.075.000.000,00

Rp 3.339.000.000,00

Rp 3.448.610.600,00
(Rp. 1.173.610.600,00)

2.275.000.000.00
Rp. 1.064.000.000,00

INGERR

%, 12 Februari 2004

Ir.Mustafa Zuhad Mughni

Presiden Direktur

ry : JI. Raya Serang Km. 8.5 Kawasan Industi Manis 1, JI. Manis 1l No. 34 Tangerang 15136, Jawa Barat INDONESIA Telp. : (021) 5918727-9 Fax. : 5918726



<«
[
7))
€3
Z
Q
=)
Z,
[
=
7 )
=4
Q
e
=~
<3|
=
Z,
<
=
=
n
7}
~
-

AKTIVA

Kas ditangan dan Kas dibank
Piutang Dagang

Piutang Lalndain
Pihak Ketiga

NERACA
Untuk Periode yang berakhir 31 DESEMBER 1998 dan 1999

Pihak yang Memiliki H
Porsediaan
Aktiva Tetap Bersih
Aktiva Laindain

PPh ditangguhkan

Bangunan datam pendirian

JUMLAH AKTIVA

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
1998 1999 1998 1999
KEWAJIBAN
Rp 15.629,000,000 Rp 33,594,000,000 Hutang Bank Rp - Rp -
Hutang dagang 480,000,000 2,974,213,000
2,927,000,000 6,577,000,000
Hutang Pajak 991,183,300 1,728,787,000
21,000,000,000 1,700,000,000 Hutang lainain 3,466,816,700 -
80,000,000 66,000,000
21,080,000,000 1,766,000,000 Hutang Obligast - -
4,996,000,000 7,466,000,000 4,938,000,000 4,703,000,000
EKUITAS
. Modal Pemegang Saham
13,192,000,000 11,665,000,000 Modai yang disetor penuh 40,000,000,000 40,000,000,000
Modal yang disetor penub diatas nilai pan 375,000,000 375,000,000
1,243,816,700 1,216,787,000
850,183,300 990,213,000 Laba ditahan 14,605,000,000 18,197,000,000
2,094,000,000 2,207,000,000 54.980,000,000 58,572,000,000
59,918,000,000 63,275,000,000 JUMLAH PASIVA 59,918,000,000 63,275,000,000

JI. Raya Serang Km. 8.5 Kawasan Industri Manis |, JI. Manis Il No. 34 Tangerang 15136, Jawa Barat INDONESIA Telp. : (021) 5918727-9 Fax. : 591
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AKTIVA

Kas ditangan dan Kas dibank

Piutang Dagang

Piutang Lain-fain
Pihak Ketiga

Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Persediaan

Aktiva Tetap Bersih

Aktiva Lain-fain

PPh ditangguhkan
Tanah dalam penyelesaian

JUMLAH AKTIVA

NERACA
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2000, 2001 dan 2002

2000 2001 2002
8,271,000,000 Rp 3,695,000,000 Rp  3,353,000,000
8,404,000,000 10,154,000,000 13,466,000,000
6,060,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000

30,900,000,000 36,000,000 166,000,000
36,960,000,000 1,036,000,000 2,166,000,000
10,261,000,000 10,580,000,000 8,370,000,000

11,410,000,000

1,018,905,000
3,415,095 000

19,508,000,000

8,634,302,900
25,536,697,100

18,192,000,000

1,173,610,600
33,110,389,400

5,334,000,000

34,171,000,000

34,284,000,000

80,640,000,000

79,144,000,000

79,831,000,000

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN
Hutang Bank Rp

Hutang dagang
Hutang Pajak
Hutang lain-lain

Hutang Obligasi

2000 2001 2002
-Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000
4,726,000,000 5,416,000,000 6,301,000,000

4,726,095,000
5,454,905,000

535,000,000

4,731,302,900
1,557,697,100

141,302,900

3,448,610,600

1,534,000,000

506,389,400

EKUITAS
Modal Pemegang Saham

Modal disetor penuh

Modal disetor penuh diatas n.pari
Laba ditahan

JUMLAH PASIVA

15,442,000,000

40,000,000,000
375,000,000
24,823,000,000

12,705,000,000

' 46,250,000,000

4,125,000,000
16,064,000,000

12,790,000,000

46,250,000,000
4,125,000,000

16,666,000,000-

65,198,000,000

66,439,000,000

67,041,000,000

80,640,000,000

79,144,000,000

79,831,000,000

Ir. Mustafa Zuhad Mughni

Presiden Direktur

Factory : JI. Raya Serang Km. 8.5 Kawasan Industri Manis I, JI. Manis Il No. 34 Tangerang 15136, Jawa Barat INDONESIA Telp. : (021) §918727-9 Fax. : 59187



TABEL T

10% | 5% | 22% | 1% 10% | 5% | 25% | 1%

1 13078 | 6.314 | 12.706 | 31821 51 | 1.298 | 1.675 | 2.008 | 2.402
2 ] 1886 | 2920 | 4.303 | 6.965 52 | 1.298 | 1.675 | 2.007 | 2.400
3 11638 | 2353 | 3782 | 4541 53 | 1.298 | 1.674 | 2.006 | 2.399
4 171533 | 2422 | 2776 3747 54 | 1.267 | 1.674 | 2.005 | 2.397
5 | 1476 | 2015 | 2571 | 3.335 | 55 | 1297 [ 1673 | 2.004 [ 2.396
6 | 1440 | 1.943 | 2.447 | 3143 56 | 1.297 | 1.673 | 2.003 | 2.395
7 ] 1415 ] 1895 | 2565 | 2.998 57 | 1.297 [ 1.672 | 2.002 | 2.394
8 | 1397 | 1.860 | =406 | 2.896 58 | 1.296 | 1.672 | 2.002 | 2.392
9 | 1383 | 1833 | 2262 | 2821 59 | 1296 | 1.671 | 2.601 | 2.391
10 | 1372 | 1.812 | 2228 | 2754 60 | 1.296 | 1.671 | 2.000 | 2.390
11 | 1363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 61 | 1.296 | 1.670 | 2.000 | 2.389
12 | 1356 | 1.782 | 2179 | 2.681 62 | 1295 | 1.670 | 1.999 | 2.388
13 | 1350 | 1.771 | 2.160 | 2650 63 | 1.295 | 1.669 | 1.998 | 2287
14 | 1345 | 1.761 | 2.145 | 2.524 64 | 1.295 | 1.669 | 1.998 | 2.386
15 | 1341 | 1753 | 2131 | 2.602 65 | 1.295 | 1.669 | 1.997 | 2.385
16 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 66 | 1.295 | 1.668 | 1.997 | 2.384
17 | 1333 | 1.740 | 2110 | 2.567 | 67 | 1.294 | 1.668 | 1.996 | 2.383
18 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 68 | 1.294 | 1.668 | 1.995 | 2.382
19 | 1328 | 1.729 | 2.0937] 2.539 69 | 1.294 | 1.667 | 1.995 | 2.382
20 | 1325 | 1725 | 2.086 | 2.528 70 | 1.294 | 1.667 | 1.994 | 2.331
21 [ 1323 | 1721 | 2.080 | 2518 71 ] 1.294 | 1667 | 1.994 | 2.380
22 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2508 72 112931 1666 | 1.993 | 2.379
23 | 1319 [ 1.714 | 2.069 | 2.500 73 | 1.293 | 1.666 | 1.993 | 2.379
24 | 1318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 74 | 1.293 | 1.666 | 1.993 | 2.378
o | 25 1316 [ 1.708 | 2.060 | 2485 o [ 75] 1293 ) 1665 | 1.992 | 2.377
26 | 1315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 76 | 1.293 | 1665 | 1.992 | 2.376
27 | 1314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 77 | 12931 1.665 | 1.991 | 2.376
28 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 78 | 1.292 | 1.665 | 1.991 | 2.375
29 | 1.311 | 1.699 | 2.:045 | 2.462 79 | 1292 | 1664 | 1.990 | 2.374
30 | 1310 | 1697 | 2.042 | 2.457 80 | 1.292 | 1.664 | 1.990 | 2.374
31| 1.309 | 1.696 | 2.040 | 2.453 81 | 1.292 | 1.664 | 1.990 | 2.373
32 | 1.309 | 1.694 | 2.037 | 2.449 82:] 1.292 ] 1.664 | 1.989 | 2.373
33 | 1.308 | 1.692 | 2.035 | 2.445 83 | 1.292 | 7553 | 1.989 | 2.372
34 | 1.307 | 1691 | 2.032 | 2.441 84 | 1292 | 1 363 | 1.989 | 2.372
5[ 1305 | 1690 | 2.030 | 2.438 85| 1.292 [ 1.663 | 1.988 | 2.371

| 36 | 1.306 | 1688 | 2.028 | 2.434 86 | 1.291 | 1.663 | 1.988 | 2.370
37 | 1.305 | 1687 | 2.026 | 2.431 87 | 1.291 | 1.663 | 1.988 | 2.370
38 | 1.304 | 1.686 | 2.024 | 2.429 88 | 1.291 ' 1662 | 1.987 | 2.369
39 [ 1.304 | 1.685 | 2.023 | 2.426 89 | 1.26% | 1.662 | 1.987 | 2.369
40 | 1.303 | 1.684 | 2.021 | 2.423 90 | 1.291 | 1.662 | 1.987 | 2.368
41 [ 1.303 | 1683 | 2.020 | 2.421 91 | 1.291 | 1.662 | 1.986 | 2.368
42 | 1,302 | 1682 | 2018 | 2.418 92 | 1.291 [ 1.662 | 1.986 | 2.368
43 ] 1.302 | 1681 | 2.017 | 2.416 | 93 | 1.291 | 1861 | 1.986 | 2.367
44 | 1301 | 1680 | 2015 | 7414 94 [ 1291 ] 15661 ] 1.986 | 2.367
45171301 [ 1679 [ 2014 | 7412 95 | 1.291 | 1.661 | 1.985 | 2.366
46 | 1.300 | 1679 | 2.013 | 2.410 96 | 1.290 | 1.661 | 1.985 | 2.366
47 | 1.300 | 1678 | 2012 | 2.408 97 | 1.290 | 1.661 | 1.985 | 2.365
48 | 1299 | 1677 | 2.011 | 2.407 98 [ 1.290 | 1.661 | 1.984 | 2.365
49 [ 1299 | 1677 | 2.010 | 2.405 99 | 1.290 | 1.660 | 1.984 | 2.365
50 | 1.299 | 1.676 | 2.009 | 2.403 100] 1.290 | 1.660 | 1.984 | 2.364
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PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN
DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN

PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
(Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-213/P3./2001 tanggal 15 Maret 2001)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan
No.466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi
Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubur.gan Dengan
Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenik-
matan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengarn Pelaksanaan
Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi
" Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan
Pekerjaar Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenik-
matan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan
Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Perghasilan Bruto Pembeari Kerja;

Mengingat :

1. Undang-undang No.6Tahun 1983 (BN No.3994 hal.1B-20B dst)
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun
1983 No0.49, TLN RI No.3262) sebagaimana telah diubal terakhir
dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (BN NNo.6503 hal.1B-
9B dst) (LN RI Tahun 2000 No.126, TLN RI N0.3984);

2. Undang-undang No.7 Tahuri 1983 (BN No.3995 hal.1B-318 dsi)
tentang Pajak Penghasilar (LN RI Tahun 1883 No.50, TLNRI No.3263)
sebagaimana teluh diubah terakhir dengan Undang-undanrg No.17
Tanhun 2000 (B No.6506 hal.1B-78 dst) (LN RI Tahun 2000
No0.127, TLN RI No.3985);

3. Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 (BN No.6545
hal.148) tentang Penyediaan Makanan Dan Miruman Bagi Seluruh
Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan
Pelierjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Béntuk Natura Dan
Kenikrnatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitzn Dengan
Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dz:i Penghasitan
Bruto Pemberi Kerjs;

MEMUTUSKAN :

Meretapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERIAKUAN
PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI
SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK
NATURA DAN KENIKMATAN D! DAERAH TERTENTU SERTA YANG
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMEERI KERJA.

Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajek ini yang dimaksud
dengan :

3. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah
makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi
seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan
dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja.

Business News 6608/2-5-2001

b. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu :

1) daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak
dikembangkan tetapi keadaan sarana dan prasaiana sosial
ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau
oleh transportasi umum karena terbatasnya sarana angkutan
umum baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk
mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan
ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang
cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang;
daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman febih dari 50
(lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan min-
eral.

2)

Pasal 2
Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi
seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan
bukan merupakan penghasilan bagi pegawai.

Pasal 3
(1) Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan
yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan,
keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situzsi
lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pem-
beri kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai walaupun
diberikan bukan di daerah terpencil.
Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan
dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwa-
jibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pemda
setempat termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam
kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansin/satpam, dan
penginapan untuk awvak kapal/pesawat, serta antar jemput pagawai.

@

Pasal 4

Penggantian atat imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah

tertentu yang dapat. dikurangkan dan penghasilan bruto adalah sarana
dan fasilitas di lokasi bekerja untuk :

a. tempattinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarga-
rya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada tempat ting-
gal yang dapat disewa;

b. pelayanan kesehatan, sepanjang dilokasi bekerja tersebut tidak
ada sarana kesehatan;

¢. pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi
bekerja tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara;

d. pengangkutan bagi pegawai di lokasi be<erja, sedangkan pen-
gangkutan anggota keluarga dari pegawai yang bersangkutan
terbatas pada pengangkutan sehubungan dengan kedatangan
pertama ke lokasi bekerja dan kepergian pegawai dan keluarganya
karena terhentinya hubungan kerja;

e. olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk go!f, boat-
ing dan pacuan kuda, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak
tersedia sarana dimaksud,

(1)

(2) Pengeluaran ... ...



2} Pengeluaran-pengeluzran daiam ventuk natura den kenikmatan
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bukan merupakan
penghasiian bagi pegawai dan dapat dibebankan sebagai binya bagi
pemberi kerje pada tahun pajak dibayarnya atau terutangnya
pengeluaran tersebut.

3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud

dalam Ayat (1) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 {satu)

tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang

No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang No.17 Tahun 2000.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan untuk

jangka waktu 10 tahun yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkan-

nya keputusan dan dapat diperpanjang kembali.

)

=

Pasal 5
Wajib Pajak yang melakukan penanaman di daerah terpencil dapat
mengajukan permohonan penetapan sebagai daerah terpencil kepada
Kepala Kantor \Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang miembawahi

—
~

Kantor Pelayanan Pzjak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan.

menggunakan formulir sebagaimana dimaksud datarn Larapiran ¥

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan dilampiri:

a. Surat Persetujuan Tetap dan BKPM atau instansi berwenang terkait
uneuk Wajib Pajak penanaman modal atau rencana investasi untuk
Wajib Pajak lainnya;

b. Peta lokasi;

Neraca/Laporan Keuangan terakiir sebelum tahun permobionan;

d. Pemyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial

. ekonomi dengan mengqunakan formulir sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran 1.2 Keputusan Direktur Jenderal Pajzk ini.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor

Wilayah mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Permohonan

Untuk Ditetapkan Sebagai Daerah Terpencil dengan menggunakan

formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 11 Keputusan

Direktur Jenderal Pajak ini.

Sebefum diberikan keputusan tentang penetapan sebagai daerah

terpencil, Kepala Kanwil D3P yang menerima permohonan dapat

melakukan pemeriksaan ke lokasi daerah terpencil.

Apabila lokasi daerah terpencil berada di fuar wilayah ke:j2 Kanwi!

D3P yang bersangkutan, Kepala Kanwil DIP dimaksud dapat meminta

bantuan kepada Kepala Kanwil DIP tempat lokasi daeran terpencil

tersebut berada untuk melakukan pemeriksaan dengan tirdasan
kepada Kepala KPP terkait dan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kepala Kanwil DJP memberikan keputusan dengan menggunzkan

formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I1I atau Lampirar.

IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini paling lama dalam waktu 3

(tiga) bulan setefah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkan.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (5) dapat diterbitkan paling tama 6 {enam) bular dalam hal

diperiukan pemerikszan oleh Kanwil DIP lainnya.

Surat permchongn Waiih Pajak diterima secara lengkap sebagai-

mana dimaksud dalam Ayat (5) adalah saat diterirna permohonan

deserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud datam Ayat (1).

Apabila setelah lewat jangka waktu sebaoaimana dimaks::d caiam

Ayat (5) atau Ayat (6), Kepala Kantor Wilayah tidak memberi suatu

keputusan, permohonan penetapan sebagai daerah terpenci

dianggap dikabulkan.

o
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Pasal 6

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan atau telah diberikan

Keputusan penetapan sebagai daerah terpencil, dibuatkan Buku Reg-

ister pengawasan tersendiri baik di Kanwi{ DJP maupun di KPP dengan

formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan

Direktur Jenderal Pajak ini.

Untuk memonitor perkembangan investasi di daerah terpencil,

laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagai lampi-

ran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan harus diuraikan secara rinci
mengenai :

3. daftar harta dan penyusutan yang memperoleh perlakuan PPh
atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan di daerah terpencil dengan menggunakan formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V.a Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini.

¢!

~—

ey
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b. oaftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenik-
matan yang memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil
dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran V. b Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7
Permohonan penetapan sebagai daerah terpencil yang diterima
sebelum Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan, diselesaikan

sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jencera!
Pajak ini.

Pasai 8

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2001,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal i5 Maret 2001

DIREKTUR JENDERAL
ttd.
HADI POERNOMO
NiP.060027375
LAMPIRAN F :

Normor
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal  : Permohonan Penetapan

Sebagai Daerah Terpencil
Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah .........

Berkenaan dengan investasi perusahaan kami:
Nama :

NPWP
Alamat Kantcr Pusat
Alamat Lokasi Usaha :

maka sesuai aengan Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000
tangeal 3 Nopamber 2000, atas investasi perusahaan kami pada lokasi
sebagaimana disebutkan di atas, dengan ini kami mengajukan
permchanan untuk dapat ditetapkan sebagai daerah terpencil dan untuk
ramperoieh perlakuan PPh atas penggantan atau imbalan dalam bentuk
natura dan kenikmiatan di daerah terpencit berdasarkan ketentuan Pasai
4 ayat (3} huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf e
Undang-undang No.7 Tahur: 1$33 tentang Pajak Penghasilan sebzgaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2200.
Untuk kelengkapannya bersama ini kami sampaikan lampiran
sebagai berikut :
I Surat Persetujuan tetap dari BKPM/perincian rencana investasi;

2. Peta lokasi;
3. Neracz/Leporan Ketangan sebelun: tanun permohonan;
4.

Pernyataan mencenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial
ekonomi.

Demikian permohonan kami sampaikan.

Ternbusan kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

*) coret yang tidak perlu

Lampiran I.a




Lampiran I.a

PERNYATAAN MENGENAI KEADAAN SARANA ANGKUTAN DAN
SARANA SOSIAL EKONOMI DI LOKAST USAHA
(dalam rangka permohonan penetapan sebagai daerah terpencil)

No.| JENIS SARANA ADA/ | APABILA TIDAK ADA DI
TIDAK| LOKASI BERAPA JARAK-
ADA NYA DENGAN LOKASI *)

SARANA ANGKUTAN
Angkutan darat
Angkutan air
Angkutan udara

[N

II. | SARANA SOSIAL
EKONOMI

Jalan umum/jembatan
Pelabuhan/dermaga laut
Pelabuhan/darmaga
sungai Pelabuhan udara
Listrik (PLN)

Air bersih (FAM)
Perumahan yang dapat .
-1 disewa pegawai

Rumah Saklt/Pohklmlk
Sekolah
Olahraga/Hiburan
Tempat peribadatan - -
0.| Pasar

NN

SOmNe AW

Keterangan:
*) Perkiraan jarak terdekat dengan lokasi dari sarana yarg ada

yang membuat pernyataan,

Covvrrnarenneneetnessaens )
Lampiran I

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
‘DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH ......
Nomor :& e 20..
Lampiran :
Perihal . Permintaan kelengkapan permohonan untuk
ditetapkan sebagai daerah terpencil
Kepada-Yth. - .
SNt inennnnrenies

Berkenaan dengan surat Saudara NOMOL .oveuerverennnss tanggal
.................. perihal- permohonan penetapan sebagai daerah terpencil,
menurut penelitian kami ternyata masih terdapat beberapa parsyaratan
yana befum dipenuhi.

Agar permohonan Saudara dapat segera diproses diminta kepada Saudara
untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,
NIP .............
Tembusan :
1. Kepaia KPP .vvivvverennne ;
2. Arsip.
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Lampiran I171:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ........
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENETAPAN SEBAGAI DAERAH TERPENCIL

Nomor: KEP-....... JWPJ..../20...

Membaca : .
1. Surat permohonan Wajib Pajak ....ceeeens.. SNOMOT civvneenn,
tanggal...oeeveeanne. )

2. Laporan Hasil pemenksaan daerah terpencil, nomor
tanggal ...ccoveeeneene.

' Memmbang

_bahwa terhadap investasi di daerah terpencil perlu diberikan insentif

agar potensi ekonomi yang ada dapat dikembangkan dengan baik;
b. bahwa setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan ternyata permo-

honan Wajib pajak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Mengingat :

1. Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan seba-
gaimana telah diubah terakhlr dengan Undang undang No.17 Tahun
2000;

2. Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK 0472000 tanggal 3 Nopem-
ber 2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh

. Pegawal Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan
- Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan
Kenikmatan Di Daerah Tertentu-Serta Yang Berkaitan Dengan

Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan
Bruto Pemben KerJa

MEMUTUSKA N
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN
SEBAGAI DAERAH TERPENCIL

Nama Wajib Pajak
NPWP

Alamat Domisili
Untuk Lokasi

Pasal 1
- Terhadap investasi tersebut di atas, diberikan perlakuan PPh

atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di
daerah terpencil berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (1)
huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang No.? Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun
2000 sebagai berikut :

Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarga-

nya; *)
- Pelayanan Kesehatan, ¥
- Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya; *)
- Pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya; *)

- Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boat-

ing dan pacuan kuda; *)

Pasat 2
Perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk
natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas
berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan berfaku selama
10 (sepuluh) tahun, sedangkan sarana dan atau prasarana yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun disusutkan sesuai dengan
masa manfaat sarana dan atau prasarana tersebut.

Pasal 3
Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan
kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan/berdomisiii.



Pasal 4
Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila ternyata dike-
mudian hari diketahui terdapat kekeliruan.

...... s erenennmeneennnn 200

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

NIP.
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala KPP...ccoevine KPP lokasi);
3. Kepala KPP............ KPP domisili);
4. Pertinggal.
*} coret yang tidak periu.
Lampiran IV ;
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH .......
Nomor  :5-
Sifat :
Perihal  : Penolakan permohonan Penetapan

Sebagai Daerah Terpendil
Kepada Yth.

Sehubungan dengan permohonan penetapan sebagai daerah
terpencil yang Saudara ajukan tanggal ............ NOMOL.iercerernes , maka -
berdasarkan penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan daerah terpencil
NOMO..ueeenssenens tanggal.......eeennenens , bahwa permohonan untuk dapat
ditetapkan sebagai daerah terpencil tidak dapat disetujui, dengan alasan

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,

(ceveerenrnasrnnnnns )
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Kepala KPP.......... KPP |okasi);

3. Kepala KPP........... KPP domisili);

4. Pertinggal.

Lampiran V.a :

DAFTAR HARTA DAN PENYUSUTAN YANG
MEMPEROLEH PERLAKUAN PPh

Lampiran V.b :

DAFTAR PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA
DAN KENIKMATAN YANG MEMPEROLEH PERLAKUAN PPh ATAS
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA
DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL

Tahun Pajak

I. Umum :
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat Pusat

Alamat Lokasi

Penetapan sebagai daerah terpencil:
Nomor N errensenisene

Tanggal D meresreresseenenseenen

II. Perlakuan PPh atas penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan di daerah terpencil.

(dafam ribuan rupiah)

Jenis penggantian/imbalan Tahun 20..
(Rp)
Besarnya biaya yang dapat dikeluarkan untuk :
a. Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawal
‘dan keluarganya di daerah terpencil.
b. Pelayanan kesehatan di lokasi bekerja di daerah
terpencit .
¢. Pendidikan bagl pegawai dan keluarganya di lokasi
bekerja di caerah terpencil.
d. Pengangkutan pegawai di lokasi bekerja dan
keluarganya dari lokasi tempat asal ke lokasi
bekerja dan dari lokasi bekerja di daerah
terpencil ke daerah asalnya pada saat
pemutusan hubungan kerja baikkarena
pensiun atau karena sebab lain, dan biaya antar
jemput pe%awai di lokasi kerja di daerah terpencil.
e. Sarana olanraga bagi pegawai dan keluarganya di
daerah terpencil tidak termasuk golf, boating, dan
pacuan kuda,
........... PR S
Waijib Pajak,
&PWP.

Lampiran VI :

BUKU REGISTER WAJIB PAJAK YANG MEMPEROLEH
KEPUTUSAN PENETAPAN/PENOLAKAN
" SEBAGAI DAERAH TERPENCIL

ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN No | Nama, NPWP | No.& Tgl. | No.& Tgl.sK | Jenis sarana/ Ket.
KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL. dan Alamat Per- penetapan prasarana
mohonan sebagai yang diberikan
Keadaan Per ..........e.. 20.. daerah sesuai
terpencil dengan Pasal 2
— atau Surat | Kep.Men.Keu No.
No.| Jenis Tahun | Nitai PENYUSUTAN Penolakan | 466/KMK.04/2000
Harta Per- Per-
Ber- olehan | olehan s.d.tahun | Tahun —[ s.d.tahun 1 2 3 4 [ 6
wuijud 1alu Laporan Ialu :
L
......... g vervneeens 20000
Wajib Pajak.
................. 3
NPWP. (Y)
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TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILATAN KEMBALI
AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN .
(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/P]/2002 tanggal 2 Desember 2002)

CIREKTUR JENDERAL PAJAK,

nbang:

bahwa sestai dengan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri
agan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva
Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, periu menetapkan Keputusan
tur Jenderal Pajak-tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan
sian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.’

jingat

Indang-undang Nomor 6 Tahun1983 (BN No.3994 hal.15-208
1st.) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI
ahun 1983 Nomor 49, TLN RI Nomor 3262) sebagaimana telah
yeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
fahun 2000 (BN No.6503 hal.1B-98 dst.) (LN RI Tahun 2000
Jomor 126, TLN RI Nomor 3984);

Jndang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (BN No.3995 hal.15-318
dst.) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 Nomor 50, TLN
[ Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
Jengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (BN No.6506
hal.1B-78 dst.) (LN RI Tahun 2000 Nomor 127, TLN RI Nomor
3985); :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK 03/

2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untux Tujuan
Perpajakan.

MEMUTUSKAN :
etapkan :
6 CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILATAN KEMBALI AKTIVA
‘AP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN. '

Pasal 1

Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetop
perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan
Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada
Kepata Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP domisili), paling lambat 30 (liga
puluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali
aktiva tetap dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud
pada lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dan dengan
melampirkan :

a. Fotokopi surat ijin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh instansi
Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha
tersebut.

b. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai
profesional yang diakui Pemeriniah.

c. Daftaer Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan
Perpajakan sebagaimana dimaksud pada lampiran I Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini;

d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali
aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik;

e. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Permohonan Wajib Pajak yang terlambat diajukan atau tidak

dilengkapi dengan lampiran sampai dengan batas waktu sebagaimana

diatur pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan.

~

Pasal 2

) Apabila permohonan Wajib Pajak menurut hasil penelitian telah
memenuni persyaratan formal gan materiai, maka Kepaia Kantor
Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur Jencera:
Pajak dengan menggunaka:n formulir sebagaimana dimaksud pada
tampiran 111 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 30
(tiga puluhi} hari kerja setelah tanggai diterimanya permohonan Wajib
Pajak.

(2) Apabila permohonan Wajib Pajak menurut hasil penelitian tidak

3

(4

a

memenuhi persyaratan formal dan atau material, maka Kepala Kantor
Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Penolakan Direktur Jenderal
Pajak deingan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada
lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib
Pajak.

Apabila setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Kepala Kantor Wilayah belum menerbitkan
Keputusan Persetujuan atau Keputusan Penolakan Direktur Jenderal
Pajak, maka permohonan Waijib Pajak dianggap diterima dan Kepaia
Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur
Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berakhirnya
batas waktu tersebut.

Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung tanggal akhir batas waktu
tersebut.

~

fag

Pasal 3

Bagi Wajib Pajak yang karena kondisi keuangannya tidak me-
mungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran Pajak Penghasilan
Final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap
perusahaan dengan jumlah tidak lebih dari Rp 2.000.000.000.000Q,-
(dua triliun Rupiah) dapat mengajukan permohonan pembayaran
secara angsuran paling fama untuk 12 (dua belas) bulan kepada
Kepala Kantor Wilayah dengan menggunakan formulir sebagaimana
dimaksudd pada lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini,
bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan penilaian
kembali aktiva tetap perusahaan.

~

(2) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetu-
juan (seiuruhnya atau sebagian) dengan menggunakan formuiir
sebagaimana dimaksud pada lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal
pajak ini, bersamaan dengan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak sebagaimana d'maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat {3};

(3) Dalam hal besarnya Fajak Penghasilan Final yang terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari Rp
2.000.000.000.000,- (duz triliun Rupiah) maka Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran untuk lebih
dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (Iima) tahun kepada Direktur
Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud
pada lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, pating
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Keputusan
Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3);

(4) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada avat

(3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Persetujuan
(seluruhnya atau sebagian) atau Keputusan Penolakan dengan meng-
gunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran VIII Keputu-
san Direktur Jenderal Pajak ini, dalam batas waktu 14 (empat belas)
hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.

(5) Apabila setelah lewat batas waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat

"(6

@

(2) dan ayat (4) belum diterbitkan Keputusan Persetujuan atau
Keputusan Penolakan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap
diterima.

Keputusan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya batas
waktu fersebut.

Persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Keputusan Persetujuan
Direktur Jenderal Pajak beriaku sejak tanggai akhir batas waktu
tersebut.

)

~

Pasal 4 ..........




Pasal 4

) Pajak Penghasilan Final yang terutang atas selisih lebih penilaian
kembali aktiva tetap perusahaan harus dibayar lunas ke Kas Negara
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling fambat 15
(lima belas) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Keputusan
Persetujuan Direktur Jenceral Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) atau ayat (3), atau paling lambat pada tanggal jatuh
tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal Wajib Pajak
memperoleh Keputusan Persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau
Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4), atau ayat (6).
Atas keterlambatan pembayaran dan atas angsuran pembayaran
pajak sebagaimana dimaxsud pada avat (1), dikenakan sanksi admin-
istrasi berupa bunga sesuai ketentuan umum Undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelak-
sanaan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak dikenakan sanksi tambahan Pajak
ghasilan Final sebesar 20% (dua puluh persen) karena melakukan
igalinan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan
iilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru golongan
va dimaksud, maka tambahan Pajak Penghasilan Final tersebut harus
ayar lunas ke Kas Negara paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
aslah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.

Pasal 6
Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku,
3t Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/P1.42/1998 tanggal
September 1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali
va Tetap Perusahaan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 .
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada
|gal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
gumuman ‘Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
ampatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2002
Direktur Jenderal,

3B

LampiranI

Nomor
Lampiran .
Perihal Permohonan persetujuan penilaian
kembali aktiva tetap perusahaan

untuk tujuan perpajakan

Yth. Kepala Kantor Wilayah ........
Direktorat Jenderal Pajak
di

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa * dari ‘NVajib Pajak :
Nama

NPWP
Alamat

mengajukan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap

perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 486/KMK.(03/2002 tanggal 28 Nopember 2002, terhi-

tung mulai tanggal ..eeeeevvevereecrennnn,

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan pula :

a. Fotokopi surat ijin usaha jasa penilai yang dilegalisir oleh instansi
Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;

b. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai profesioniat
ang diakui Pemerintah;

c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan
Perpajakan.

d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali
aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik;

e. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepaia
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Demikian permohonana kami untuk dapat dipertimbangkan.

(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

ttd. *) coret ang tidak sesuai dan-
HADI POERNOMO lampirkan surat kuasa khusus
NIP.060027375 dalam hal selaku kuasa Wajib Pajak.
LampiranII
AWAIIB PAJAK & v,
NP e
DAFTAR PENILATAN KEMBALT AKTIVA TETAP PERUSAHAAN  UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
PER TANGGAL ..........
- (Dalam Rupiah)
" KELOMPOK/IENIS TAHUN NILAT NILAI BUKU FISKAL NILAI BUKU FISKAL NILAI BUKU FISKAL SELISIH
AKTIVA TETAP PEROLEHAN PEROLEHAN TH. BUKU TERAFHIR TAHUN BERJALAN (NILAI PASAR) LEBIH
BERWUIUD SEB.PERNILAIAN KEMBALI | SEB.PENILAIAN KEMBALI SET.PENILAIAN KEMBALI (7)-(6)
(2) (3) 4) (5} (6 ) (3)
BUKAN BANGUNAN
Kelompok - I
Kelompok - 11
Kelompok - IIT
G
SRR
Permanen
- Tidak Permanen
JUMLAH J J
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KETERANGAN




‘ANGAN : Harap diisi dengan rincian masing-masing jenis akliva
tetap, kecuali dalam hal jenis aktiva tetap yang sama
yang termasuk dalam kelompok harta yang sama dan
diperoleh serta dipergunakan dalam tahun yang sama,

dapat digabungkan/dijumlahkan.
Lampiran IIT

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- ...vveeiiiiiies
TENTANG
SETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1aca : .
sermohonan Wajib Pajak ... nininnnnn, Nomor ........ceeeeeee
Al
nbang:

-shwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indone-
a Nomor 486/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
omor KEP-....... /P3/2002 tanggal 2002, Wajib Pajak yang
\elakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan
arpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak
2ngan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang
iembawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
ahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal
an material yang berlaku.

ingat : :
ndang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
ambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
ebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
lomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
985);

‘eputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/ KMK.03/
002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Penilaian Kembali Akliva
etap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

‘eputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ...... /P1/2002 tanggal
.......... 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kembali Aktiva
‘etap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN :
>tapkan :
JTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN
LATIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN
"AJAKAN.

"AMA:

Menyetujui permohonan dari :
a Wajib Pajak
NP

1at

penilaian kembali aktiva tetap perusahzan untuk tujuan perpajakan
anggal eeeveenes , sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini

UA :

Pajak Penghasilan Final yang terutang atas selisih lebih penilai-
tembali aktiva tetap dimaksud adalah sebesar Rp. ............
.......................................................... ) vang harus dibayar lunas
ig lambat tanggal ............ , atau tanggal jatuh tempo setiap angsuran
ibayaran berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atau
stusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pembayaran pajak
Ira angsuran.

IGA :

Keputusan ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat
jau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Wajib Pajak.
INAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disanrpaikan kepada:
3la Kantor Pelayanan Pajak .........cceeoveinnnnenns , untuk ditindaklanjuti
3gaimana mestinya.
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Ditetapkan di
Pada tanggal ..........

A.n. DIREKTLIR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

Salinan/fotokopi Lampiran 11
yang telah dilegalisasi oleh
Kepala Kantor Wilayah.

LampiranlV

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- ..o,
TENTANG
PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Membaca :
surat permohonan Wajib Pajak .......cccccccvmureceriinnnnns NOMOL veeviivereeernes
tanggal .icieeinic i
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indone-

sia Nomor 486/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-....... /P3/2002 tanggal 2002, Wajib Fajak waijib
menyampaikan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva
tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan kepada Kepala Kantor
Wilazah vang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib
Pajak;

bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan forrnal
dan material yang beriaku.

Mengingat :
1.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
17 Tahun 2000 (Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun 2000
Nognc;r 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norior
3985);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.C3/
2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva
Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ...... /P3/2002 tanggal
2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kembali Aktiva
Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN.

PERTAMA :

Nama Wajib Pajak
NPWP
Alamat

Menolak permohonan dari :

atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan

dengan alasan :

Keputucan ini m.lai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderai Pajak ini disampaikan kepada:

Kepala Kantor Pelayanan Paiak ........ceovccreenienenens

untuk ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan




Ditetapkandi..........
Pada tanggal ..........

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

LampiranV

omor

mpiran

>rihal : Permohonan persetujuan pembayaran
PPh Final atas selisih lebih penilaian
kembali aktiva tetap secara angsuran
untuk jangka waktu tidak lebih dari
12 (dua belas) bulan.

h. Kepala Kantor Wilayah ........
Direktorat Jenderal Pajak
di.. .

engajukan permohonan persetujuan pembayaran PPh Final yang
* rutang sebesar Rp. ............ PPN ) secara angsuran

tuk jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sehubungan
">abila permohonan kami untuk penilaian kembali aktiva tetap

rrusahaan untuk tujuan perpajakan disetujui, karena kondisi keuangan

srusahaan yang tidak memungkinkan sebagaimana tercermin pada

'oyeksi Arus Kas tahun ini dan satu tahun ke depan (terlampir).

1imi mohon pembayaran secara angsuran dimaksud dapat dilakukan

lam ....... [ CT— ) kali angsuran.

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

- coret yang tidak sesuai dan
lampirkan surat kuasa khusus dalam
hal selaku kuasa Wajib Pajak.

Lampiran VI

DEPARTEMEN KELUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- ..ccvveiiiiiiinins

TENTANG
ERSETUJUAN/PENOLAKAN" PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS SELISIH
LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP SECARA ANGSURAN
JNTUK JANGKA WAKTU TIDAK LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) BULAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
embaca :
Jrat permohonan Wajib Pajak ......ccccccciiiiiinannn. Homor ...
aTo o | RN
enimbang :

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indone-
sia Nomor 486/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jendaral Pajak
Nomor KEP-....... /P3/2002 tanggal .....coue. 2002, Wajib Pajak yang
mernperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan
untuk tujuan perpajakan dapat meizkukan pembayaran secara
angsuran untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan
atas Pajak Penghasilan Final yang terutang tidak !ebih dari Rp
2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) dengan mengajukin
permohonan persetujuan Direktur Jenderal Pajak kepada Kepcla
Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak terdaftar.

usiness News 5859/8-1-2003

b. bahwa Wajib Pajak tersebut di atas telah mendapat persetujuan
penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor .......... tanggal
.......... dan terutang Pajak Penghasilan Final Sebesar Rp. ........cccu....

¢. bahwa alasan permohonan Wa'jib Pajak telah memenuhi (seluruhnya
atau sebagian)/tidak memenuhi® persyaratan untuk dapat diterima.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor S0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomior
17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
glgg?_c;r 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2);

2. Kenutusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/
2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva
Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ...... /P3/2002 tanggal
........... 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kembali Aktiva
Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN/
PENOLAKAN" PEMBAYARAN PPh FINAIL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP SECARA ANGSURAN UNTUK JANGKA WAKTU
TIDAK LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) BULAN

PERTAMA :

dari Menyetujui (seluruhnya atau sebagian/menolak™ permohonar
ari :

Nama Wajib Pajak
NPWP .

Alamat

untuk melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu tidak
lebih dari 12 (dua belas) bulan atas Pajak Penghasilan Final yang terutang

sebesar Rp. ... (eeneeeeneennrnnnniens ) berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor ... .

KEDUA :
Menetapkan jadwal pembayaran secara angsuran sebagai berikut**)

Angsuran

Jumilah Jumlah  Jumiah
Dalam Jatuh Tempo Angsuran  Bunga Harus
12 bulan . Dibavar
* Pertama (15 hari kerja Rp. ...... Rp. ...... Rp. eeeeee
setelah tanggal
SKDJP ini)
* Kedua e, Rp. ......
* Ketiga e Rp. oot
* Keempat  .ooeiieeeeenes Rp. ......
* Kelima  veeevveeeeees Rp. ......
Fodst. o e Rp.......
Jumlah Total : Rp. couee
KETIGA :

Menetapkan PPh Final yang terutang harus dibayar lunas pal-
ing lambat 15 hafi kerja setelah tanggal Keputusan ini;™""

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat
ditinjau  kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Wajib
Pajak.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ........... untuk ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di ..........
Pada tanggal ..........

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

7 coret yang tidak sesuai
"+ hanya diisi dalam hal diberikan persetujuan seluruhnya atau sebagian
"' hanya berlaku dalam hal penolakan

lLampiran VII ..........




Lampiran VII

Nomor

Lampiran : .

Perihal . Permohonan persetujuan pembayaran
PPh Final atas selisih lebih penilaian
kembali aktiva tetap secara angsuran
untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu)
tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun.

Yth. Direktur Jenderal Pajak

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa * dari Wajib Pajak :
Nama
NPWP :
alamat

mengajukan permohonan persetujuan pembayaran PPh Final yang
terutang sebesar Rp. ............ (e ) secara angsuran
untuk jangka waktu ....... [ ) tahun, sehubungan dengan persetujuan
penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor tanggal
karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak
memungkinkan sebagaimana tercermin pada Proyeksi Arus Kas tahun
ini dan ...... (cevereenn ) tahun ke depan (terlampir).
Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangxan

(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

*) coretyang tidak sesuai dan
lampirkan surat kuasa khusus
dalam hat selaku kuasa Wajib Pajak

Lampiran VIIT

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- ..cevvviernrrennnnns
TENTANG
PERSETUIUAN/PENOI AKAN" PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS SELISIH
LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP SECARA ANGSURAN
UNTUK JANGKA WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN HINGGA
PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Membaca :
surat permohonan Wajib Pajak ......cccceeeeeinniniiiieinnn Nomor ...c..........
tanggal ..ovveeeveiiiieieiiieeens
Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indone-
sia Nomor 486/KMK.03/2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-....... /P1/2002 tanggal 2002, Wajib Pajak yang
memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan
untuk tujuan perpajakan dapat melakukan pembayaran secara
angsuran untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun hingga pal-
ing lama 5 (lima) tahun atas Pajak Penghasilan Final yang terutang
lebih dari Rp.2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) dengan
mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jendera!
Pajak;

b. bahwa Wajib Pajak tersebut di atas telah mendapat persetujuan
penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor tanggal
......... dan terutang Pajak Penghasilan Final Sebesar Rp. ................

C. bahwaalasanpermohonanWeI)]lb Pajak memenuhi (seluruhnya atau
sebagian)/tidak memenuhi? persyaratan untuk dapat diterima.
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Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah diubah terakhir aengan Undang-undang Nomor
17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3985);

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonssia Nomor 486/KMK.03/
2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Penilaian Kernbali Aktiva
Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ...... /PJ/2002 tanggal

2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kembali Aktiva

Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN/ .
PENOLAKAN®" PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP SECARA ANGSURAN UNTUK JANGKA WAKTU
LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN HINGGA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN

PERTAMA :
Menyetujui (seluruhnya atau sebagian/menolak” permohonai dari :
Nama Wajib Pajak
NPWP

Alamat

untuk melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu ......
(.....) tahun atas Pajak Penghasilan Final yang terutang sebesar Rp. ..........

(cervmmere e ) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor ......... tanggal ........... ;
KEDUA : '
Menetapkan jadwal pembayaran secara angsuran sebagai
berikut**)
Angsuran Jumlah Jumlah  Jumlah
Tahunan Jatuh Tempo Angsuran Biaya Harus
Dibayar
* Pertama (15 hari kerja Rp. wevuee Rp. weoc.e Rp. cocene.
setelah tanggal
SKDIP ini)
* Kedua s Rp. ... Rp. e Rp. oot
* Ketiga eevvvenees Rp. ceee. Rp. .ot Rp. e
* Keempat  eveeeeneenns Rp. .ot Rp. ..t Rp. .evee.
¥ Kelima cveeveeeens RD. ...... Rp....... RD.......
Jumlah Total : Rp. cecet Rp. .o Rp. ceorens
KETIGA :

Menetapkan Pajak Penghasilan Final yang terutang harus dibayar lunas
paling lambat 15 hari kerja setelah tanggal Keputusan ini;™*

KEEMPAT :

_ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
dicabut kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Wajib Pajak.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
Kepala Kantor Wilayah ...... ........... Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala

Kantor Pelayanan Pajak untuk ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

"' coret yang tidak sesuai

) hanya diisi da.am hal diberikan persetujuan seluruhnya atau sebagian .
**) hanya berlaku dalam hal penolakan.

p (Y)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
SPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN
ttd
KOEMORO WARSITO, SH
NIP. 060041898

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 486/KMK.03/2002 TANGGAL 28 NOVEMBER 2002

TENTANG -

PENILATAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19
-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa Kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000,
Menteri Keuangan berwenang menetapkan
peraturan tentang penilaian kembali aktiva
apabila terjadi ketidaksesuaian zntara
unsur biaya dengan penghasilan karena
perkembangan harga;

b. bahwa keteatuan sebagaimana diatur dalam
Keputusan - Menteri Keuangan Nomor
384/KMK.04/1998 tentang Penilaian Kembali
Aktiva Tetap Perusahaan, dipandang sudah
tidak memadai sehingga perlu disempurna-
kan guna lebih memberikan kemudahan dan
kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta
untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
dan pengawasannya.

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai
mana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan
tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Perusahaan Untuk Tujuan Perpajalem:
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Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian
aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap perusahaan
yang sudah ~pernah dilakukan perilaian kembali
berdasarkan ketentuai. yang beriaku sebelumnya.

Penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun
buku yang sama.

Pasal 4

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus
dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva
tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali
yang ditetapkan oleh perusahaan jasa atau ahli penrilai
yang diakul/memperoleh izin Pemerintah.

Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh
perusahaan jasa penilai-atau akli penilai yang diakui oleh
Pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan
keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak
akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar
aktiva bersangkutan.

Pasal 5

Atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku
fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu
dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya
berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang
Pajak Penghusilan yang berlaku, dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh
persen). : -

(2)

(1)

()

@

Kompensast kerugian tiskal sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tetap harus dilakukan terlebih dahulu, meskipun
dalam tahun pajak dilakukannya penilaian kembali
terhadap penghasilan kena pajak dari Keuntungan usaha
dan atau sumber lainnya.

Pasal 6

Wajib Pajak yang karena kondisi keuangannya tidak
memungkinkan  untuk  melunasi  sekaligus Pajak
Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), dapat mengajukan permohonan
pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas)
bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hal besarnya Pajak Penghasilan yang tertuang lebih
dari Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah), Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran
lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun

kepada Direktur Jenderal Pajak.

Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan secara prorata setiap tahun sesuai dengan
lamanya masa angsuran yang diatur sebagai berikut:

PPh vang terutang_ Masa angsuran

Diatas Rp 2.000.009.000,- ‘sd |
~ Rp 4.000.000.000,- 2 (dua) tahun
Diatas Rp 4.000.000.000,- sd

Rp 6.000.000.000,- 3 (tiga) tahun
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4)

1)

2)

3)

4)

vidatad [P v.UvUU.UUU.UUU,- SU

Rp 8.000.000.000,- 4 (empat) tahun

Diatas Rp 8.000.000.000,- 5 (lima: tahun

Atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilar yang
terutang dan atas pembayaran Pajak Penghasilan yang
terutang secara angsuran dikenakan sanks: administrasi
berupa bunga sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7
Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang
telah memperoleh persetujuan penilaian kembali' mulai

bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa
buku fiskal baru.

Nilai sisa buku baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

‘untuk aktiva tetap perusahaan kelompok bangunan dan

bukan bangunan yang penyusutannya menggunakan
metode garis iurus merupakan nilai perolehan fiskal baru
aktiva tetap perusahaan tersebut pada tanggal penilaian
kembali. '

Sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah

~ dilakukan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya

penilaian kembali disesuaikan kembali menjadi masa
manfaat penuh untuk kelompck aktiva tetap perusahaan
tersebut.

Dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal
aktiva tetap perusahaan untuk menghitung penyusutan
dalam bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum

(5)

(1)

(2)

bulan dilakukannya penilaian Kkembalt adalah dasar
penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal pada awal
tahun pajak yang bersangkutan dan penyusutan fiskal
dibitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan
dalam bagian tatun pajak tersebut.

Penyusutan fiskal aktiva tetap perusahan yang tidak
memperoleh  peisetujuan penilaian  kembali, tetap
menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat
fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali.

Pacal 8

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva tetap
perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian
kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka atas
pengalihan  tersebut  dikenakan tambahan  Pajak
Penghasilan yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh
persen) dari selisih lebih penilaian kembali di atas nilat sisa
buku fiskal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa -
kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dalam hal :

a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force
" majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan
Pemerintah atau keputusan Pengadilan; atau '

b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka

memenuhi persyaratan penggabungan, peleburan atau
pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan; atau
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3

(L)

(5}

c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan
karena miengalami kerusakar berat yang tidak dapat
diperbaiki lagi.

Keuntungan atav keiugian dari pengalizan aktiva tetap
peruszhzn sebesar selisih antara nifai pengalihan dengan
niiai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan
penghasilan ataw peagarang penghasilan bruto ber-
dasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak
Penghasifan.

Basal ¢

Selisih tebi penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di
atas nilai sisa buku kemersial semulz setelah dikarangt
dengan Fajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 avat (I} harus dibekukan dalam neraca kemersial
pada perkiraan modat dengan nama “Selisik  Lebik
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal.....”

Pemberizn saham: bonus atau pencatatan tambahan nilai
nominal satam tappa penyetoran yaug berasal dari
kapitalisasi selisiii Eebih penilaian kembali aktiva tetap
perusahaan, sampal dengan sebecar schicih lebih penilaian
kembali secara fiskal tersebut datam Pasal 5 ayat (ij,
bukan merupakan Gbjek Pajak berdasarkan pasal 4 ayat
(1) huruf g Undang-undang Pajak Peunghasitan jo. Pasal t
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000,

Dalam hai sefisiti lebib penilaian kembali secara fiskal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebik besar
daripada selisih lebik penilaian kembali secara komersial

sebagaimana dimaksud dzlam 2yat (1), pemberian saham

bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham
tanpa penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya sampai
dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan in mulai berlaku, maka
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.04/1998 tentang
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 12

‘Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan. '

Agar setiap oréng mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Jakarta
28 November 2002

Ditetapkan di
Pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd,

BOEDIONO
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PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 68IKMK 04/1999
TGL. 16 FEBRUARI 1999
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.42/1999 tgl. 25 Februari 1999)

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-20/PJ.4/1995
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak; : tgl. 26 April 1995 tentang Besarnya Cadangan Yang Boleh
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak ’ Dibebankan Sebagai Biaya, khususnya yang mengatur jenis
di usaha bank;
Seluruh Indonesia; © ¢c. SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.42/1998
tgl. 20 April 1998 tentang Besarnya Cadangan yang Boleh
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Dibebankan Sebagai Biaya Bagi Jenis Usaha Bank.
Menteri Keuangan R.l No. 68/KMK.04/1999 tgl. 16 Februari dinyatakan tidak berlaku.
1999. tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 10. Ketentuan ini mulal berlaku sejak tgl. 31 Desember 1998.
80/KMK.04/1995 (BN No. 5671 hal. 18-2B) tentang Besarnya Demiki tuk dilaksanak
Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagai- emikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan R.[ No. .
235/KMK.01/1998 (BN No. 6155 hal. 18), dengan ini diberikan Direktur Jenderal

ttd
A. Anshari Ritonga

penegasan sbb. :

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I No.
68/KMK.04/1999 dinyatakan bahwa besarnya dana cadangan
piutang tak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan
sebagai biaya untuk jenis usaha bank, yaitu sbb. :

a. untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhitungan Tembusan :
khusus dan kurang lancar ditentukan perhitungannya 1. Inspektur Jenderal Dep. Keuangan;
secara bertahap sesuai dengan tabel terlampi;. 2. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Ke6§nga

b. untuk kredit yang digotongkan diragukan adalah 50% {lima 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; 1%
puluh per seratus) setelah dikurangi nilai agunan; 4. Para Direktur/Kapus di lingkungan KP- DJF}‘

c. untuk xredit yang digolongkan macet adalah 100% (seratus .
per seratus) setelah dikurangi nilai agunan; Lampiran

2. Yang dimaksud dengan pengertian kredit yang digolongkan
“Lancar®, "Perhatian Khusus", "Kurang Lancar”, "Diragukan”, PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH

dan "Macet" disesuaikan dengan pengertian yang telah dite-
tapkan oleh Bank Indonesia.

3. Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk memben-
tuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada butir 1

1
Penggolcngan Kredit |
]

H
| !
L . . —
adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank. | Periode | . .ancar., | Dalarp | Kurang L_ancar |
4. Dalam laporan keuangan komersial bank yang diaudit oleh : Laporan : S?Fg?i]—:z:m;:ik } Pe;:ﬂ:in }Seiig? D;‘;U;;:NI
Akuntan Publik harus mencantumkan penjelasan bahwa : u
pembentukan dan penghitungan dana cadangan piutang tak | |lndones1; dan.Suratl | |
tertagih sebagaimana dimaksud pada butir 1 telah dilakukan ! ! Utang Pemerintah | ! f
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diperhitung- i 31_12_199ﬂ i - *i
kan dalam perhitungan rugi laba komersial. I <.d. i 0.75% | 1.2 i 3.75% |
5. Bagi bank yang laporan keuangan komersial-nya tidak diaudit * | 31.05.1999 | | | i
oleh Akuntan Publik, pembentukan dan penghitungan dana ! — i = '
cadangan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud butir 1, | 30-06-1999 | | | l
baru dapat dibebankan sebagai biaya apabila telah dilakukan | s.d. | 0.50% | 1.875% | 5.50% |
audit khusus ({special audit) oleh Akuntan Publiik atas pos tsb | 30-11-1999 | | | I
an diberi pernyataan bahwa pembentukan dan penghitungan } — ' } I
dana cadangan piutang tak tertagih tsb telah sesuai dengan | 31-12-1999 | | | |
ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhi- | s.d. | 0.625% | 2.50% | 7.50% |
tungan rugi laba komersial. | 31-95-2000 | | | |
3. Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak t ——+ 1 } |
dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang j 30-06-2000 | i | !
tak tertagih. i os.d 9.75% i 3.001 10.00% !
7. Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak selu- i 31-11-2006 | B i
ruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimak- ! — i t i
sud pada butir 6, maka jumlah kelebihan cadangan tsb i 31-12-2000 | [ | i
diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal l 5.d. l 0.8752 [ 4008 | 12.50% i
jumlah cadangan tsb tidak mencukupi maka kekurangannya ! 30-05-2001 ! ! ! 5
diperhitungkan sebagai kerugian. l 40-66-2001 ]l i N “
8. SBPU vyang tidak diendors oleh bank -lain tidak termasuk | dan | 1003 | 5.008 l 15,001 I
dalam pengertian kredit yang diberikan sebagaimana dimak- : ’ ' l ) |
R . R . . | seterusnya | | | i
sud dalam butir 1 diatas, oleh karena itu tidak diperkenankan o ) . ) h
adanya pembentukan cadangan penghapusan piutang tak
tertagih. Catatan :

9. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka :

a. SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.42/1980
tgl. 31 Juli 1990 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Penghapusan Piutang Ragu-ragu atas Surat Berharga Pasar
Uang (SBPU); ’ . - (Y]

Pembentukan Dana Cadangan Piutang Tak Tertagn untuk setiap
akhir bulan dalam setiap periode laporan dihitung prosentase
scbagaimana dalam tabel dari setiap kredit.

_ Business News 6293/5-4-1999
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PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000
TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA
BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
(Keputusan Menteri Keuangan RI No. 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

enimbang :

Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian
skum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-undang
9. 7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 1B-318 dst) tentang Pajak
:nghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
ndang-undang No. 17 Tahun 2000 (BN No. 6506 hal, 1B-7B dst),
2rlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMX.04/
)00 (BN No. 6562 hal. 198-218) tentang Jenis-jenis Harta Yang
armasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk
2perluan Penyusutan;

engingat :
Undang-undang No.7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 1B-31E5 dst)
tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No.
3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (BN No. 6506 hal. 1B-7B
dst) (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985);
Keputusan Presiden No. 228/M Tahun 2001 (BN No. 6650 hal.
118);
Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 (BN Nc. 6562
hal. 19B-21B8) tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis-
jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harga Berwujud Bukan
Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;

MEMUTUSKAN :

enetapkan :

EPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
=PUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG
INIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA
ZRWUJIUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN.

Pasal 1
Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusar, Menteri Keuangan
0. 520/KMK.04/2000 tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang
:nis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan
angunan Untuk Keperluan Penyusutan, sehingga keseluruhan Pasal 1
2rbunyi sbb.:

“Pasal 1

Jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing
kelompok harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang No, 17 Tahun 2000, adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran IV Keputusan
Menteri Keuanganini.

Untuk jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan
Menteri Keuangan ini dimasukkan ke dalam kelompok I1I.

Apabita Waijib Pajak dapat menunjukkan bahwa berdasarkan
masa manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dimasukkan ke
dalam kelompok II1, Wajib pajak harus mengajukan permohonan
untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan tsb
sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Direktur
Jenderal Pajak.

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3), Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan harus
memberikan suatu keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak
diterimanya permohonan beserta dokumen pendukung secara
lengkap.

Jsiness News 6754/26-4-2002

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak belum memberikan suatu
keputusan, maka permohonan dianggap diterima.

Pasal 11

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik indonesia. ‘

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BOEDIONO
LAMPIRAN I
Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok 1
No! Jenis Usaha Jenis Harta
urt
e
1 | Semua jenis a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan
usaha termasuk meja, bangku, kursi, almari dan
sejenisnya yang bukan bagian dari
bangunan. -

b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung,
duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/
pembukuan, komputer, printer, scanner dan
sejenisnya.

c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/
cassete, video recorder, televisi dan
sejenisnya.

d. Sepeda motor, sepeda dan becak.

e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi

y  industri/jasa yang bersangkutan.

f.  Alat dapur untuk memasak, makanan dan
minuman.

g. Dies, jigs, dan mould.

2 | Pertanian, Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
perkebunan, :
kehutanan,
perikanan
3 | Industri Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahka
makanan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pe-
dan minuman ngering, pallet dan sejenisnya.
4 | Perhubungan, Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan seba-_
pergudangan gai angkutan umum.
dan komunikasi
5 | Industri semi Flash memory tester, writer machine, bipdrar
u konduktor test system, eliminator (PE8-1), pose checker.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO

LAMPIRAN TI




LAMPIRAN IT

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok II

:nis Usaha

Jenis Harta

mua jenis
aha

b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.

Mebeldan peralatan dari logam termasuk
meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya
yang bukan merupakan bagian dari
nangunan. Alat pengatur udara seperti AG,
kipas angin, dan sejenisnya.

Container dan sejenisnya.

arfanian,
2hutanan,
erkebunan,
erikanan

. Mesin yang mengolah atau menghasilkan

Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor
dan mesin bajak, penggaruk, penanaman,
penebar benih dan sejenisnya.

atau memproduksi bahanatau barang
pertanian, kehutanan,perkebunan dan
perikanan.

ndustri
nakanan
fan minuman

I

. Mesin yang mengolah produk asal binatang,

. Mesin yang mengoiah produk nabati,

. Mesin yang menghasilkan/memproduksi

. Mesin yang menghasilkan/memproduksi

unggas dan perikanan,misalnya pabrik susu,
pengalengan ikan.

misalnya mesin minyak kelapa, margarine,
penggilingan kopi, kembang gula, mesin
pengolah biji-bijian seperti penggilingan
beras, gandum, tapioka.

minuman dan buah-buahan minuman
segala jenis.

bahan-bahan makanan danmakanan segale
jenis.

Mesin yang menghasilkan/produksi mesin
ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).

Perkayuan Mesin dan peralatan penebangan kayu.

Konstruksi Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat,
dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.

L

Perhubungan, a. Truck kerja untuk pengangkutan danbongkar

pergudangan muat, truck peron, truck ngangkang, dan

dan sejenisnya;

komunikasi b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal

. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang

khusus dibuat untuk pengangkutan barang
tertentu (misalnya gandum, batu-batuan,
biji tambang dan sebagainya) termasuk
kapal pendingin, kapal tangki, kapal
penangkap ikan dan sejenisnya, yang
mempunyai berat sampai dengan 100 OWT;
Kapal yang dibuat khusus untuk menghela
atau mendorong kapal-kapal suar, kapal
pemadam kebakaran, kapal keruk, keran
terapung dan sejenisnya, yang mempunyai
berat sampai dengan 100 DWT;

mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;
“apal oalon.

Telekomunikasi

Perangkat pesawat telepon,
Pesawat telegraf termasuk pesawat
pengiriman dan penerimaan radio lelegrai

dan radio telepon.
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No
Urt

Jenis Usaha

Jenis Harta

Industri semi
konduktor

Auto frame loader, automatic logic handler,.

baking oven, ball shear tester, bipolar test
handler (auto matic), cleaning machine, coat-
ing machine, curing oven, cutting press,
dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear
test, dynamic burn-in system oven, dynamic
test handler, eliminator (PGE-01), full automatic
handler, full automatic mark, hand maker, indi-
vidual mark, inserter remover machine, laser
marker (FUM-A-01), logic test system, marker
{mark), memory test system, moldina,mounter,
MPS automatic, M>S manual,O/S tester manual,
pass oven, pose checker, re-form machine,
SMD stock er, taping machine, tieber cut press,
trimming/forming machine, wire bonder, wire
pull tester.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BOEDIONO

LAMPIRAN IIT

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok 111

Industri Kimia

[N—o.T Jenis Usaha Jenis Harta

urt

S O

1 {Pertambangan Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang per-’

selainminyak tambangan, termasuk mesin-mesin yang me-
dan gas ngolah produk pelikan.

R SR e e

2 [Pemintalan, a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan

pertenunan produk-produk tekstil (misalnya kain katun,

dan sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu

pencelupan hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-
kain buluy, tute).

b. Mesin untuk yarn preparation, bleaching,
dyeing, printing, finishing, texturing, pack-
aging dan sejenisnya.

F3 Perkayuan a. Mesin yang mengolah / menghasilkan
produk-produk kayu, barang-barang dari
jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.

b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.

4 a. Mesin peralatan yang mengolah/

menghasitkan produk industri kimia dan
industri yang ada hubungannya dengan
industri kimia (misalnya bahan kimia
anorganis, persenyawaan organis dan
anorganis dan logam mulia, elemen radio
aktif, izotop, bahan kimia organis, produk
farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna,
cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-

resinoida wangi-wangian, obat kecantikan :
dan obat rias, sabun, detergent, dan bahan |

organis pembersih (ainnya, zat albumina,
perekat, bahan peledak, produk pirotehnik,
korek api, alloy piroforis, barang foto grafi
dan sinematografi,

produk industri fdinnya (misainya damar
tiruan, bahan plastik, ester dan ester dari
selulosa, karet sintelis, karet tirvan, kuiit
sarnak, iangat dan kulit mentah).

isiness News 6754/26-4-2002

5. Industri

Mesin yang mengolah / menghasitkan |

N




No.| Jenis Usaha Jenis Harta
Urt
'S5 ndustri Mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin
menengah dan berat (misalnya mesin mobil,
mesin kapal).
6 |Perhubungan a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal

dan komunikasi khusus dibuat untuk pengangkutan barang-
barang tertentu (misalnya gandum, batu-
batuan, biji tambang dan sejenisnya) ter-
masuk kapal pendingin dan kapal tangki,
kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang
mempunyai beratdi atas 100 DWT sampai
dengan 1.000 DWT.

Kapal dibuat khusus untuk menghela atau
mendorong kapal, kapal suar, kapal
pemadam kebakaran, kapal keruk, keran
terapung dan sejenisnya, yang mempunyai
berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000
DWT

Dok terapung.

. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang
mempunyai berat di atas 250 DWT.
Pesawat terbang dan helikopter- helikopter

-

segala jenis.

Perangkat radio navigasi, radar dan kendali
jarak jauh.

7 |Telekomunikasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO

15B

) LAMPIRAN IV
Jenis-jenis Harta Berwujud Yang

Termasuk dalam Kelompok IV

No
Urt

Jenis Usaha Jenis Harta

1 | Konstruksi
-

Mesin berat untuk konstruksi.

Perhubungan
dan komunikasi

Lokomotif uap dan tender atas rel.
Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan
batere atau dengan tenaga listrik dari
sumber luar.
Lokomotif atas rel lainnya.
Kereta, gerbong penumpang dan harang,
termasuk kontainer khusus dibuat dan
diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat
atau beberapa alat pengangkutan.
Kapal penumpang, kapal barang,kapal
khusus dibuat untuk pengang kutan barang-
barang tertentu (misalnya gandum, batu-
batuan, biji tambang dan sejenisnya)
termasuk kapal pendingin dan kapal tangki,
kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang
mempunyai berat di atas 1.000 DWT.

f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau,
mendorong kapal, kapal suar, kapal
pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-
keran terapung dan sebagainya, vang
mempunyai berat di atas 1.000 DWT.

g. Dok-dok terapung.

an

|

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO

(Y)

PENGANGKATAN PROF. DR. PRIJONO TIIPTOHERIJANTO

SEBAGAI SEKRETARIS WAKIL PRESIDEN RI
(Keputusan Presiden RI No. 70/M Tahun 2002 tanggal 17 April 2002)

, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

2nimbang :

bahwa berhubung Sdr. Bambang Kesowo, SH., L.L.M, NIP 180001392.
Pembina Utama (Gol.IV/e), telah diangkat sebagai Sekretaris Negara,
dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya
sebagai Sekretaris Wakil Presiden dan selanjutnya mengangkat
penggantinya.

bahwa berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Akhir Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural
Eselon I tanggal 20 Maret 2002, Sdr. Prof. Dr. Prijono Tjiptcher-
ijanto, NIP 130353817, Pembina Utama (Gol.IV/e), dianggap meme-
nuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Sekretaris
Wakil Presiden.

ngingat :
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegaw-
aian (LN Tahun 1974 No. 55, TLN No. 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun
1999 No. 169, TLN No. 3890);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 (BN No. 6566 hal.
4B8-88) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LN Tahun 2000 No. 193, TLN
No. 4014);
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (BN No. 6602 hal.
17B-20B) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (LN Tahun 2000 No. 197);

siness News 6754/26-4-2002

5. Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2000 (BN No. 6465 hal, 148-
158)tentang Sekretariat wakil Presiden.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : ’
PERTAMA:
Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bambang Kesowo, S.H.,
L.L.M,, NIP 180001392, Pembina Utama (Gol.IV/e), dari jabatannya
sebagai Sekretaris Wakil Presiden, disertai ucapan terima kasih atas
pengabdian dan jasa jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :
Mengangkat :
Sdr. Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto,
NIP 130353817, Pembina Utama (Gol.IV/e),
sebagai Sekretaris Wakil Presiden, dan kepadanya diberikan tunjangan
jabatan struktural eselon I a sesuai dengan kententuan yang berlaku.

KETIGA: .
Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

(Pt)
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TA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN

ERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN

DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/P1/2002 tanggal 23 April 2002)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bang:

nwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan
ynor 120/KMK.(03/2002 (BN No. 6756 hal, 3B) tentang
:rubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996
3N No. 5868 hal."198-208) tentang Pelaksanaan Pembayaran
1n Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dan Persewaan
inah dan atau Bangunan, perlu untuk menetapkan Keputusan
irektur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pernotongan dan
embayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan
anah dan atau Bangunan;

jingat :

Jngang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (BN No. 3994 hal, 18-208
7st) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI
fahun 1983 No. 49; TLN RI No. 3262) sebagaimana beberapa kali
:elah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
(BN No. 6503 hal. 1B-98 dst) (LN RI Tahun 2000 No. 126; TLN
RINo. 3984);

Undang-undang Nomor 7 Tahur, 1983 (BN No. 3995 hal. 1B-318
dst) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50; TLM R
No. 3263) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (BN No. 6506 hal. 18-78
dst) (LN RI Tahun 2000 No. 127; TLN RI No. 3985),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 (BN No. 6744 hal.
68 )tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
1996 (BN No. 5848 hai. 23B-14B) tentang Pembayaran Paiok
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau
Bangunan (LN RI Tahun 2002 No. 10, TLN RI No. 4174);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 (BN No.
6756 hal. 38) tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan
Nomior 394/KMK.04/1996 (BN No. 5868 hal. 198B-208) tentang
Pelaksanaan Pernbayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas
Penghasitan Dari Persewaan Tanan dan atau Bangunan;

MEMUTUSKAN :
enetapkan :
EPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA
“MOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK
ENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN;

Pasal 1

Datam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumiah brutc
iilai persewaan adalah semua jumiah yang dibayarkan atau terutang
deh nihak yang meanvewa dengan nama dan dalam bentuk apapun vang
erkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya
>erawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik
yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan
perjanjian persewaan yang bersangkutan.

" Pasal 2
Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan
berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung
perkanioran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk
bagiannya, rumiah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan indus-
tri, dikenakan Pzjak Penghasilan yang bersifat finat;

Pasal 3
Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajio Pajak
orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau mempe-
roleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 10% (sepulub persen; dari jumiah
bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

Pasal 4
Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah
dan atau bangunan dilakukan melalui :
{13 Pemotongan oleh panyev. datam hal penyewa adal
intah, Subje jak badan d i i

Sontuk eesn
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Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana

dimaksud dafam Pasal 4 ayat (1), pihak penyewa wajib:

a. Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat
pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana
lebin dahulu terjadi;

b. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau
Kantor Pos dan Giro paling iambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
takwin berikutnya setefah butan pembayaran atau terutangnya
sewa;

¢. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasitan yang
terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggatl 20
(dua puluh) butan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran
atau terutangnya sewa;

(2) Dalam melaksanakan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pihak yang menyewa-
kan wajib :

a. Menyetor Pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau
Kantor Pos dan Giro paling tambat tanggal 15 (lima belas) buian
takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya
sewa;

b. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasifan yang
terutang ke Kantor pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20
(due puluh) bulan takwin berikutnya setetah bulan pembayaran
atau terutangnya sewa;

Pasal 6
(1) :Dalam pembukuan Wajib Pajak yang menyewakan, wajib dipisahkan
antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan
tanah dan bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya.
(2) Bagi Wajib Pajak yang semata-mata bergerak di bidang usaha
persewaan tanah dan atau bangunan tidak diwajibkan membayar
Pzjak Penghasilan Pasal 25.

Pasal 7

(1) Dalam hal kontrak ztau perjanjian sewa ditandatangani sebelum buian
Mei 2002 dan pelaksanaannya dimulai sebelum butan Mei 2002, maka
atas penghasiian yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan
dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar
6% (enam persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

(2) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan
Mei 2002 tetapi pelaksanaannya setelah bulan April 200z, maka atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari
persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10%
(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan;

(3) Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan
pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasi'an
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dari persewaan tanah
dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuiuh persen)
dari jumlah bruto nilai persewaan;

Pasal 8
Pada saat mulai berfakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-22/P).41/
1996 tanggal 14 Juni 1996 (BN No. 5876 hal. 138-148) dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 9
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mutai berlaku pada
tanggal 1 Mei 2002.

. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
paca tanggal 23 Aprit 2002
DIRTKTUR JENDERAL,

jated
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NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 23 MARET 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN

Menimbang :

Mengingat :

TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
dan perlakuan yang sama kepada penerima
penghasilan dari persewaan tanah dan/atau
bangunan baik badan maupun orang pribadi, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29

- Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan '.

ates Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau
Bangunan ;

l.

Pasal S ayat (S)lUndang-Undang Dasar 1945

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan
Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984) ;
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Menetapkan:

B o R LI VAN

Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3263) sebagaimana Telah Diubah Terakhir
Dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3985) ;

Peraturan Pemeerintah Nomor 29 Tahun 1936
tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau
Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3636) ;

MEMUTUSKARN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHANATASPERATURAN PEMERINTAK
NOMOR29TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAKR TANAH DAK/ATAU
BA‘IGUNA“J '

Pasal 3

Beberapa ketentuan daiam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996
tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan
Tanah dan/atau Bangunan, diubah sebagai berikut :

L. - Ke.tentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal z Persewaan

sebagal bertkut :

A AJAl i

(1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang
diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atat
ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak
Penghasilan oleh penyewa.

(2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong maka Pajak
Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang
pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh

penghasilan.”
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbuny:
sebagai berikut :

“Pasal3
Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar
sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10 %

(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau
bangunan dan bersifat final.”.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

‘Agar setiap oréng mengetahuinya, memerintabkan pengumuman

Peraturan -Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia. :

Ditetapkandi : Jakarta
pada tanggal : 23 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
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“ienuaugkan ar @ Jakarta
pada tanggal : 23 Maret 2002 .

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ted.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002
NOMOR 10 )

68

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 23 MARET 2002
- TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJA|
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAALI
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentar
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tan:
dan/atau Bangunan, telah ditetapkan tarif Pajak Penghasilan at:
penghasilan yang diterima badan dari persewaan tanah dan/at:
bangunan sebesar 6 % (enam persen) dan atas penghasilan yang diterin
orang pribadi dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 10 *

" (sepuluh persen). Dalam rangka memberikan kepastian hukuin d:

perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tan:
dan/atau bangunan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan tar
yang sama yaitu sebesar 10 %-(sepuluh persen) baik atas penghasil:
yang diterima badan maupu orang pribadi.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Anigka |
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2

Pasal 2
Cukup jelas



2B

PENGHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS KOMPUTER, PRINTER, SCANNER DAN SEJENISNYA
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/P1.42/2002 tanggal 8 Mei 2002)

Para Kepala Kantor Wilayah DIP;

Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;: :
Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
Para Kepala Kantor Penyuluhan dan

Pengamatan Potensi Perpajakan;

di Seluruh Indonesia

W

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri

auangan No. 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 (BN No. 6754
al, 138-158) tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.
20/KMK.04/2000 tanagal 14 Desember 2000 (BN No. 6562 hal. 195~

'18 ) tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta

erwujud Bukan Bangunar Untuk Keperluan Penyusutan yang berlaku
wiai tanggal ditetapkan, dengan ini perlu diberikan penegasan mengenai
elaksanaannya sebagei berikut :

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000
tanggal 14 Desember 2000, harta berwujud bukan bangunan berupa
komputer, printer, scanner dan sejenisnya termasuk dalam kelompok
11 (Lampiran I1 nomor urut T huruf b).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002
tanggal 8 April 2002, harta berwujud bukan tangunan tersebut
dimasukkan ke dalam kelompok I (Lampiran I nomor urut 1 huruf
b).

Berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut di atas, agar diperhatikan
mengenai penghitungan  penyusutan atas  komputer, printer,

scanner dan sejenisnya yang telah dimiliki da dipergunakan datam

perusahaan sebelum tanggal 1 April 2002, sebagai berikut :

a. Penyusutan berdasarkan ketentuan lama (penyusutan kelompok
11) berlaku sampai dengan bulan Maret 2002; :

b. Penyusutan berdasarkan ketentuan baru (penyusutan kelompok
I) berlaku mulai bulai April 2002, dengan tetap mengguriakan
sisa manfaat semula yang akan mengalami_penyesuaiin/
percepatan secara otomatis.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya.
DIREKTUR JENDERAL,
. ttd.
HADI POERNOMO - .
NIP 060027375 -
T.

Tembusan :
1. SekretansJende al Departemen Keuangan; -
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; =
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; dan

Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

(Y) 15

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU

PAD

Crzpuiuset: onektur Jendersi Fajal

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Aenimbang : -

oahwe aes wqa n Gitel

annya Keputusan Menteri Xeuangan
3nisasi dan Tata Kerja Kantor, Wilayah
3 Pa*ef V"apt‘ Paiak Besar dan Kantor Peiavanan Pajak

’\/a]'u Pala‘( :se@r, serta sebagat pelaksa’naan Pasal 2 ayat {3) Unaang-

ndanq Nomor 6 Ta

eraknér dengan iingang-undand Nomor 16 T
1af. 18-98 d<t},
antang Tempat
Yada Kantor Pe

ahun 1983 (BN No. 3994 hal. 15-208 dst) tentang
letentuan Umum can Tata Cara Perpajakan sebagaimana teian aiuban

periu menetapkan Keputusan Direkrur Jenderal Pajak
ndaftaran dan Pelanoran Usaha Bagi Wei
yanan Pajak Waiib Pajak Besar;

T L
>Ternenty

v'{arml’\q

i.

ungang-undang Nomar 6 Tahun 1983 (BN No. 3994 hal. 2 3-208
ast) tentang Yatentuan Umum dan Tata Cara Perpaje
Tahun 1983 Ne. 49; TIN No. 3262) sebagaimana telal diui
gengan Undang-undang Nomar 16 Tahun zOOb (7
1E-28 ds} (1L RI Tehun 2000 No. 178; TLN NG
undang-undang Nomar 7 Tahun 1983 (BN Wo. 3655
‘aj2k Penghasilan (LN RI Tahun 1953 No, i
mana telah diubah terakhir dengan Jno.u G- Ndang
win 2000 (BN No. 6506 hal. 1B-78 ds&) (LN R]
o, 127; TLN fic. 3985);

:G Nomor 8 Tshun 1983 (BN Ne. 2596 hal, 13-150
niang Fajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasz dan-Pajak
Peruua!dn Ates Barang Mewah (LN RI Tahun 1982 Ne., 51 TLN No.
3264) sebagaimana telah diubah terakhir cengan Undang-undang
Nomor 18 Tanun 2000 (BN No. 6510 hal. 1B-12E) (L NRITahun
2000 No. 128; TLN No. 398¢);

Keputusan Menteri Keuangan Nemor 65/KMK.01/2002 tentaig
nisasi dan Tata Kerja Kanlor Wilayaly Direktorat Jenderai Pz
Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wejib Pajak Besar;

-\Jumor J i
Tahun 2600

Ga-
#ajib
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ahun 2000 (B No. 6505

5.

A KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
K Nomor: KEP-263,/P3/2002 tanggal 8 Mei 2002)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/P1./2001 (BN

" No. 6601 hal, 2B-188) tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan

Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan
Penguuhan Penguseha Xena Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menatapkan -

KEPUTUSAN DIREKTUR FENDERAL PAJAK TENTANG

TEVPAT

PENDAFTARAN DAN PELAPCRAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
PADE KANTOR PELAYARNAN FAJAK WATIB PAJAK BESAR.

.
Pasal 1 AT
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dinfaksud

dergan Wajib Pajak Tertentu adalah Wajib Pajak Besar sebagaimana
drietapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2
Tempat Pendaftaran dan Pelapcran usaha bagi Wajib Pajar
tertetu ditetapikan pada bantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Bosai

a2gaimana dimaksud daiem Lampiran Keputusan Direktur Jenderal

Paiak i,

Pasal 3
Keputusan Tirekiur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pad?

2nggel L Juii 2002.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Mei 2002
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

HADI POERNCMO
NIP 060027375

Lampiran ...
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PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULAR
DAN KENDARAAN PERUSAHAAN _
(surat Direktorat Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak No. $-302/P1.42/2002 tgl. 15 Juli 2002)

(th, Sdr.D. Raffiudin .
pimpinan Umum Business News
31, Abdul Muis No. 70
Jakarta - 10160

Sehubungan surat Saudara Nomor Dir. 027/R1/2002 tanggal
24 Mei 2002 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal
;ebagai berikut :
{. Dalam surat Saudara mengemukakan bahwa:

a. Business News berkecimpung dalam _med|a massa. Untuk
keperiuan kegiatan pengisian berita-berita yang ditangani oleh
sejumiah wartawan, rnengqunakan telepon selular dan kendaraan
(sedan dan sepeda motor) sebagai sarana pokok unt\_Jk pencarian/
peliputan berita-berita yang selalu siap selama 24 jam;

b. Dengan berlakunya Surat Edaran Nomor SE-09/P1.42/2002
tanggal 17 Mei 2002 (BN No. 6767 hal. 17B)tentang Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Selular dan
Kendaraan Perusahaan, Saudara mohon penegasan dapatkah
pemakaian telepon selular dan kendaraan oleh sejumiah wartawan
tersebut digolongkan sebagai pegawai tidak hanya untuk seorang

pegawai tertentu, tatapi keseluruhan telepon selular dan -

kendaraan yang dipakai wartawan.

2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/
P)./2002 tanggal 18 April 2002 (BN No. 6754 hal. 12B)tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Selular
dan Kendaraan Perusahaan, antara lain diatur bahwa :

Pasal 1:

Atas biaya perolahan ztau pembelian telepon selular yang dimiliki
dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan
atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan
sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva tetap
kelompok I (Lampiran [ butir 1 huruf ¢), dan atas biaya berlang-
ganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon selular
tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar
50% (lima puluh persen).

Pasal 3:

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kenda-
raan sedan atau yang sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan
perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaan-
nya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima
puluh persen) melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II (Lampi-
ran II butir 1 huruf b), dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan

rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin
perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen).

Berdasarkan butir 2 huruf a.2. Surat Edaran Nomor SE-09/PJ.42/
2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas
Biaya Pemakaian Telepon Selufar dan Kendaraan Perusahaan, yang
dimaksud dengan kendaraan sedan atau yang sejenisnya, termasuk
juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan hanya untuk
seorang pegawal tertentu karena jabatan atau pekeriaannva, dan
pengounaannya fuf-time baik untuk kepentingan parusahaan maupun
keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini diberikan
penegasan bahwa :

-a. Yang dimaksud dengan “pegawai tertentu” adalah setiap pegawai

yang karena jabatan atau pekerjaannya sesuai dengan
kebijaksanaan perusahaan dapat mempergunakan sarana telepon
selular dan kendaraan termasuk kendaraan bermotor milik
perusahaan dengan penguasaan sepenuhnya untuk melaksanakan
tugas pekerjaan perusahaan dan sekaligus merupakan fasilitas
untuk kepentingan pribadi pegawai yang bersangkutan;

b. Dengan demikian atas penggunaan telepon selular dan kendaraan
bermotor milik Business News oleh para wartawannya sebagai
sarana untuk menjalankan tugas pekerjaan pencarian berita secara
full-time dan sekaligus merupakan fasilitas yang dapat
dipergunakan untuk kepentingan pribadi wartawan yang
bersangkutan, perlakuan pajaknya sebagaimana diatur dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas.

Demikian penegasan kami harap makfum.

A.n. Direktur Jenderat:
Direktur
ftd.

A. Siarifuddin Alsah
NIP. 060044664

Tembusan :

Awpor

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Peraturan Perpajakan;

Kepala Kantor Wilayah VI DIP;

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir I1.

(Grt)

PENEGASA.N PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN ATAS PENGHAPUSAN NPWP/NPPKP
KARENA PERUBAHAN TEMPAT TERDAFTAR
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/P1.7/2002 tgl. 15 Juli 2002)

Yth : 1. Para Kepala Kantor Wilayah DIP

Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
Seluruh Indonesia

hwn

Sehubungan dengan kebijakan Pemeriksaan Sederhana
Lapangan (PSL) dalam rangka penghapusan NPWP/NPPKP karena
perubahan tempat terdaftar Wajib Pajak dani satu Kantor Pelayanan Pajak
(selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Pajak Lama) ke Kantor Pelayanan
Pajak lainnya (selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Pajak Baru), dengan
ini disampaikan penegasan sebagai berikut :

1. PSL atas penghapusan NPWP/NPPKP sehubungan dengan
berpindahnya tempat terdaftar Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan
Pajak Lama ke Kantor Pelayanan Pajak Baru, tidak berlaku lagi :

a. Wajib Pajak yang berpindah tempat terdaftarnya karena telah
ditetapkan untuk diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-263/PJ./2002 tanggal 8 Mei
2002 (BN No.6765 hal.2B-6B) sebagaimana telah diubah
dengan Kzputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-295/P1./
2002 tanggal 4 Juni 2002;
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b. Wajib Pajak yang berpindah tempat terdaftarmya sebagai akibat
reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud
Jdalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 443/KMK.01/2001
tanggal 23 Juli 2001 (BN No.6740 hal.38-88B).

2.- Apabila atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di

baiknya.

atas, di kemudian hari ditemukan adanya objek pajak untuk tahun-
tahun pajak atau masa-masa pajak pada saat Wajib Pajak masih
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Larna yang belum dibayar
pajaknya atau belum ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang
bersangkutan, maka Kantor Pefayanan Pajak Baru dapat melakukan
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-

Direktur Jenderal,

HADI POERNOMO
NIP.060027375

(Y)
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INTENSIFIKASI KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DAN PPN
DALAM RANGKA PENINGKATAN POTENSI PERPAJAKAN
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-12/PJ.43/2002 tanggal 20 Juni 2002)

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah D3P;
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan surat dari Kepala Kantor Wilayah XIV Direktorat
Jenderal Pajak No.5-30/WP3.14/BD.0301/2002 tanggal 10 April 2002 dan
Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Pajak No.S-87/WPJ.15/
BD.13/2002 tanggal 12 April 2002 perihal pengamanan penerimaan
negara, khususnya PPh dan PPN yang bersumber dari dana perimbangan,
dikemukakan bahwa adanya peningkatan penenmaan Pemerintah Daerah
yang bersumber dari dana perimbangan yang akan dipergunakan untuk
belanja barang dan pengeluaran untuk pembangunan sarana dan
prasarana pisik. Belanja tersebut adalah pengeluaran pengeluaran
Pemerintah Daerah yang dibayarkan melalui bendaharawan/pemegang
kas daerah, hal tersebut merupakan potensi PPh dan PPN yang berasal
dari pemotongan dan pemungutan oleh bendaharawan atau pemegang
kas daerah. Sebagai gambaran potensi penerimaan pajak terlampir daftar
potensi bagi hasil penerimaan pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi
Umum {DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Ditjen PKPD).

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan kondisi terse-
but berlaku untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, maka periu
diselenggarakan penyuluhan yang lebih intensif kepada para
bendaharawan/pernegang kas daerah dan Sekretaris Daerah selaku
atasan bendaharawan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah
Daerah Tingkat I1 di seluruh Indonesia untuk pengamanan penerimaan
PPh dan PPN dari peningkatan potensi tersebut. Sehubungan dengan
hal tersebut diinstruksikan kepada para Kepala Kantor Wilayah DIP di
seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan penyuluhan sebagaimana
dimaksud mefalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP} di wilayah kerja masing-
masing dengan materi berupa pemotongan dan pemungutan PPh serta
pemungutan PPN din PPn BM terlampir.

Laporan hasil penyuluhan kepada bendaharawan atau
pemegang kas daerah agar disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak
Penghasilan dan Direktur PPN dan PTLL paling lambat tanggal 30 Agus-
tus 2002. Untuk pengawasan pemotongan dan pemungutan pajak oleh
pendaharawan periu dilaksanakan hal sebaga berikut :

1. Pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23,
dan PPN yang dipotong atau dipungut oleh bendaharawan atau peme-
gang kas daerah setiap bulan wajib dilaporkan kepada Kepala KPP
tempat bendaharawan atau pemegang kas yang bersangkutan terdaf-
tar, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wiiayah DIP terkait.
Kompilasi laporan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22,
dan 23 yang dilakukan hendaharawan/pemegang kas daerah oleh
Kepala Kanwil DIP terkait dilaporkan per triwulan kepada Direktur
Pajak Penghasilan, dan kompilasi laporan pemungutan PPN dan PPn
BM yang dilakukan bendaharawan/pemegang kas daerah oleh Kepala
Kanwil DJP terkait dilaporkan per triwulan kepada Direktur PPN dan
PTLL. i

Demikian untuk difaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP. 060027375

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
Kepaia Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

2.
3.
4
5. Para Direktur gi fingkungan KP DJP,
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DAFTAR KEWAJIBAN PEMOTONGAN &
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) OLEH BENDAHARAWAN

Dasar Hukum/

tyl 29

Obiek .......

f

Na Jenis Kewajiban
Aturan Pelaksanaan
1.} Pemotongan PPh Pasal 21/26 | Keputusan Dirjen Pajak Nomor
atas pembayaran gaji, upah, | KEP-545/PJ/2000
honcrarium, tunjangan dan| Desember 2000
penibayaran lain dengan nama
apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa
dan kegiatan
2. Pemungutan PPh Pasal 22 atas | Keputusan Menkeu Nomor 254/
pembelian barang KMK.03/2001 tgl 30 April 2001
. sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menkeu
Nomor 392/KMK.03/2001 tgl 4
Juli 2001 dan Keputusan Dirjen
Pajak Nomor KEP-417/PJ/2001
tgl 27 Juni 2001
3. | Pemotongan PPh Pasal 23/26| Undang-undang Nomor 7 Thn
atas pembayaran bunga, { 1983 tentang Pajak Penghasilan
- royalti, hadiah dan | sebagaimana telah diubah °
. penghargaan selain yang telah | terakhir dgn Undang-undang .
dipotong PPh Pasal 21, sewa| Nomor 17 Thn 2000 dan
dan penghasilan  lain| Keputusan Dirjen Pajak Nomor
sehubungan dengan | KEP-170/P3J/2002 tanggal 28
penggunaan harta serta jasa | Maret 2002
teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan
jasa lain selain jasa yang telah
dipotong PPh Pasal 21
4. Pemotongan Pajak Penghasilan | PP Nomor 29 Tahun 1996
atas pembayaran dari| sebagaimana telah diubah
persewaan tanah dan atau| dengan PP Nomoar 5 Tahun 2002
bangunan dan Keputusan Menkeu Nomor
394/KMK.04/1996 sebagaimana
telah diubah dgn Keputusan
. Menket' Nomor 120/KMK.03/
2002 tanggal 2 Aprit 2002
5.1 Pemotongan Pajak Penghasilan | Keputusan Menkeu Nomor 416/
atas pembayaran berdasarkan | KMK.04/1996 tanggal 14 Juni
perjanjian charter dari| 1996 dan SE Dirjen Pajak Nomor
pengangkutan orang dan/atau | SE-29/PJ.4/1996 tanggal 13
barang oleh perusahaan| Agustus 1996
pelayaran dalam negeri
6. | Pemotongan Pajak Penghasilan | Keputusan Menkeu Nomor 417/
atas pembayaran berdasarkan | KMK.04/1996 tancgal 14 Juni
perjanjian charter dari| 1996 dan SE Dirjen Pajak Nomor
pengangkutan orang dan/atau | SE-32/P1.4/1996 tanggai 29
barang oleh perusahaan| Agustus 1996
pelayaran dan/atau
penerbangan luar negeri
7. | Pemotongan Pajak Penghasilan | Keputusan Menket Nomor 475/
' atas pembayaran berdasarkan | KMK.04/1996 tangogal 23 Juli
perjanjian charter dari| 1996 dan SE Dirjen Pajak Nomor
pengangkutan orang dan/atau | SE-35/P1.4/1996 tanggal 1
! barang oleh perusahaan| Oktober 1996
| penerbangan dalam negeri
Ll
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Objek gan Tarif Pajak Penghasilan

Objek

Tarif Dasar Perhitungan Sifat
PPh Pasal 4 ayat (2) 25% Jumlah Bruto atau Nilai Pasar Final
1 Hadian Undian 10% Jusalah Bruto Final
2 Persewaan Tanah dan atau Bangunan
3 Usaha Jasa Konstruksi (Kontraktor Usaha Kecil dan Nilai Penga-
daan tidak lebih dari Rpl mifiar)
a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi 2% Penghasilan Bruto Fina!
b. Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi 4% Penghasilan Bruto Final
PPh Pasal 15
1 Pelayaran Dalam Negeri 1,2% Peredaran Bruto Final
2 Penerbangan Dalam Negeri 1,8% Peredaran Bruto
3 Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri 2,64% Peredaran Bruto Final
4 WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indone- 0,44% Nilai Ekspor Bruto Final
sia
S Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian 5% Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi
Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer) antara Nilai Pasar dengan NJOP
Bagian Bangunan yang Diserahkan
PPh Pasal 21
1 Penghasilan Teratur yang diterima oleh Pegawai Tetap Pasal 17 UU PPh PKP = PB - (BJ+IP) - PTKP
2 Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas
a. di atas Rp24.000/hari tetapi tidak lebih dan Rp240.000/bulan 5% (PB - Rp24.000)
b. tidak lebinh dari Rp24.000/hari namun lebih dari Rp240.000/ 5% (PB - PTKP sebenarnya)
bulan
3 Rabat/Komisi Penjualan yang diterima oleh Distributor MLM/ Pasal 17 UU PPh PKP = (PB - PTKP) perbulan
Direct Selling dan kegiatan sejenis
4 Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang Pesangon
yang diterima Pegawai atau Mantan Pegawali, kecuali tidak lebih
dari Rp25 juta
a. Rp25 juta s.d. Rp5S0 juta 5% PB Final
b. > Rp50 juta s.d. Rp100 juta 10% PB Final
¢. > Rp100 juta s.d. Rp200 juta 15% PB Final
d. > Rp200 juta 25% PB Final
S Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus, yang diterima Mantan Pasal 17 UU PPh PB
Pegawai
6 Honorarium yang diterima Dewan Komiszris/Pengawas yang Pasal 17 UU PPh PB
bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama
7 Uang Pensiun Bulanan yang diterima pensiunan Pasal 17 UU PPh PKP (PB - BP) - PTKP
Penarikan dana pada Dana Pensiun oleh Pensiunan Pasal 17 UU PPh PB
Honorarium dan Pembayaran Lain yang diterima oleh Tenaga 15% x 50% atau 7,5% PB
Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris,
Penilai, dan Aktuaris) sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan
10 Honorarium yang dananya dari keuangan negara/daerah yang 15% PB Final
diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/Polri kecuali
PNS Gol.Il/d ke bawah atau Anggota POLRI dengan Pangkat
Pembantu Letnan Satu atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke
bawah
11 Honorarium yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap, Pemagang, Pasal 17 UU PPh PKP (PB - PTKP)
Calon Pegawai
12 Honorarium dan pembayarai lain yang diterima oleh Tenaga Pasal 17 UU PPh PB
Lepas (Seniman, Olahragawan, Penceramah, Pemberi Jasa,
Pengelola Proyek, Peserta Perlombaan, PDL Asuransi, dil) - .
13 Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima Pasal 17 UU PPh PKP (PB - (B) + IP) - PTKP
oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai
WP DN
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Tarif

Dasar Perhitungan

14 Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing
(Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas:
a. General Manager
b. Manager
¢. Supervisor/Tool Pusher
d. Assisten Supervisor/Too! Pusher
e, Crew Lainnya

Catatan:

PKP : Penghasilan Kena Pajak
PB . Penghasilan Bruto

B) : Biaya Jabatan

IP  : luran Pensiun

BP  : Biaya Pensiun

PPh Pasal 22

1 Pembelian Barang ofah Bendaharawan dan BUMN/BUMD
2 Impor Barang :

a. Importir mempunyai API

b. Importir tidak mempunyai API
c. Yang tidak Dikuasai

Industri Semen

Industri Rokok

Industri Kertas

Industri Baja

Industri Otomotif

Ny s W

8 Bahan Bakar Minyak dan Gas

. Premium

. Solar

. Premix/Super TT

. Minyak Tanah

. Gas/LPG
Pelumas

S o N oW

9 Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan,
pertanian, dan perikanan untuk keperiuan industri dan ekspor
dari pedagang pengumpul

PPh Pasal 23

1 Dividen

2 Bunga

3 Royalti

4 Hadiah dan Penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal

21

Bunga Simpanan yang dibayarkan Koperasi

6 Sewa dan penghasilan [ain sehubungan dengan penggunaan
harta, khusus kendaraan angkutan darat

7 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta, kecuali Persewaan Tanah dan Bangunan dan Penghasiian
Lain sehubungan dengan penggunaan harta, khusus Kengaraar
Angkutan Darat

8 Jasa Profes, Jasa Konsultan kecuali Konsuftan Konstruksi, Jasa
Akuntansi dan Pembukuan Jase Penilai, Jass Aktuaris

9 Jasa Teknik dan Jasa Manajemen

10Jasa Perancang Interior dan Jasa Perancang Pertamanan, lasa
Perancang Mesin den Jasa Perancang Peralatan, Jasa Perancang
Alat-alat Transportasi/Kendaraan, jasa Perancang Iklan/Logo,
Jasa Perancang Alat Kemasan

w

Pasal 17 UU PPh

Pasal 17 UU PPh
Pasal 17 UU PPh
Pasal 17 UU PPh
Pasal 17 UU PPh

1,5%

2,5%
7,5%
7,5%
0,25%
0,15%
0,1%
0,3%
0,45%

SPBU
Swastanisasi Pertamina
0,3%

0,3%
0,3%

0,25%
0,25%
0,25%
0,3%
0,3%
0,3%

1,5%

15%
15%
15%
15%

15%
15% x 20% atav 3%

15% x 40% atau 6%

15% x 50% atau 7,5%

15% x 40% atau 6%
15% x 40% atau 6%
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US$11.275 per bulan

US$9.350 per bulan
US$5.830 per buian
US$4.510 per bulan
US$3.245 per bulan

Harga Pembelian

Nitai Impor

Nllai Impor
Harga Jual Letang
DPP PPN

Harga Bandrol
DPP PPN

DPP PPN

DPP FPN

Penjuatan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan

Harga Pembelian

Final

Final
Finaf
Final
Final
Finaf
Final

Jumiah Bruto
Jumlah Bruto
Jumiah Bruto
Jumiah Bruto

Jumfah Bruto
Jumlah Bruto*

Jumlah Bruto*

Jumlah Bruto*

Jumlah Bruto*
Jumiah Bruto*

Finat

11, Jasa



168

Objek

Tarif

Dasar Perhitungan

11Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Listrik/Telepon/Air/Gas/TV
Kabe!l kecuali dilakukan WP yang ruang lingkup pekerjaannya
di bldang kenstruks! dan mempunyai izin/sertifikasi sebagar
pengusaha konstruksi, Peralatan

12 Jasa Perawatan/Pemeliharaan/Perbaikan Mesin, Listrik/Telepon/
Air/Gas/TV Kabel, Peralatan, Alat-alat Transportasi/Kendaraan,
Bangunan kecuali dilakukan WP yang ruang lingkup
pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi
sebagal pengusaha konstruksi

13Jasa Pengeboran (Jasa Driling) di bidang Penambangan Migas,
kecuali yang dilakukan BUT

14J)asa Penunjang di bidang Penambangan Migas

15Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan
selain Migas

16 Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara

17 Jasa Penebangan Hutan, termasuk Land Clearing

18 Jasa Pengolahan/Pembuangan Limbah

193asa Maklon

20 Jasa Rekruitmen/Penyediaan Tenaga Kerja

21Jasa Perantara

15% x 40% atau 6%

15% x 40% atau 6%

15% x 40% atau 6%

15% x 40% atau 6%
15% x 40% atau 6%

15% x 40% atau 6%
15% x 40% atau 6%
15% x 40% atau 6%
15% x 40% atau 6%
15% x 40% atau 6%
15% ¥ 40% atau 6%

Jumlah Bruto*

Jumlah Bruto*

Jumlah Bruto*

Jumlah Bruto*
Jumiah Bruto*

Jumiah Bruto*
Jumlah Bruto*
Jumlah Bruto*
Jumlah Bruto*
Jumlah Bruto*
Jumlah Bruto*

22 Jasa di bidang Perdagangan Surat-surat Berharga kecvali yang
dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI, dan KPEI

23 Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, kecuali yang dilakukan
KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan
PPh Final berdasarkar: PP Nomor 29 Tahun 1996

24 Jasa Telekomunikasi yang bukan untuk umum

25Jasa Pengisian Sulih Suara (Dubbing) dan atau Mixing Film

26 Jasa Pemanfaatan Informasi di bidang Teknologi, fermasuk jasa
Internet

27Jasa sehubungan dengan Software Komputer, termasuk
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

28Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuvk jasa perawatan/
pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan
mesin, Listrik/Telepon/Air/Gas/AC/TV Kabel, sepanjang jasa
tersebut dilakukan WP yang ruang lingkup pekerjaannya di
bidang konstruksi dan mempunyal izin/sertiftkasi sebagar
pengusaha konstruksi

29 Jasa Perencanaan Konstruksi

30 Jasa Pengawasan konstruksi

31J]asa Pembasmian Hama dan Jasa Pembersihan

32Jasa Catering

33Jasa Selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya
dibebankan pada APBN dan APBD

Catatan:
* Tidak termasuk PPN

PPh Pasal 26

1 Bunga termasuk Prermium, Diskonto, Premi SWAE dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang

2 Royalti, Sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta

Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan

Hadiah dan Penghargaan

Pensiunan dan Pembayaran berkala fainnya

Penjualan Harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal

4 ayat (2) UU PPh yang diterima WP LN selain BUT di Indone-

Sia

o n hHWw

15% x 40% atau 6%

15% x 40% atau 6%

15% x 40% atau 6%
15% x 40% atau 6%
15% x 40% atau 6%

15% x 40% atau 6%

15% x 13 1/3% atau 2%

15% x 26 2/3% atau 4%
15% x 26 2/3% atau 4%
15% x 10% atau 1,5%
15% x 10% atau 1,5%
15% x 10% atau 1,5%

20% atau Tarif P3B
20% atau Tarif P3B

20% atau Tarif P3B
20% atau Tarif P3B
20% atau Tarif P38
20% x Perkiraan Phs Netc
atau Tarif P3B

Jumlah Bruto*

Jumlah Bruto*

Jumlzh Bruto*
Jumlah Bruto*
Jumlah Bruto*

Jumilah Bruto*

Jumiah Bruto*

Jumlah Bruto*
Jumlah Bruto*
Jumlah Bruto*
Jumlah Bruto*
Jumlah Bruto*

Jumlan Bruto
Jumilah Bruto

Jumiah Bruto
Jumiah Bruto
Jumiah Bruto
Harga Jual

Finat

Final

Final
Final
Final
Fina!
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PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN KGTA

{Dalam Daftar Terlampir}

Dalam rangka manjaga/meningk'atkan kemampuan penyediaan

dan mutu pelayanan jasa angkutan kota serta dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat luas setempat, maka
Saudara dapat menyesuaikan tarif angkutan kota di wilayah
Saudara dengan prosentase kenaikan maksimal sama dengan
di DKI Jakarta, yaitu :
a. Angkuta Bus Kota

1) Bus Kota Besar Biasa (Non Patas)

- Penumpang Umum, kenaikan maksimal sebesar
65,67%
- Penumpang Pelajar/Mahasiswa, tetap {0%)
" 2) Bus Kota Sedang
- Penumpang Umum, kenaikan maksimal sebesar
50,00%
- Penumpang Pelajar/Mahasiswa, tetap {0%)
3) Bus Kota Patas biasa (tanpa AC) ditiadakan
4) Bus Kota Patas AC

Ditetapkan oleh Asosiasi penyedia jasa setelah disetujui
oleh Gubernur.

b. Angkutan Taksi
Ditetapkan oleh Asosiasi penyedia jasa setelah disetujui
oleh Gubernur.

2. Pelaksanaan penyesuaian tarif dimaksud di atas, dapat di-

lakukan terhitung mulai tgl. 5 (lima) bulan Mei 1998.

3. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTER! PERHUTUNGAN
d.
GIRI S. HADIHARDJONO

(Surat Menteri Perhubungan No. PR.306/1/8/PHB-98 tanggal 4 Mei 1998)

Tembusan Yth.: -
1.
2.

Menteri Dalam Negeri;
Para Kakanwil Dephub.

LANPIRAN SURAT 1

Kepada Yth.: X

1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara di Medan;

2. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat di Padang;

3. $dr. Gubernur XDH Tk. I Jawa Barat di Bandung;

4. Sdr. Gubernur KDH Tk. I D.I. Yogyakarta di Yogyakarta;

5. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah di Semarang;

6. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur di Surabaya;

7. Sdr. Gubernur KCH Tk. I Bali di Denpasar;

8. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;
9., Sdr. Gubernur KDH 7Tk. I Sulawesi Utara di Manado;

10. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Tengah di Palu;

11. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Irian Jaya di Jayapura;

12. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sumatera Selatan di Palembang;

13. Sdr. Gubernur KDH Tx. I Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
14. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur di Samarinda;

15, Sdr. Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Barat di:Pontianak;

16. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Nusa Tenggara Barat di Mataram;
17. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Nusa Tengara Timur di Kupang:

18. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Tenggara di Kendari.

(V}

BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA BAGI JENIS USAHA BANK
(Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-14/PJ.42/1998 tanggal 20 April 1998)

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak;

4.

Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak
di :
Seluruh indonesia.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan

Menteri Keuangarn No. 235/KMK.01/1998 tgl. 14 April 1998 (BN
No. 6155 hal. 1B) tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh
Dikurangkan Sebagai Biaya, dengan ini diberikan penegasan sbb. :

1.

r

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/

KMK.01/1998 dinyatakan bahwa besarnya dana cadangan

piutang tak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan

sebagai biaya untuk jenis usaha bank yang semufa maksimum

3% dari rata2 saldo awal dan saldo akhir piutang, dirubah

sbb. :

a. 5% dari kredit yang diberikan dalam golongan perhatian
khusus;

b. 15% dari kredit yang diberikan dalam golongan kurang
lancar;

c. 50% dari kredit yang diberikan dalam golongan diragukan;

d.. 100% dari kredit yang diberikan dalam golongan macet;

masing2 setelah dikurangi dengan nilai agunan tunai.

Yang dimaksud dengan Agunan Tunai adalah agunan yang
berupa giro, deposito atad tabungan yang diblokir oleh bank.

Yang dimaksud dengan pengertian kredit yang diberikan
dalam "“Perhatian Khusus"”, "Kurang Lancar”, "Diragukan” dan
"Macet" disesuail:an dengan pengertian yang telah ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

Pembentukan dan perhitungan dana cadangan sesuai dengan
butir 1, wajib diaudit oleh kantor akuntan publik yang menya-
takan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih
telah dilaksanakan sesuai ketentuan yagn berlaku dan telah
diperhitungkan dalam perhitungan rugi-laba komersial.
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5.

Kerugian sébenarnya yang disebabkan piutang yang nyata2
tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan
piutang tak tertagih.

Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak selu-
ruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimak-
sud pada butir 5, maka jumlah kelebihan cadangan tsb
diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal
jumlah cadangan tsb tidak mencukupi maka kekurangannya
diperhitungkan sebagai kerugian. '

SBPU yang tidak diendors oleh bank lain tidak termasuk
dalam pengertian kredit yang diberikan sebagaimana dimak-
sud dalam butir 1 diatas, oleh karena itu tidak diperkenankan
adanya pembentukan cadangan penghapusan piutang tak
tertagih.

. Dengan berfakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Dirjen

Pajak No. S$E-22/PJ.42/1890 tgl. 31 Juli 1990 perihal
Pembentukan Dana Cadangan Penghapusan Piutang Ragu-
ragu atas Surat Berharga Paar Uang (SBPU) dinyatakan tidak
berlaku.

Ketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.
SE-20/PJ.4/19S5 tgl. 26 April 1995 perihal Besarnya Ca-
dangan Yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya, khususnya
yang mengatur untuk jenis usaha bank dinyatakan tidak
berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku untuk tahun pajak 1998. v

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.
Drs. ANSHARI RITONGA

Tembusan :

BN

Inspektur Jenderal Dep. Keuangan;

Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Keuangan;
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

Para direktur/Kapus di lingkungan KPDJP.



PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

TATA CARA PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA
DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN
DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.121/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun
2002 (BN No.6745 hal.1B-2B) tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga
dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan
perdagangannya di Bursa Efek, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasi-
jan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau
Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek;

Mengingat :

1. Undang-undang No.6 Tahun 1983 (BN N0.3994 hal, 18-208 dst)
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun
1983 No.49, TLN RI No0.3262) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (BN No.6503 hal. 18-
9B dst) (LN RI Tahun 2000 N2.126, TLN RI N0.3984);

2. Undang-undang No.7 Tahun 1983 (BN N0.3995 hal.1B-318 dst)
tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No.50, TLN RI No.3263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17
Tahun 2000 (BN No.6506 hal.18-78 dst) (LN Rl Tahun 2000
No.127, TLN RI No.3985);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2002 (BN
No.6745 hal.1B-28) tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga dan
Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perda-
gangannya di Bursa Efek (LN RI Tahun 2002 No.11, TLN RI No.4175);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.228/M Tahun 2001 (BN
No.6650 hal.11B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO
OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK.

Pasal 1
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau
dilaporkan perdagangannya di bursa efek, dikenakan pemotongan Pajak
Penghasilan yang bersifat final, kecuali bagi Wajib Pajak tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 2
Basarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 :
a. Atas bunga ob'igasi dengan kupon _(interest bearing bond) sebesar :
1) 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap (BUT);
2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib
Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri,
dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding
period) obligasi, sebagaimana contoh pada Lampiran Keputusan ini.
b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar :
1) 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap (BUT);
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2) 0% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak
penduduk/berkedudukan di luar negeri,

dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal

pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi,

tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest),

sebagaimana contoh pada Lampiran Keputusan ini.

c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar :

1) 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap (BUT); :

2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib
Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri,

dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal

pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga peroler.an obligasi,

sebagaimana contoh paga Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 dilakukan oleh :

a. Penerbit obligasi (emiter) atau kustodian yang ditunjuk selaku
agen pembayaran, atas bunga yang diterima atau diperoleh
pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga/
obligasi, dan atas diskonto yang diterima atau diperoleh
pemegang obligasi dengan kupon/ obligasi tanpa bunga pada
saat jatuh tempo obligasi;

b. Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara
(dealer), atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau
diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi;

¢. Perusahaan efek (broker), bank, dana pensiun, dan reksadana,
selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui pedagang peranta-
ra, atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh
penjual obligasi pada saat transaksi.

Dalam hal obfigasi tidak diperdagangkan dan tidak dilaporkan

perdagangannya di bursa efek, pemotongan Pajak Penghasilan oleh

para pemotong pajak tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
ketentuan Pasal 23 atau Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan.

¢!

~—

@2

~—

Pasal 4
Atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau dipero-
leh Wajib Pajak :
a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang.bank iuar negeri di
Indonesia;
b. Dana pensiun yang pendirian/ pembentukannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan;
¢. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusa-
haan atau pemberian izin usaha;
tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat
final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

(1) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 atas bunga dan diskonito obligasi yang diperoleh Wajib Pajak or-
ang pribadi dalum negeri yang seluruh penghasilannya termasuk
penghasilan bunga dan diskonto obligasi tersebut dalam satu tahun
pajak tidak melebihi jumlah Penghasiian Tidak Kena Paiak (PTKP),
tidak bersifat final.

(2) Wajib Pajek orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengajukan permohonan restitusi atas Pajak Penghasilan yang telah
dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak.




pasal 6

ol oblinasi berkewajiban memberitahukan kepada pemotong
F)’;;;;n;a]g :{l})é Ig:ai[l:)c;_"lga per)olehan obligasi dan tanggal perolehan yang
spenarnya, untuk keperiuan pe_nghltungan bunga dan diskonto yang
enjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan, . _
»abila penjual obligasi tidak memberxtahukan data/mfor_mas‘ yang
benarnya Kepada pemotong pajak, maka atas penghasnan bun_ga
1n diskonto yang tidak atau kurang diberitahukan, dikenakan Pajak
‘nghasilan sebagaimana mestinya dalam tahun diketahuinya
tidakbenaran dimaksud ditambah dengan sanksi administrasi
rupa bunga.

Pasal 7
Tata cara penyetoran, pelaporan, dan ketentuan/ prosedur
stratif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal

Pasal 8
Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,
san Menteri Keuangan Nomor 558/KMK.04/2000 tanggal 26
ber 2000 (BN No.6576 hal.178-188) tentang Tata Cara
inaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
i Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek dinyatakan tidak berfaku.

pasal 9

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
J02.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
wman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya
jerita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 April 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO

LAMPIRAN

acontoh :

1 tanggal 1 Juli 2002, PT. ABC (emiten) menerbitkan obligasi
jan kupon (/nterest bearing bond) sebagai berikut :

lilai nominal Rp10.€00.000,-

angka waktu obligasi 5 tahun (jatuh tempo tanggal 1 Juli 2007).
unga tetap (fixed rate) sebesar 16% per tahun, jatuh tempo
unga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.

enerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Surabaya (BES).

YZ (investor) pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar
asi dengan harga di bawah nilai nominal (at discount), yaitu
sar Rp9.000.000,- per lembar.

hitungan bunga dan PPh final yang terutang oleh PT. XYZ pada
jatuh tempo burga tanggal 31 Desember 2002 adalah sebagai
ut:

inga = (6/12 x 16% x Rp10.000.000,-) x 10 = Rp8.000.000,-
>h final = 20% x Rp8.000.000,- = Rp1.600.000,- dipotong oleh
niten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran
‘ash settlement).

angan :
1 kenyataanya, harga perolehan obligasi dengan kupon (inter-
2aring bond) pada saat penerbitan pertama tidak harus selalu
dengan nilai nominalnya. Pembeli bisa memperoleh obligasi
an harga di bawah nilai nominal (at discount) atau di atas nilai
1l (at premium). Pada hakekatnya selisih harga beli di bawah
1i atas nilai nominal tersebut merupakan penyesuaian tingkat
3 obligasi yang diperhitungkan ke dalam harga perolehan.

-anggal 31 Maret 2003, PT. XYZ menjual seluruh obligasi yang
<nya kepada PT. PQR melalui perusaiaan efek PT. MNO
‘tas di over the counter (OTC), dengan harga jual
400.000,~ per lembar termasuk bunga berjalan Penjualan
si tersebut dilaporkan ke bursa efek.
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Penghitungan bunga berjalan, diskonto, dan PPh final yang terutang
oleh PT. XYZ pada saat penjualan obligasi tanggal 31 Maret 2003
adalah sebagai berikut :
* bunga berjalan (3/12 x 16% x Rp.10.000.000,-) x 10
Rp4.000,000,-
[(Rp10.400.000,- - Rp400.000,-) -
Rp9.000.000,~] x 10
= Rp10.000.000,-
karena dikenakan PPh final dengan tarif yang sama, bunga
berjalan dan diskonto dapat dihitung sekaligus yaitu :
(Rp10.400.000,- - Rp9.000.000,-) x 10 = Rp14.000.000,-
* PPh final = 20% x Rp14.000.000,- = Rp 2.800.000/- dipotong
oleh PT. MNO Sekuritas selaku pedagang perantara.

moun

* diskonto

PT. PQR memiliki obligasi yang dibelinya dari PT. XYZ tersebut hingga
tanggal 31 Desember 2005. Maka pada setiap tanggal jatuh tempo
bunga selama masa kepemilikan obligasi tersebut, PT. PQR terutang
PPh final sebesar 20% atas bunga yang diterima/ diperolehnya (lihat

contoh 1) yang dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk
sebagai agen pembayaran.

Pada tanggal 31 Desember 2005, PT. PQR setelah menerima bunga
dari emiten menjual seluruh obligasi yang dimilikinya kepada PT.
CDE mielalui Bank Pundi Nasional selaku pemegang perantara dengan
harga jual Rp10.500.000,- per lembar.

Penjualan obligasi tersebut dilaporkan ke bursa efek

Penghitungan bunga, diskonto, dan PPh final yang terutang oleh PT.
PQR pada saat jatuh tempo bunga/saat penjualan obligasi tanggal
31 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

*  bunga = (6/12 % 16% x Rp10.000.000,-) x 10

. = Rp8.000.000,-

PPh final atas bunga = 20% x Rp8.000.000,- = Rp1.600.000,-
dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen
pembayaran.
* diskonto

*

= (Rp10.500.000,- - Rp10.000.000,-) x 10

= Rp5.000.000,-

PPh final atas diskonto = 20% x Rp5.000.000,- = Rp1.000.000,-
dipotong oleh Bank Pundi Nasional selaku pedagang perantara.

Keterangan : ; ‘
Pengertian diskonto dalam peraturan ini tidak hanya terbatas pada
realisasi selisih harga perolehan perdana di bawah (at discount)nilai
nominal obligasi, melainkan mencakup selisih lebih harga jual di
atas harga perolehan obligasi.

Pada tanggal 31 Mei 2007, PT. CDE menjual seluruh obligasi yang
dimilikinya kepada Dana Pensiun Sejahtera Mandiri (telah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan) langsung tanpa melalui pedagang
perantara dengan harga jual Rp10.666.667,- per lembar termasuk
bunga.

Penjualan obligasi tersebut tidak dilaporkan ke bursa efek.
Penghitungan bunga berjalan, diskonto, dan PPh yang terutang oleh

PT. PQR pada saat penjualan obligasi tanggal 31 Mei 2007 adalah
sebagai berikut :
* bunga berjalan (5/12x 16% X Rp10.000.000,-) x 10
Rp6.666.670,-
[(Rp10.666.667,- - Rp666.667,-) -
Rp10.500.000,-]1x 10
. (Rp5.000.000,-), diskonto negatif atau rugi.
perolehan diskonto negatif atau rugi diperhitungkan dengan
penghasilan bunga berjalan. PPh yang terutang tidak bersifat fi-
nal (PPh Pasal 23) karena penjualan obligasi tidak dilaporkan ke
bursa efek, sebagai berikut :
PPh Pasal 23 = 15% x(Rp6.666.670,- - Rp5.000.000,-)

= Rp250.000,-
karena dapat dilakukan off-setantara penghasilan bunga dengan
diskonto negatif atau rugi, maka PPh Pasal 23 dapat dihitung
sekaligus yaitu : 15% x [(Rp10.666.667,- - Rp. 10.500.000,-) x
10] = Rp. 250.000,-.
Keterangan :
Meskipun penjualan obligasi tidak dilakukan melalui pe dagang
perantara dan tidak dilaporkan ke bursa, dana pensiun sebagai
pembeli wajib melakukan pemotongan pajak. Ketentuan yang sama
juga berlaku dalam hal pembelian langsung dilakukan oleh
perusahaan efek, bank, dan reksadana selaku investor,

* diskonto




pada tanggal 1 Juli 2007 (jatuh tempo obligasi), Dana Pensiun
Sejahtera Mandiri menerima pelunasan seluruh obligasi yang dimi-
likinya beserta imbalan bunga sesuai masa kepemilikan (1 bulan)
dari PT. ABC, emiten obligasi tersebut.

Penghitungan bunga, diskonto, dan PPh final yang terutang oleh
Dana Pensiun Sejahtera Mandiri pada saat jatuh tempo/pelunasan
obligasi tanggal 1 Juli 2007 adalah sebagai berikut :

*  bunga = (1/12x16% x Rp10.000.000,-) x 10
= Rpl.333.330,-

= diskonto = (Rp10.000.000,- - Rp10.000.000,-) x 10
= nihil

*

PPh final tidak terutang oleh dana pensiun yang memenuhi sya-
rat, karena obligasi tersebut penerbitannya tercatat di bursa efek.

Pada tanggal 1 Januari 2003, PT. ABC menerbitkan obligasi tanpa
bunga (zero coupon bond) berjangka waktu 10 tahun (fatuh tempo
tanggal 1 Januari 2013) dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,.
Penerbitan perdana obligasi tercatat di Bursa Efek Surabaya (BES).
PT. GHI membeli 100 lembar obligasi tanpa kupon tersebut dengan
harga perdana sebesar Rp6.000.000,- per lembar.

Pada tanggal 31 Agustus 2006, PT. GHI menjual 50 lembar obligasi
tersebut di Bursa Efek Surabaya melalui perusahaan efek PT. MNO
Sekuritas kepada PT. JKL seharga Rp7.000.000,- per lembar.

3B

Penghitungan diskonto dan PPh final yang terutang oleh PT. GHI
adalah sebagai berikut :

¥ diskonto = (Rp7.000.000,- - Rp6.000.000,-) x 50
= Rp50.000.000,-
* PPhfinal = 20% xRp50.000.000,-

Rp10.000.000,-
dipotong oleh PT. MNO Sekuritas selaku pedagang perantara.

Keterangan :
Diskonto obligasi tanpa kupon dikenakan pemotongan PPh final pada
setiap kali difakukan penjualan, sepanjang :
penjualannya dilakukan di bursa atau dilaporkan ke bursa efek;
penjualan dilakukan melalui pedagang perantara atau pembe'i
langsung yang ditunjuk sebagai pemotong pajak;
penjual obiigasi tidak dikecualikan dari pemotongan Pajak
Penghasilan.
Pada saat jatuh tempo/pelunasan obligasi, atas diskonto terakhir
dikenakan PPh final karena pada waktu penerbitan perdananya telah
tercatat di bursa efek.

(<)

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indcnesia No:120/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

2nimbang :
bahwa Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1996 (8N No.5854
hal.15B-168) tentang Pembayaran Pajak Penghasilen atas
Penghasilan dan Persewaan ranah dan atau Bangunan telah difakukan
perubahan dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2002;
bahwa sesuai dengan Pasat 5 Peraturan Pemerintali No.25 Tahun
1966 sebagaimana telah ciubah dengan Peraturan Pemerintaih No.S
Tehun 2002 (BN No.6744 hal. 68, pelaksanaan pembayaran Pajak
Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau
bangunan ditetapkan lebih fanjut oleh Menteri Kauangan;
bahwa oleh karena itu perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Keputusarn Menteri Keuangan No.394/
KMK.04/1996 (BN No.5868 hal.198-208) tentang Pelaksanaan
Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dzri Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

engingat :
Undang-undang No.6 Tahun 1983 (BN No.3994 hal.1B-208B dst)
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun
1583 Nc.49; TLN RI No.3262) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (BN No.6503 hal. 18-
98) (LN RI Tahun 2000 No.126; TLN RI N0.3984);
Undang-undang No.7 Tahun 1983 (BN N0.3995 hal.18-318B dst)
tentana Pajak Penghasitan (LN RI Tahun 1983 No.50; TLN RI N0.3263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17
Tahun 2000 (BN No.6506 hal.18-78 dst) (LN RI Tahun 2000
N0.127; TLN RI No.3985);
Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2002 (BN No.6744 hal.68)ten-
tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indoresia No.29
Tsiwun 1996&zntang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penahasilan
dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (LN RI Tahun 2002 No.10;
TLN RI N0.4174);
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.228/M Tahun 200. (BN
No.6650 hal. 118}
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG
PELAKSANAARN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN.,

Pasal I
Mangubgh ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan
N©.394/KMK.04/1936, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
. "Pasal 2
(1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak
orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau
memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10%
(sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan
atau bangunan dan bersifat final.
(2) Yang dimaksuti dengan jumiah bruto nilai persewaan adalah
. semua jumiah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewe
dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan
dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya
perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya tasilitas
lainnya dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara
terpisah maupun yang disatukan.”

Pasal 11

Keputusan Menteri Keuangan int muaii ber!aku pada tanggal
1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusan ini dengan penemipatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2002 .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONGOC

(Y)



SNUIVAUIS DN E-24 1042002 LTANGGAL 30 APRIL 2002

TENTANG -

TATA CARA PROSEDUR PELAKSANAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO
OBLIGASI YANG DIPERDAGANGEKAN DAN ATAU
DILAPORKAN PERDAGANGAN DI BURSA EFEK

ienimbang :

engingat :

34

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan Atas
Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan
Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa
Efek, sebagaimana telah diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121/KMK.03/

2002, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal

Pajak tentang Tata Cara Dan Prosedur Pelaksanaan
Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan
Atau Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan
Atau Dilaporkan Perdagangkan Di Bursa Efek ;

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inconesia Nomor 3984) ;

Menetapkan:

- - s cee eeseng,
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taliun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3985) ;

-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia °
Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak
Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto
Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau
Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4175) ;.

(U]

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indo-

- nesia Nomor 121/KMK.03/2002 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak
Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi
Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan
Perdagangannya Di Bursa Efek ;

MEMUTUSKAN -

KEPUTUSAN D'lREKTUR--JENDERAL PAJAK
TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR

PELAKSANAAN, PEMOTONGAN ATAS BUNGA

DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPER-
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DAGANGANNYA DI BURSA EFEK.

Pasal 1

(1) Pemotorgan Pajak Peaghasilan yang bersifat final atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh dari obligasi yang diperdagangkan

dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek, dilakukan -

oleh :

a. Penerbit obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk
selaku agen pembayaran :

(1) atas bunga yang diterima atau diperoleh pemegang
obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga ;
dan . ‘

(11) atas diskonto yang diterima atau diperoleh pernegang
obligasi dengan kupon dan obligasi tanpa bunga pada
saat jatuh tempo obligasi ;

b. -Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara
(dealer) atas bunga dan diskonto obligasi dengan kupon dan
obligasi tanpa bunga yang diterima atau diperoleh penjual
obeligasi pada saat transaksi ;

c. Perusahaan efek (broker), bank, dana pensiun, dan reksadana,
selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui pedagang
perantara atas bunga dan diskonto obligasi dengan kupon dan
obligasi tanpa bunga yang diterima atau diperoleh penjual
nbligasi pada saat transaksi. - '

2) Dalam hal penjualan obligasi langsung tanpa melalui pedagang

perantara dilakukan kepada pihak-pihak lain selain pemotong

136

(4)

pajan eiscout paaa ayat (1) huruf ¢, maka pihak-pihak yang
melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan obligasi (sub-reg-
istry) wajib melakukan pemotongan dengan cara memungut Pajak
Penghasilan final yang terutang dari penjual obligasi sebelum
mutasi hak kepemilikan dapat dilakukan.

Dalam hal penjualan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) tidak memerlukan pencatatan mutasi hak kepemilikan obligasi
melainkan hanya atas unjuk, maka pemotongan Pajak Penghasilan
final dilakukan cleh penerbit obligasi (emiten) atau kustodian
yang ditunjuk selaku agen pembayaran, dari pembeli/pemegang
obligasi pada saat :

a. Jjatuh tempo bunga, untuk penghasilan bunga yang dihitung
berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal jatuh
tempo bunga terakhir ;

b. jatuh tempo obligasi, untuk penghasilan diskonto yang
dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal
penerbitan perdana obligasi ; ‘ '

kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa penjual obligasi dimaksud
adalah bank, dana pensiun, atau reksadana yang dikecualikan dari
pemotongan Pajak Penghasiian atau pihak lain yang telah
dikenakzn pemotongan Pajak Penghasilan, maka masa kepemilikan
penuh dikurangi dengan masa kepemilikan penjual obligasi
tersebut. : :

Dalam hal obligasi tidak diperdagangkan dan tidak dilaporkan
perdagangannya di bursa efek, pemotongan Pajak Penghasilan
oleh para pemotong pajak tersebut pada ayat (2), ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 23 atau Pasal 26
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wosuagTunualll L ajan UClguaslian, Kkecuall dalam hal tersebut
pada ayat (1) huruf a tetap dikenakan Pajak Penghasilan final
jika penerbitan perdana obligasinya tercatat di bursa efek.

Pasal 2

Kewajiban penjual obligasi untuk memberitahukan kepada
pemotong pajak mengenai herga perolehan obligasi dan tanggat
perolehan yang sebenarnya untuk keperluan penghitungan bunga
dan diskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan,
dilakukan dengan menyerahkan lembar ke-4 Bukti Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau lembar ke-4 Lampiran Bukti
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/Pasal 26 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dari pembelian obligasi tersebut

sebelumnya.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jugé berlaku
bagi penjual obligasi yang tidak dikenakan pemotongan Pajak
Penghasilan. -

Pasal 3

Pemotongan Pajak Penghaéilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, wajib : ‘

38

-

Memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasila
Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak yang menerim:
atau memperoleh penghasilan bunga dan diskont
obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkai
perdagangannya di bursa efek;

Memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilar
Pasal 23/Pasal 26 beserta Lampiran khusus kepad:
Wajib Pajak yang menerima atau memperolel
penghasiian bunga dan diskonto obligasi yang tidal
diperdagangkan dan tidak dilaporkan perdagangan-
nya di bursa efek;

Menyetor Pajax Penghasilan yang terutang ke Bank
Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-
lambatnya tanggai 10 bulan berikutnya setelah bulan
pemotongan, dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak (SSP);

Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
dan c ke Kanior Pelayanan Pajak selambat-lambatnya
tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan,
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak  Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan  Pasai-
23/Pasal 26. ' ‘
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Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat
(2), Formulir Lampiran Bukti Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 23/Pasal 26, serta Formulir Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-240/PJ./2002 tanggal 30 April
2002 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-108/PJ./1/1996 tentang Bentuk Formulir
Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-506/PJ./2001.

. Pasal 4
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh
penghasilannya termasuk penghasilan bunga dan diskonto
obligasi dalam satu tahun pajak tidak melebihi jumlah

_Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dapat mengajukan

permohonan restitusi Pajak Penghasilan yang dipotong atas

- penghasilan bunga dan diskonto obligasi ke Kantor

Pelayanan Pajak yang wilayah kewenangannya meliputi

~ tempat tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan.

Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I}

harus diajukan secara tertulis kepada Kepalz Kantor
Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluk) hari
kerja terhitung sejak tanggal permotongan Pajak
Penghasilan, dengan memberikan keterangan  diri yang
lengkap dan jelas serta melampirkan :

)

4)

a. Rincian sumber dan besarnya penghasilan dalam tahun
berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya ;

b. Bukti pemotongan (asli) Pajak Pcnghasilan atas peﬂohésila'l
bunga dan diskonto obligasi yang dimintakan restitusinya ;

c. Fotokopi SPPT/STTS PBB tahun yang terakhir atas nama
diri sendiri atau suami (dalam hal wanita kawin) ;

d. Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang
sah. ' :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah melakukan penelitian atas
kebenaran permohonan restitusi Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerJa terhitung seJak tanggal
diterimanya permohonan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud alam ayat (3) telah
lewat dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan
suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap -

141



1)

3)

diterima dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak harus
segera diterbitkan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3). ' | '

Pasal 5

Atas penghasilan bunga obligasi yang jatuh tempo dan atau
dibayarkan pada atau setelah tanggal 1 Mei 2002, dalam hal masa
kepemilikan bunga antara dua tanggal jatuh tempo sebagian besar
berada dalam periode sebelum tanggal 1 Me1 2002, tetap dikenakan
Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan lama sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000.

Atas penghasilan bunga berjalan dan diskonto dari transaksi
penjualan obligasi yang dilakukan pada atau setelah tanggal 1
Met 2000 dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan

baru sebagaimana diatur dalan Peraturan Pémerintah Nomor 6

Tahun 2002.

Atas penghasilan diskonto olbl-'iga‘si tanpa bunga yang diterbitkan
sebelum tanggal 1 Mei 2001 tetap dikenakan Pajak Penghasilan

“ berdasarkan ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Peraturan

-

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002, kecuali apabila dapat dibuktikan
bahwa Pajak Penghasiian final'yang terutang berdasarkan ketentuan
lama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 1996 telah dipotong pada saat penerbitannya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal |
Mei 20902.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam

Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkandi : Jakarta
‘pada tanggal : 30 April 2002

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HADI POERNOMO
- NIP.060027375
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. Nama Perusahaan
. Alamat Kantor Perusahaan

: PT Ochiai Menara Indonesia
: Jalan Jababeka V Blok I/3 Kawa

san Industri Jababeka, Cika
rang, Bekasi, Jawa Barat
¢. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : Yoshiaki Tamaki
d. Alamat Pemilik /
Penanggung Jawab ;. Jalan Jababeka V Blok 1/3 Kawa
san Industri Jababeka, Cika
rang. Bekasi. Jawa Barat
: 1.070.614.1-055
: 18.120 M2

. Prong T-Nuts/Washer

e. Nomor Pokok Wajib Pajak
f. Luas Lokasi Kawasan Berikat
g. Jenis Hasil Produksi

KEDUA :

Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana
dimaksud diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang
pabean, perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan
ekspor;

2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan opera-
sional Kawasan Berikat yang disampaikan kepada Dirjen Bea
dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Keuangan No. 291/KMK.05/1997 jis Nomor
547/KMK.01/1997 (BN No. 6082 hal. 228) dan Keputusan
Menteri Keuangan No. 292/KMK.01/1988.

3. Melaporkan penggunaan bahan baku dan/atau bahan peno-
_ long dan hasil olahannya;

8B

4. Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan
dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Berikat,
menyediakan/memperlihatkan buku2 yang diperlukan untuk
pemeriksaan.

KETIGA :

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian
persetujuan PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud diktum
PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke-
mudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT :

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian
persetujuan PKB merangkap PDKB dicabut apabila perusahaan
memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal

20 dan Pasal 21 Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/
1997. '

KELIMA :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1999
MENTERI KEUANGAN
ttd.

BAMBANG SUBIANTO

(c)

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN BARANG ATAU PEMBERIAN KREDIT
DENGAN FASILITAS KHUSUS YANG DIBERIKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA KARYAWANNYA
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-16/PJ.43/1999, Tgl 6 April 1999)

Yth:

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan Penyidikan Pajak;
4, Para Kepala Kantor Penyuiuhan Pajak.

di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya penjualan barang dengan
harga khusus {lebih murah dari harga pasar) atau pemberian
kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga
pasar oleh perusahaan kepada karyawannya, dengan ini diberikan
petunjuk pelaksanaan perlakuan Pajak Penghasilan terhadap hal-
hal tersebut sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3} hurif d Undang-
undang Nomor 7 tahun 1983 (BN No. 3995 hal.TB-328 dst)
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10 tahn 1994(BN No.5637
hal. 1B-268 dst), pemberian fasilitas berupa harga jual barang
vang lebih murah atau tingkat suku bunga pinjaman lebih
rendah oleh perusahaan kepada karyawannya adalah merupa-
kan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk kenik-
matan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. Bagi karyav/an yang
menerima kenikmatan tersebut bukan merupakan penghasilan
yang dikenakan pajak dan bagi perusahaan tidak boleh
dibiayakan.

2. Dalam hal terjadi penjualan barang oleh perusahaan kepada
karyawannya dengan harga khusus (lebih murah dari harga
pasar) dan harga iual khusus tersebut lebih rendah dari harga
pokok, maka selisih harga pokok barang tersebut dengan
harga jual khusus adalah merupakan koreksi fiskal terhadap
Haraa Pokok Penjualannya karena tidak boleh dibiayakan.

Business News 6300/21 -4-1_999

3. Dalam hal terjadi pemberian pinjaman (kredit) oleh perusahaan
kepada karyawannya dengan tingkat suku bunga yang lebih
rendah dari tingkat suku bunga yang berlaku di pasar, perla-
kuan Pajak Penghasilannya adalah bagi ‘perusahaan yang
memberikan pinjaman maka selisih tingkat suku bunga yang
dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain (Harga Pokok atau
tingkat suku bunga pinjaman yang dibayarkan untuk dana
tersebut) dengan bunga yang dibebankan kepada karyawan,
merupakan koreksi fiskal bagi perusahaan yang memberikan
pinjaman karena tidak boleh dibiayakan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaima-
na mestinya.

Direktur Jenderal
td

A.Anshari Ritonga

NiP.060027032

Tembusan : .
1. Sekretaris Dire!:torat Jenderal Pajak

2. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat
Diréktorat Jenderal Pajak.

{y)



P R U RIS

NOMOR.204/KMK 04/2000 TANGGAL 6 JUNI 2000

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI
SEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA
DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN

SEBAGAI BIAYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

vienimbang :

Vlengingat

154

a.

bahwa untuk menutup resiko kerugian Bank
Rakyat Indonesia dapat membentuk dana
cadangan piutang tak tertagih sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh otoritas
moneter ;

bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 9 ayat
(1) huruf ¢ Undang-undang Nomor 7 tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1994, dipandang perlu untuk mengubah
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/
KMK.04/1995 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 68/KMK.04/1999 dengan
Keputusan Menteri Keuangan ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994

Menetapkan :

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3567) ;

Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 ;

Keputusan Menteri K euangan Nomor 80/KMK.04/
1995 tentang Besamya Dana Cadangan Yang Boleh
Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimanz telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/1999 ;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERIKEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANGPERUBAHAN KETIGA
ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA
DANA CADANGAN YANG BOLEHDIKURANGKAN

SEBAGAI BIAYA.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Mériteri Keuangan
Nomor 80/KMK.04/1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/1998

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai

berkut :

"(1) Bank Umum dapat membentuk dana cadangan piutang tak

tertagih"
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Menambah ketentuan baru di antara Pasal 1A dan Pasal 2 yang
dijadikan Pasal 1B, yang berbunyi sé_:bagai berikut :

(2) - Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

)

ditentukan sebagai berikut : :

a. 0.5 % (setengah perseratus) dari kredit yang digolongkan
lancar ; dan '

b. 3 % (tiga perseratus) dan kredit yang digolongkan kurang
lancar setelah dikurangi dengan final agunan yang dikuasai
; dan

c. 50% (lin;a puluh perseratus) dari kredit yang digolongkan
diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan yang
dikuasai ; dan

d. 100 % (seratus persel'atus)‘dal'i kredit yang digoldngkan
macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah
dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.

Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai
pengurang pada dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) setinggi-tingginya adalah : ‘

a. 100 % (seratus perseratus) dari nilai agunan yang bersifat
likuid.

b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai agunan
lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan oleh perusahaan
penilai ;

Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk
dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pokok pinjaman yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

(5) Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak
tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sama
dengan jumlah yang telah diperhitungkan dalam penghitungan

rugi laba komersial.

(6) Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat
ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak

tertagih.

(7) Dalam hal cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau
sebagian tidak dipakai untuk menutupi kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), maka jumlah kelebihan cadangan
tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan sedangkan dalam
hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi. maka
kekuranganya diperhitungkan'sebagai kerugian.”

Pasal I1

Keputusan ini mulai berlaku pada tahun pajak 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkandi : Jakarta
pada tanggal : 6 Juni 2000

MENTERI KEUANGAN
ttd.

BAMBANG SUDIBYO
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PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 80/KMK.04/1935 TENTANG
BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA SEBAGAIMANA
' TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN NO. 235/KMK.01/1998
(Keputusan Menteri Kenangan RI No. 68/KMK.04/1393 tgl. 16 Februari 1999)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menutup resiko kerugian, bank dapat memben-
tuk dana cadangan piutang tak tertagih sesuai dengan kebi-
jaksanaan yang ditetapkan oleh otoritas moneter.

b. bahwa oleh karena itu dipandang perfu untuk mengubah
Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995 sebagai-
mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.
235/KMK.01/1998, dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 18-
718) tentang Pajak Penghasilan (LN Tahun 1983 No. 50, TLN
No. 3263}, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No. 10 Tahun 1994 (BN No. 5637 hal. 18-268 dst.) (LN
Tahun 1994 No. 60, TLN No. 3567);

2. Keputusan Presiden HI No. 122/M Tahun 1998; /BN No.
6164 hal. 95)

3. Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995 (8N No.
5671 hal. 1B-2BJ tentang Besarnya Dana- Cadangan Yang
Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK 01/1998;
(BN No. 6155 hal. 18) :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN Rl TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 80/KMK.04/1995
TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH
DIKURANGKAN SEBAGA! BIAYA SEBAGAIMANA  TELAH
DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN NO. 235/KMK.01/1998.

Pasal |
Mengubah Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK. 04/
1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan No. 235/KMK.01/1998, sehingga seluruhnya berbunyi
sbb. @

"Pasal 1
(1) Bank dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih,
{2} Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhatian
khusus dan kurang lancar ditentukan perhitungannya secara
bertahap sesuai dengan tabel sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran Keputusan ini.
Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) untuk kredit digolongkan diragukan dan macet ditentukan
sbbh. :
a. 50% (lima puluh perseratus) dari kredit yang digolongkan
diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
b. 100% (seratus perseratus} dari kredit yang digolongkan
macet setelah dikurangi nilai agunan.
Jumiah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk memben-
tuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan
ayat (3) adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank.
Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak
tertagih cebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan ayat (3)
wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa
perhitungen dana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksa-
nakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah
diperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial.
Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih dibebankan pada perklraan cadangan piutang
tak tertagih.

3

4

(5

(6

Business News 6293/5-4-1999

{7} Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak

seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat {6}, maka jumlah kelebihan cadangan
tsb diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam
hal jumlah cadangan tsb tidak mencukupi, maka keku-
rangannya diperhitungkan sebagai kerugian.”

Pasal il
Keputusan ini mulai beriaku pada tanggatl ditetapkan
dan mempunyai daya laku surut sejak tgl. 31 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusan .ni dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 1999

MENTERI KEUANGAN

td.
BAMBANG SUBIANTO

Lampiran

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Penggolongan Kredit
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| Laporan Tidak Termasuk | Perhatian [Setelah Oikurangi
] | Sertifikat Bank | Khusus | Nilai Agunan |
i | Indonesia dan Surat| | |
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MENTER!I KEUANGAN
ttd.
BAMBANG SUBIANTO
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ZONE 11 TARIF PUNGUT Rp 10.200,- per menit
1 Affar & Issasg 34 Domonican Rep. 67 Malawi 100 Singapore
2 Afghanisgtan 35 Egypt 68 Mali 101 Somalia
3 Alaska 36 E1 Salvador 79 Marocco 102 South Afrika
4 Algeria 37 Eguador 70 Majuro (Marshal Island) 103 St. Faire & Mig
5 Angola 38 Ethiopia 71 Martinique 104 St. Kitts & Navis
6 Anguilla 39 FPalkland Islands 72 Mauritania 105 St. Lucia
7 aAntigua and Barbuda 40 Gabon 73 Mauritius 106 St.Vincent & The Grenadi
8 Argentina 41 Gambia 74 Mexico 107 Sudan
9 Aruba 42 Ghana 75 Mongolia 108 Suriname
10 Bahamas 43 Grenada 76 Monteserrat 109 Swazilland
11 Bahrain 44 Guadelope 77 Morzambigue 110 Syria
12 Barbados 45 Guam 78 Namibia 111 Frenc Polynesia (Tahiti)
13 Belize 46 Guatemala 79 Antilles Netherlands 112 Tanzania Rep.
14 Veanin (Dzhomey) 47 Guine 80 New Calidonia 113 Togolese Rep.
15 Bermuda 49 Guinea Bissau 81 Nicaragua 114 Tonga
16 Bolivia 49 Guyana 82 Niger 115 Tortola (UK}
17 Botswana 50 Haiti 83 Nigeria 116 Trinidad & Tobago
18 Brazil 51 Honduras Rep. 84 Oman/Muscat 117 Tunisia,
19 Burkinafaso Y 52 Hongkong 85 Pakistan 118 Turks & Caicos
20 Burundi 53 1Iran 86 Panama 119 Uni Arab Emirates *)
21 Cambodia 54 1Iraq 87 Paraguay 120 Uganda
22 Cameroon 55 Israel 88 Peru 121 United Kingdom
23 Cape Verde Island 56 Ivory Coast 89 Puertorice 122 Uruguay
24 Cayman Islands 57 Jamaica 90 Qatar/Doha 123 United State of America
25 Central Afrika 58 Japan 91 Reunion Island 124 Venezuela
26 Chad 59 Jordan 92 Rwanda 125 virgin Isl. & St.Croix
27 Chile 60 Kenya ‘93 Saipan 126 Yemen Arab Rep.
28 Colombia 61 Kuwait 94 'Samoa west 127 Zaire
29 Comoro Islands 62 Lesotho 95 Samoa (USA) 128 Zambia
30 Congo Rep. 63 Lebanon 96 Saudi Arabia 129 Zanzibar
31 Cook Island 64 Liberia 97 Senegal 130 Zimbabwe
32 Costarica 65 Libya 98 Seycheles -
33 Cuba 66 Madagaskar 99 Sierra Leone

Note: *) Uni Arab Emirates termasuk. .:
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GIRI S. HADIHARDJONO

PEMBUATAN DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN -
(Surat Edaran Direktur Pemeriksaan Pajak Ditjen Pajak No. SE-12/PJ.7/1398 tanggal 11 November 1938)

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Z. Para Kepala Kan*or Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Contoh:

Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
Seluruh Indonesia.

) Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan menge-
nai pembuatan Daftar Nominatif Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
Tahun Pajak 1997 yang akan diperiksa melalui Pemeriksaan Rutin
baik untuk kelompok A atau BA maupun untuk kelompok B atau
AB (selanjutnya disebut Daftar Nominatif} sebagaimana dimaksud
pada butir 3.a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-
09/PJ.7/1998 1gl. 28 Agustus 1998 (BN No. 6274 hal. 18),
dengan ini diberikan penegasan bahwa pembuatan Daftar Nomi-
natif dimaksud adalah tidak kumulatif yaitu seperti halnya
pembuatan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada butir
2.4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/1998
tgl. 15 Juni 1998 (BN No. 6181 hal. 4B-8B).

Adapun maksud dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada butir 2.» Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-
09/PJ.7/1998 tgl. 28 Agustus 1998 tsb adalah sebagai penega-
san untuk mengingatkan agar jangan sampai terjadi adanya SPT
Tahunan PPh yang sudah.diterima sampai dengan bulan terakhir
sebelum bulan dibuatnya Daftar Nominatif, namun SPT Tahunan

PPh tsb belum/tidak dilaporkan dalam Daftar Nominatif yang
bersangkutan. '

Business News 6240/23-11-1998

Deftar Nominatif bulan September 1998 yang harus dikirimkan
paling lambat tgl. 15 Oktober 1998 harus mencakup seluruh SPT

Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang diterima
dalam bulan Septernber 1998,

Demikian untuk dapat dimaklumi.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTUR,
ttd.

DJAZOELI SADHAN!

NIP. 060G36043

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak . -

2. Sekretaris Direktorat Jendera!l Pajak

3. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan DJP.

(Y)



Data Pribadi

Nama

Tempa’r‘/ Tanggal lahir
Agama

Tinggi Badan

Berat badan

Alamat
Telepon

Pendidikan Formal

Taman Kanak-kanak

Sekolah dasar

DAFTAR RTWAYAT HIDUP

: Benyamin Minggus melatnebar Wuarmanuk
: Jakarta, 14 Juni 1981

: Katolik

1175 Cm

165 Kg

: J1. Kelapa Raya No. 152 Perum I Karawaci
Tangerang 15138

: (021) 558.8513
0817114 318

: Tk Veritas, Jakarta

: SD Strada Slamet Riyadi, Tangerang

Sekolah Menengah Pertama : SMP Santo Paulus, Jakarta.

Sekolah Menengah Umum : SMU Santo Paulus, Jakarta.

Perguruan Tinagi

Lulus 24 April 1999

: Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Lulus 26 Maret 2004



